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 WALIKOTA SOLOK
FROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR & TAHUN 2023
TENTANG

PENGELOLAAN KEUANCGAN DAERAM

DENGAN RAHMAT TUUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

2. balhwa seiizp urusen pemeorintshan yang menjadi

kewensngar: pemerintah daerah berkaitan erat dengan
keusnguri  schimgga diperluken  suams  Bentuk
pengelolasn keuangan desrah secara tereticans, efeluf,
efigien, transpamn, dan akuntabe);

. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi

pormiasslahan keuangan dl lingkungan Pemerinah
Deerah Kotn Selok diperiukan pemgaturnn mengemal
pengziolsan kepangan daerah;

. bahwa Peraturan Deersh Eota Sulok Nomoar 9 Tahun

2008 tentang Pokok-Pokok Pengeloloan WKeuangan
Daerah sudah videk sesuri jagl dengan perkembangan
peraturan perundang-undsngan sehinggn perfu digant
dengan peraturan dasrah yang bar;

. behwa berdasarkan  pertimbangan sebagalmana

dimaksud dalam buruf s huruf b, dan haruf ¢ perlu
menctapkan Peraturan Deerah tenieng Pengelolaan
Keuangan Daersh;

. Pasal 1B ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Ropublik indonessa Tehun 1245;
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2. Undang-Undang WNomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Dagrah Otonom  Kota  Recil Dalam

Lingkungan Propinsi Sumatera Tenguh jo Peratumn
Meonter: Dalam Negerl Nomor 8 Tahun 1970 leritang
Pelnksanaan Pemerintahan Kotamadva Solok dan
Payalkumbuh (Lembarsn Negars Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 19);

. Undang-Undanp Nemor 23 Tahun 2014 tentang

Pemnerintahidn Daérah [Lembaran Negars Republik
Indonesiz: Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negare Republik Indonesia. Nomor 5587)
sehagnimana t=loh diubah beberapa kall, terulhir
dengan Undang-Unding Nomor 6 Tahun 2023 lentang
Penetapnn: Peraturan Pemermtah Pengegsnti Undang-
Undang Nomer 2. Tahun 2022 tontang Cipta Kemn
Menjadl Undang-Undang (Lembaran Negamm Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomoar 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 Tentang

Hubungan  Keunngan Memerintah  Pusat  Dan
Pemerinitshan  Duerah  (Lembaran  Negura  Republik
Indonesia Tehun 2022 Nomor 3, Tambeahet Lembaran
Nesara Republik indonesia Nomor 6757.

. Pemmturan Pemerintmh Numor 12 Tahun 2019 wentang
FPengelolsan  Keuangan Dasrah  (Lembaran  Negara

Republik donesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5, Peraturan Menteri Dalem Negerd Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman  Teknis Pengelolsan  Keuangan
Datrah

Dengan Persengjuan Hergama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOLOK

dat
WALI KOTA SOLOK




Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH.
BABR I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:

1. Daernh adalah Kota Solok.

2. Pemerintaly Doernbh  adelah Wali Kotn  sebagel unsur
penyelengpura Pemenntohan  Dacrah  yang:  memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  vang  meniadi
kewenangan dasrah.

3. wall Kota' adaeiah Wall Kota Solok.

4. Wakil Wali Kota adalzh Wakil Wali Kora Salok.

3. Dewan Perwaldlsm Rekyal Daecrah yvang selanjuinyy disingkat
DPFRD wdalih Dewan Perwakilan Rakyut Dacrah Kola Solok
varng  borkedodukan  szbagni  Unsur penvelemnigRears
Pemerintshan Bacrah. |

6. Sekretaris Dacrah adaleh Scloetaris Daermh Koto Selok.

7. Keuangan Daerah adslah semma hak dan kewajiban daerah
dalam rangks penvelenggnraon pemermtahon dacmh yafg
dupad dinilar dengsa usng serta segals beniuk kehayaan yang
dapat dijadikan milik dasrah berhubung dengan hek dan
kewajiban dacrah tersebul

8. Pengeloloan Keuangsn Dacrih adelnh kesélurihan ksplatan
vang: meliputi  perencansan, pengsngesran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertangmungawaban,  dan
pengawasan keunngan daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerdh yang selanjulnyva
disingkat APBD adalnh repcans keuangan tohunan deaerah
VAN ditﬂtﬂpk_;:-:m dengan Pernturan Dagrah.

10. Urusan Pemerintahan adalah  kekupssan pemerintahaan
yvang menjadl kewenangan Presidén vang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan  penyelenggarn
Pemerintnhan  [Daerah  untuk  melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarnkat.




il.

12,

13.

14,
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L7,

1A8.

19,

21.

Urusan Pemerintahan Waiib adalah urusan pemerinmaban
vang wajib diselenggarakein oleh semuis drerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adaiah urusan pemerintahan
vang waiih disclenggarakan olch dssrah sesuai dengan
potensi vang dimiliki daerah.

Satiun Kerju Perangknt Ducrah yang selanjutnya disingleat
SKPD adalab unsur perangkal dasrah pads Pemerinteh
Dacrah ynng melaksanakan urusan pemerintohan dacroby.
Satuan Hege Pengelola Ecusngan Daerah yang sclanjutnys
disingieat SKPKD  adalah  unsur  penunfang  Urusan
Pemerintalan pada Pemerinteh Daerah yang melaksanalkan
Pengelolasin Keunangan Daerah,

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkar PA adalah
pejabat pemegang kewenangan pengEunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD vanyg dipimpinnya.
Kuase: PA vang sclanjutnva disingkat KPA adalah pglabar
yang diberi  kussa untuk molakssnakan  scbapian
kewenongan PA dalam melaksannkan sebaginn tugas dan
fungsi SKPD.

Tim Angesrsn Pemerintah Daeroh vang selanjutnya disingkst
TAFD adalah wum vang bertugos menyiapkan dan
melaksanaken  kebijakan Weli  Hota  daelam  mangka
penyusunan APBD.

Pejabat  Pengelola Eeuangan Duwerah vang sclemjulnya
disingkat, PPRL adalah kepala SKFED yang mempunyal |gas:
melaksanakan pengelolsan APBD dan bertindak sebase)
HBendahara Umum Daecrah.

Bendahara Umum Dacrah vang selanjutnya disingkat BUD
adatah PPKD vang bertindok dolom kapasitas sebagai BUD.

«Kuasa BUD adelah pejabar yvang diberi kuassa untuk

melakssnakan tugas BUD,

Pejubit Pelaksena Telenis Kegiatan yang selanjutnys disinghkat
FPTK adoink pejabat pada Unit 8KPD yvang melaksanaksn |
[saty] ey bebemape kegatnn darl sustu program sesua

dengan bidang tugasnva,
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232, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Peranghmt
Daerdh vang selagjulnva disingkal PPK SKPD adaldah pejabat
vang meloksanukan fungs: tata usabs kouangen pada SKPD.

23. Bendaharn Penermean adalah pejebat yang ditunjulk untul
menerinte, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
memperiatggunginwablan uing Pendagatan Daermb dalem
rangks pelakssnasn APBD pada SKPD.

24, Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang  ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausabhakan,
dan memportanggungjowabkan wang untule  keperluan
Belanja Dacrah dalam rangka pelaksanann APBD pads SKPD,

25, Pegawai Aparatiur Sipil Negara yang selanjuinya disingkat
Pegawai ASN ndalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kega ying- diangkat oleh
priabal pembing kepegawdian dan disershi (ugas dalam
sualiy jabunlan pemerintdhen atuu  diserdhi tugas negars
lpinmye ‘dan digaji . berdasarksn  poraturan perundang-
undangan,

26, Badan Usaha Milik Dacral yang sclanjulnys disingkat BUMD
Bdalah ‘bdadan' usaha yvang selurdihl atau scbagisn ' busar
modainya dimiliki aleh Daerah.

27. Penerimasn Daerah adalab usng yang masuk ke kas Daerah,

28. Pengatuaran Dasrah adalah ueng yang keluar dari kas
Baerah,

29, Pendapatan Deerab adalsh semua hak Daerah yang diabkui
sebagai pennmhbah nilai kelaynan bersih dalam periode tahun
angesran berkenoaan,

30. Dana Tranafer Unmum adalah dana vang dialokasikan dalam
APBN kepada Daerah untuk digunakan sesual derngan
rewenangan Daerah guna mendanai kepumhban Daerah
dalam rangka pelaksanzan desentralisasi

31. Dana Transler Khusus adalah dana yang dialtlasikan dalam
APBN kepada Dacrah denigen  tujusn untuk membaniu
mendanal kegintan Khusus, baik (slk maupun nonfsik yang
merupakan urusan Daersh.

32, Dans Bagi Hasil vang selanjuinya disingknt DBH adnlsh dans
vang bersumber dari poendapatan  lertentu APBN. vang
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6.

ar.

36,

dialokasikan kopadd Dacrah penghasil berdasarkan angka
perseniase wrteniu dengan tujuan mengurangi Retimpangarn
kemampuan keuangan antorn Pemernntah Puasat dan Beerab.

. Dpna Alokasi Umum vang selanjulnya disinghat DAU adalah

duny vang bersumber dari  pendapatan APBN  vang
dialokasikan dengan  (Ujuan  pemerataan  kemampuan
keeuangun antar-Daerah untuk mendensl kebutuhan Deerefy
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,

. Dana Alukasi Khusus yang selanjutnym disingkat DAK adalah

dane yung bersumber dan  pendapalsn  APBN yang
dinlokasikan kepndu Daeruh tertentu dengan tujuan utioak
membanty  mendomsr: Kegietan: Ehusus yveng merupskan
Urusan Pemerintahan veng menjadi kewenangan Daerah,

. Belanja Daerah adalah semua kewajibun Pemerintah Dacruh

vang dieskui sebagal pengurang nilal kekayasn bersih dalam
periode 1ahn angoaran :!:;e.rkqmm

Pembiayean adalgh setisp penerimasan yang perlu dibayar
kembali danfatay pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada sahun-
tahun anggaran berikutnva.

Pupgaman Daerab  eddalph semun  transakst  yang
mengakibatkon Daerah mensrima  sejumlah  uwang atau
menerima menfnat yang bemilal uang dari pihek lain
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban il
membavar kembals.

. Utang Dasrah yang selanjutnyn disebut lit_nng adalah jumlah

uang yang wallb dibayar Pemeriniah Daerah dan/aiau
kewajiban Pernerintah Deerih yang dapit dinils: dengan usng
berdasarkan peraturan  perundang-undeangan, perjanijian,
Punberian  Pinjaman  Dacrah  adalah  bentuk  investasi
Pemerinituh Daerah pada Pemefintah  Pisar, Pemerintah
Daerah hunnya, Besdan Lovenan Umum Daerah  milike
Pernerintah Doceah lalanya, Badan Usaha Milike Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan
huk memperoleh bunga dan pengemballan pokok plnjamen.
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40.Dana Cadangan adalah dana yang disisthkan onfuk
mefidanid KeblUtuhan pembangunan prasarang Geh sarang
Dacrab yang tidalk dapat dibebankan dalam: 1 {sam)] whan
anggaran

41, Beban adalah penuarunan manfant ekonomi atau potensi jusa
dalam perinde pelaporin yang menurunlen ekuitas atau nital
kekayaan bersit yvang dapat berupa pengelusran atsu
konsumsi asesatan timbulnva kewajiban.

42 Rencang Pembgngunan Jangks Menengsh Daersh yang
scelanjutnya disingkat RPIMD adalah dokumen perencanaan
Dacrah untuk periode 3 {Jima) tshun.

43. Rericana Pembangunen Tabunan Dagrah vang selenjutnva
disebut Rencans HKernja Pemenntah Decrah don yeng
selanjutnyn disingkat RKPD adalsh dokumen perencanaan
Nasral untuk perlods 1 {san:) tabun.

44, Kebijakan Umitm APBD vang selanjurhya disingkat KUa
adalah dokumen vung memuat kebjaksn bidang pendapatan,
belanja; dan Pembiayaan serte asumsi yang mendasarinye
untuk periode | (satu) mhun,

435, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementora yang selanjuinya
disingkat PPAS adaish Program pricmtes dan botos mnlesimal
enggaran vang diberikon kepads perangkat Dmerah untuk
setiap  Program dan  Keglatan =scbsgal acuan dalam
peryisunan Rencund Kera dan Anggdran Sotoan Kerja
Peranghal Daccah,

46. Rencana Kerjo dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dasrah,
yany selanjutnya disingkat RKA 8KPD adalah dokumen yang
mémuat encana pendapatan dan  belamis SEPD  atau
dokumen yang memual rencinas pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKFD yang mclaksanakan fungsi Bendahara
Umum Daerah yang digunsban sebagal dasar penvusunan
rancangan AFBD,

47, Kerangka Pengelunran Jangkn Menengah adalah pendekatan
penganggaran. bordasorian kehijakan dengan pengarmbiban
keputusan terhadap kebijakan tersebut dilukukan dalam
perspektifl lebih dari | (satm) wmhun  angearan dan
mempertimbangkan implikasi binva okibat keputusan veng
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hersangkutan pada tahun bErikutnys vang dituangkan dalam
prakiman man.

48. Program wdalah bentuk instrumen: kebijakan yung berisi !
{satu] arau leblh Keglatan yang dilaksanokan oleh Satuan
Kerja  Perangkat  Daerah atay muasyarakal  yang
dikvordinns=ilan oleh Pemerintah Dasrah untuk mencespal
sadaran dan tujuan pembanpunan [Xaerali.

49, Kemetun ndalsh baginn dart Program yang dileksanakan oich
| [satu] atau becherapa Satuan Kerja Pemangkat Daerah
sebagal baglan dari pencapalan Sasamn terukur pada suam
Program dan terditi darl sekumpulan tindskan pengernban
sumber daya baik yveng berupa personil atau sumber daye
manusrie, berang modal termasuk peralatan dan telmalog,
dana, atan kombinasl dari beberapa atau semun jenis sumber
daya  lersebut, ssbiagai fasukan untuk  menghasilkdan
Keluaron dalam bentiik barang/jass.

5(). Kegiatan Tahun Jamak ndalah kegiatan yang dianggonrkan
dan dilaksanakan untuk masa lebib dari 1 (sam) tahun
anpgaran yang pekegasnnys dilsleukan melalud  konirak
tahun jamaolc.

51. Kcluaran adslah barang atau jasa yang dihasilkan olch
Hegiatan ynng dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
Sasaran dan tujuan Program dan kebijakan

92, Hasil addlabl  segaln sesustl. yang  mencerminkan
berfungsinya Keluaran dan Keginten dalam 1 [satu) Program.

53. Sasaran adelah Hasil yang diharppkan deri suats Program
stau Keluaran yang dihirnpkan dar suato Kegiatan,

54. Kinerju adalnh Kelearan/Hasil dari Program/Kegintan yang
whnn arau telsh dicapa sehubungan dengan penggunearn
anggaran dengan kuantitas dan koelitas veng terolor,

55, Kas Umum Daerah adalsh tempil penyimpanan unng Deemb
yang ditennikin olch Wali Kota untuk menampung seluruh
FPenerimaan Daerah dan membeayar selurubl Pengeluaran
Baerah.

a6, Rekening kms umum Daerih  adalsh rekening tempat
penyimpanan vang Dacrah yang ditentulen aleh Wali Koti
untuk menampung  seluruly  Penerimenn  Daeroh  dan
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membayar selurub Pengelisdridn Daerah pade bank yang
ditetaplkan.

57. Dokumen Pelaksanaan Anggaron Satuan Kerja Perangkat
Daeralh, yang selanjutnve disingkar PPA SKPD adalah
dekumen yang memual pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat pendapatan, belanju, dan
Pembinyaan SKPD vang melaksanaksn fungsi Bendahors
Umum Dacmsh yang disunakan scbagsl dasar peleksansan
anggaran aleh Pengguna Angmran.

oB. Surat Penyedinam Dena yung sclanjutnya disingkat SPD
pdaloh dokumen yung menyotalan tersedianya dana stbugai
dasar penerbitan Surat Perminisan FPembayaran ates
pelaksanaan APBD,

50, Sural Permintdan Pembuysran vang selanjuinya disingkar
SPP addldh dokumen vang digunakan untuk mengajukan
permintsan pembayarcan.

60, Unng Persediaon yong selanjutnys disingkat UP adalah vang
muks kerja delam jumiah teriento yang diberikan kepads
Hendahera Pengeluaran  unmk  membiayal  Kegiaman
gperagsional pada ‘Batuan Kerja Perangkst Daerah)/ Uit
Satuan Kerja Peranghkat Deersh danfatan unmk membiaya)
pengelusmn. yang menurut sifat dan  tujunnoys  tidsk
lanigsung.

61. Pembayaran Langsung yang setanjutnya disingkat 1S adalah
Pembayaran Langsung kepada Bendahara
Pengeluaran/penerims hak lainnys atas dasar perjonjian
kerju, surdl tugas, dan/atau aurdt perintah kerjs lainnya
‘melalui penerhitan Surat Panmah Membayar Langsung.

62. Tambahan Uaong Persediaan yang selanjutnva disebut TU
adalah tambahan usng muks yang diberikan  kepada
Bendahara Pengeluarin/Bendshars Pengeluaran pembaniy
untuk membiayai pengeluaran atas pr.'la]:::ﬂn_tlnun APBD yang
tidak cukup didenaj dad Uung perscdiann dengan batas
wakty dalam 1 (satn) bulan.

63. Surat Perintah Membayar vang selanjutnya disinglmt SPM
adalah dokumen yang dipuneakan untuk pencrbitnn Surat
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Perintah Pencdiran Dana atas Beban pengrluarsn DPA BKFD.

64, Burnt Perintith Membayar UP yvang selanjutmen disingkat
S5PM-UP adalah dokumen yang digunekan uniuk penerbitan
Surat Penntah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA
SKPD yang dipergunakon sebagsi UP untuk mendanai
Kegiatan,

65. Surnt Perintah Membavar Garitl Uang Persedinan yang
selanjutnya  disingkat SPM-GU  adalsh dokumen yang
digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dansa
atas  Beban pengelusran DPA SKPD  yang  dananys
dipergunakan untuk mengeant UP yang telah dibelanjakan.

B6. Burat Perintsl Mombayar TU yang sclanjutnva dismrighal
SPM-TL adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan
Surat Perintah Penceiran Dana atas Beban pengelizaran DPA
SKPD, karena kebuluhdan dananya tdak dapat mengeunakan
Pembayaran Langsung dan Usng Persediadn,

67 . Surat Perintah Mombayar Langsung yang selonjutnya disebut
SPM-LS adalnh dokumen yang digunakan untuk penerbitan
Sural Perinlah Pencairan Duny atas Beban pengeluaran DPA
SKPD kepada piluk ketig,

68, Bural Permtah Pr:n:::nrau Drane yang selonjuinya disinglal
SP2D adaleh dekumen ysng digunskan sebegsd  dasar
pencairan dana atas Heban APGD,

59, Barang Milik Deerah yung selatjulnya disingkit BMD adalah
semua barang yang dibeli aisu diperoleh atas Beban APED
atuy berasal dari perolehan lainnya yang sah.

70, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang sclanjutnya disebul
SiLPA aodaelah sclisth  lebih  realisasi  penerimaan  dan
pengelvaran angegaran sclama ] (saty) periocds angearan.

71. Piutang Daersh adalah jumlah vang yang wajib dibayar
kepada Pemerintah Dasrah dan/atau hak Pemerntah Daerah
vang dapat dinllal dengan unng sehagai akdbit peradjicn atau
akibat lainnya berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-
undangan atau akibat lannye vang sah,

72. Pelayanan Dasar adalah pelayanan puiblik untuk memenuhi
kebutuhan dasar wargs negirs,
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73. Smndar Pelayanan Minimal adelah ketentuan mengenai jenis
dan mutu Pelayvanan Dasar yang  merupskan Ur:;lﬂsin
"Er:meriut&ham Wajth vang berhak diperoleh setiap warga
MEPHATYE SECHTE TiTEmal.

74. Badan Layanan Umum Daerah yang salanjutnya disingiar
BLUD sdlnlah sistem ying dilérapksn oleh Satisn Kera
Perangkat [Jaerah axan Unit S8amuan Kerja Peranckat Daernh
puda Satuan Kege Permnghet Daproh delem membenlkan
pelavanan kepada masyardkat yang mempunyai fleksibilitzs
dalam pols pengelolsan kelsngsn schagai perigecuntian dari
ketentuan Pengelolasn Keuangohn Dasrah pada bmumnye.

75, Anggaran  Kas adalsh  perlorpsn arus kas masuk yeang
bersumber dan penerimasn dagn porkirssn arus kas keluar
anmik mengator  ketersedinan  dana yang cukup guna
mendsnal pelaksanaan APBD ddlam Sotisp periode.

76. Standar Akuntans! Pemerintahan yang sslanjutnya disingkat
SAP adalgh prinsip-prinsip aluntansi vang ditempkan d.nlam
menyusun den menysjikan laporan keuangan pemerintah,

77. Bebijjalan Aluntansi Pemerintah Deerah adalgh  prinsip,
dasur, konvenst, aturan dan prakitk spesifilc vang digilil aleh
Pemerintaeh Daerah sebagal podomen dalam menyusun dan
menyvajilkan laporun keusngan Femarintah Daerah untuk
memenuhl kebutubhan pengguna laporan keummgnn dalam
ranigkn  menirgkatkan keterbandingan laporan  eunngan
terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

T8, Sistem  Akuntansi Pemeriniah Dasrah vang selanjuinya
disingkat SAPD adaiah rangkaian sistematik darl prosédur,
penyelenggara, perslatan dan elemen an untuk mewojudkan
funesi akuntans) selak analisis transaksi sampal dengonn
pelaporan keusngan di ingloingan organisasi Pemerintahan
Daerizh,

79. Bagan Akun Standar vang selanjutnya disinghkat BAS adalah
daftar kodefikas: dan klasifikasl teri@it transaksi keuangan
yang disusun stcara sistematis sebagai pedoman dalam
pelaksanasn anggaran dan pelaporan keuahgan Pemerintab
Duaeralt.
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£0. Hari adalih harl kerju.

Pasal 2
Mabksud ditetapkan Perafuran Dasrah ini sebagai pedoman dan
dasar hukum bagi Pemerintdh Daerah dalam  Pengelnlaan
Keunngsn Dacrah,

Pasal 3
Peraturan Dasgrah ini beriujian untuk mewujudkan tatn kelola
Keuangan Daerah yang baik, transparan, akuntsbel, dan
partisipatif.

Pasal 4
Ruang lingkup Peratoran Dacrah ini meliputi:
. ;ﬁ:ngg-lnléﬂh keurngan daéiah
b. APBD;
penctapnn APBLD,
pelaksanaan dan penatausahsan;
laporan redlisasi scmester pertamy APBD don perubehen
APBD;
akuntans! dan pélaporan keusngan pemerintab deasrah;
pEnyusUnNan rancangan perlanggungiawaban pelaksanaan
AFRD;
1. kekayaan desrah dan wiang dacrat;
j.  badan layansn umum dacrah;
k. penyelesalan kerugan keusngan dacrah;
I informesi keuangan decrah; dan
m. pembinesn den pengawasan,

SN
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Pasal 5
Keuangan Daereh meliputi:
Wi hek Dasrah untuk memimgit pajak Dacrah dan retribusi
Diaerah serta melakukun pinjeman;
b. kewsjibon  Deerah  untuk menyelenggarakan  Urusan
Pemérintihan Daerah dan membayar tagihon pihak ketiga;
¢, Penermuann Daerah; |
EF




d. Pcz;gnlt:lmnn- Daerph;

e, kekaysan Dasralt yung dikelola sendini atao oleh pihak lain
berups vang, suratl herharga, Plutang, barang, serta hak tain
vang dapnt dinilai dengan vung, levmasuk kekavean Daerah
yang dipisahkan; dan/atau

. kekavaan pihak Hin vang dikoasal oleh Pemerintah Daezab
dalam rangka penyvelenggaraan tugas Pemerintahan Daeran
dﬁﬂfﬂﬂu kepentingan umm.

Pasal &
(1) Pengelolion Keusnngan Daersh dilakuban secars  tertib,
Eﬁﬁﬂﬂ,.tkbﬂmﬂis;.ﬂfﬂkﬁf, rrangparan, dan bertenggung jawab
sdengan memperhatikan mesa keadilan, kepalutan, manfaal
untuk masyarakat, serid tast pada keteofuan’ persitursEn
perundang-undangan.
2] Pengelolasn Keuangan Daersh sebagaimana dirmaksud pada
avat [ 1] diwajudkan dalam APBD.
(3] APBD sebagaimana dimalsud pada avar (3] merupakan dasar
Pengelusran Dacralby.

BAB T
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesalil
Pemegang Kekuasasn Pengelolaan Keoangen Daerah

Pasal 7

(1) Wali Kotassiaka petnegang kelouasasn Penpelolaan Keuangan
Daerah dan mewalkdli Pemenniab Degrah dalam kepemilikan
kekayaan Daomilt vang diptsahikan,

2} Pemegung  kekoasaan  Pengelolian  Keuangan  Daemh
schagaimnina  ditmaksud poda ayvat (1) mempunyal
kewenongon:

. menyusun rancangan Peraturan Dacmh tentang APBD,
rancangan Peraturan Daeral tentang perubahan APED,
dan rEOCANGAn Peraturan Daerah tentang
pertanggungiawaban peiaksanaan AFBD;
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(3]

Lo

mengajuksn rancangan Pernturan Dasrah tentang APBD,
rancangan Peratiran Desrah tefitang perubahan APBD,
dan TETHCRITZERN Peraturan Dreerah Tentang
pertangsungiawaban pelaksanaan APBD kepads DPRD
untuk dibahas bersama;

tuenetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, mneangan
Perdtirar Daerah {éntatig  perubahan APBD, dan
TONCETIZAT) Pernturan Buerah Leriang
pertanggungiawaban  pelalsanaan APBD  yeng telah
mendapat persemjuan bersama DPRD;

menetapkan kebijakan terkait Pengsloldan Keuangan
Draetah;

mengambl| tindakan tertentu dalam keadaan mendesak
terkait Pengelolagn Keuangan Dasrah yang sangat
dibutubkan oleh Daerah dan/dtau masyarakar,
menetaplan kebiialen pengelolaan APRD;

monetapkan KPA;

. menetapkan Bendnhars Penerimann dun  Bendahwmra

menetapkun  pejabat  yang  beridgas  melakukan
pemungutan pajek darroh dan rembust deerab;
menelapkan pejabat  vang.  berlugas  melakukan
pengelofaan Utang dan Piutang Daerah;

merctnpksn pejabit yung bertugas melakulan pengujian
atus legitan don memerintahlan pembayaran;
menetapkan pejabat lainnya dalam ranghs Pengololaan
Kruangan Daernh sesusi dengan ketentuan peraturan
perunidang-uidangan, dan

melaksanakan kewenangan luin eesial dengan kstentuan
perafuran peryndang-undangan.

Dulem melaksunskan kelusssan schagaimans dimaksud
peien nyad (1), Wali Kota melimpahilenn sebagion atau seluruh
kekuasaannve vang berips porencataan, PEnpganpgsTEn,
pelakuunaan, penptausshaan, pelaporan fiamn
pertanggungiawaban, seria pengawosan Keusngan Dacrah
kepads Pejabat Pernniglent Daerah.
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[4) Pejabat Peranglat Dacral stbagaimana dimaksud pads ayat
[3) terdin ntas:
g, Sekretaris. Dacrah  selakw  Koordinator Pengelolaan
Ketangan Dasrah;
b. kepila SKPKD selaku PPKD; dan
. keépals SKPD selaku PA.
[5) Pelimpahan sebaginn atmy seiuruh krkussaan: sebugaimuns
dimajesud pada ayst (3] didesarksn pada prinsip pemisahan
kewenangan antara yang memerintahkan, menguiji, dan yang
menerima atau mengeluarkan wang,
(B) Pelimpahan kekuasaan sebagaimans dimaksud pada syat (3)
ditempken denpan Kepulusan Wali Kota.

Pasal 8

(1) Wali Kota seinlos walil Pemerintah Dnerah dalam kepemilikan
kekavaan Daergh vang dipisshkan schagaimeme dimaksud
‘dalam Pasal 7 avar (1] herkedudukan sebegal pemilik modal
pada perusabaan umum Daerah atan pemegang saheam pads
perseroan Dacrah.

|2) Keientuan mengeérai Wall Kolg: selaku wakil Pemerintah
Daerah dalam kepemilikan keltayaan Daeral vang dipisahlen
sebognimana dimaksud pada avet (1) dilaksanakan sesusi
dongan ketentuan paraturan perundang-undangan.

Bagian Keduan
Koordinator Pengelolaan Keuangan Dosrah

Pasal 9
{1} Sekretaris Daerah selaloy koordinator Pengelalaan Keaangan

Daerah sebaggimuna dimaksud dalam Pasal 7 avat (4) huruf

@ mempunyal tugas:

A koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Ducrah;

b koordinasi di bidang penyusunan rapcangan APED,
rancangan  perubshan  APBD, dan  rancangan
pertanggungidwaban pelaksansan APRD;

¢. lkoordinusi penyiapan pedomen pelaksuinann APBD;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPASKPD,
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by

oA

e knordinesi pelaksandan tugas leinnva i bldang
Pongelolnan Keuvangan Daerab sesual dengan kstentiian

peraturan perundang-undengan; dan
f. memimpin TAPD.

(2) Dalem melaksanakan tugasnya sebagaimans dimakyud pada

(B4

aval (1), keordinator Pengeiolaan Keuangan Daerah
bertangoung jawal kepatla Wall Kata.

Bagian Ketiga,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 10

Kepals SKPKD selaku FPED mempunyal tugas:

a. menyvosun dan melaksanakan kehijakan Peapelolaan
Keusnpan Duerah;

b, menyusun rgncanpan Pemturon Deerah tentang APBED,
mnangan Pemturan Dasmb tentang perabahan APBD,
don rancangan Pernturon Dserah tertame
perianggungiawaban petaksanaan APBD;

¢, melaksanakan pemungutan Pendapatun Daerah yang
telah diatur dalem Peratyran Dacrah;

d. meliksanakan fungsi BUD; dan

e. melaksarakan (upgss ldathinya seausl detsan Ketentuoan
peraiuran perundang-undangan.

(2] PPKD dalam melakssnakan fungsinye selaku  BUD

scbhagaimana dimaksud pads ayat (1) hurul d berwensng

a. menvusurn kebijaknn dan pedoman pelaksanasn APBD,

b. mengesahkan DPA SKPD;

¢. melalukan pengendalion pelaksanpan APBLY

d. memberikan  petunjuk  teknis pelalisansan  sistem
penerimaan dan pengelusran kas Dasrah;

e, melpksanakan pemunguien pojak Decrabg

f. menetapkan SPD;

g. menyiapksn pelakstinasn  pinjaman dan  pemberian
jaminon atas nemos Pemerintah Daertil;

h. meloksanokan sistem akumiens dan pelaporsn Kenangan
Dacrah;
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(3)

(4]

[5]

(11

(2}

1)

L menyajllan infdrmasl Keuangan Daeraly; dan

j. metakukan  pencatslan dan  penpesahan  delam hal
Penerimaan dan  Pengelupron  Daerab  sesus dengan
ketentuan peratoran  perundang-undangan,  tidak
dilakulean melalui relening kas emum Daerah,

Selain kewenangan PPKD sehagalmane dimaksud pada ayal

2], PPKD juga mempunyal kewenangan laan vang melipuli

. ﬂ.lﬁ myestas;

b, menetapkan Anggaran Kas:

c. melakukan pembayaran melahil penerbitan SP2D,

d. membuka rekenlne kas umum Dacrahi)

c. membuka rekening Penerimoan;
membuka rekening Pengeluann; dan

& menyusun  leporan  kewangan  yang  merupakan
pertanggungigwaban pelakssnnnn APED,

Dalam hal keweningan pemungutan | pajak  didersh

dipieahkan dar lkewocnangan SEPKD, 8KPD sesuni dengan

le=tentuan peraturan perundang-undangan dlapat

melaksanakan pemungutan pajak Dasrah,

Dalam hal kewenangan mengelole investasi dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, SKPD sesuail ketenfuan Pperaiuran

perundang-undangen  dopat melaksanokan  pengelolann

4

invesiasg.

Pasal 11

PPKD seclsku BUD mongusulkan pojabat di lingkungsn
SKEPED kepads Walli Kota untuk ditetapkan scbegal Kuese
BLD.

RKuasa BUD schagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan
dengars Keputusan Wali Kota.

Kunsa BUD sebagdimuna dimaksud pada avat (1) mempunyai
LLigia:

g, menviapkan Anggeran Kas;

b. menyiapkan SPD;

¢ menerbitkan SP2D;
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d. memantiu pelaksanaan penerimaan dan  pengelusran
AFBD oieh bank danjfatay lembaga keusngen lalnnva
yang telnh dituniok;

e, mengusahakan dan mengatur dana yong diperlukan
dalym pelaksansan AFBD;

. menvimpan uang Dasrah;

g Mmelaksanakath penempatan uwang Dasrah  ddb
mengelolnf menatausanakan investsi;

. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA
alas beban APBD,

|. melaksangkan Pemberian Pinjaman Deersh ates nama
Pemeriritah Dacrahs

1. melatukan pengelolaan Utang dan Piut&nn Baerah; dan

k. melakukesn penagihan Plutang Dacrah,

(4] Dalsm pengrlelaan kas, Kunsa BUD mempunvai tugas;

&. menviapkan  Anggaran  Kas  dilekukan  dengan
menghimpun dan mengaji Anggaran Kas yang disusun
Kepala SEPD untuk ditetaplan aleh BUD;

b. melakukan penvisihan Piotang tidak tertagih dalom
mengelola Pluteng menatausahalkan penvisihen dana
bergulir vang tidalk ertagih atzs investas; dan

¢. menytapkan dokumen pengesahan dan pencptatan
penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Rekening
kas umum Daorah.

(@) Kussa BUD schagaimone dimoksud pada oyar (1)
hertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD,

Pasgdl 12

(1) Wal Kota atas usul BUD dapat menetapkan lelsib dard 1 {sata)

Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan;

a. besaran jumiah Uang vang dikelola pada APBD vang
ditujukan agar Fr.ngﬁtﬁmﬂn Keuengan Daeraly efeletif dan
efisien;

b. beban kerja yang diembun yang ditujukan  untuk
purcepatan pelavanan, danfatau




e, remiang kendali yang ditujukan unlidk pergendillian

Perigelolean Keunngon Daerah sesuai tugss pokole dan
fumesi,

{2} Dalam hal Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada syat (1)
berhalangan tetap atau sementara, Wali Kota menunjuk
Russa BUD lainnya untuk melaksandksn tftugas dan
kewanangan sesiai dengon keteritiian peraturan perundang-

urndnrpan.

(3 Ketentuan lebsh lanjut mengenal pertimbangan penetapan
Huass BUD scbasaimuna dimaksud pada avat (1), disir
dalam Peraturan Wali Kota.

Baginn Keempar
Pongguna Anggaran

Paral 13

(1] Kepala SKPD selalon PA mempunyvai tuges:

meny usun REA SEPD dan perubahian REKA SKPD:

menyusun DPA SEPD dan perubahan DPA SKPD;

ains Bebah anggsran belann:

t. melaksanaksn smgearan SKPD vang-cdhiplmpinnye;

14

melakuban pengujian alas lugihan dan memerintahkan

pembalyaran;

melaksanakan pemungutnn retribost deerah;
mengadakan ikaran/ perjanjtan: kerjasamu dengnn pitak
lsin dalam batas anggaren yang telah ditctapkan;
menandatangan SPM:

mengelole Utang dom Piutang Daerah vang menjadi
taneging jawab SKPD vang dipimpinnys;

menyusun dan menyampaikan: laporan keuangan SKPD
yang diplmpinnya;

mengawasi  pelaksansan  snggaran SKPD yang
dipimpinnya;

menctapkan PPTK dan PPK SKPD;

19




m. menetapkan pejabat  lainfva  daiam  SKPD veng
dipimpinnyn dalam rangka peloksinsan  Keuangan
Duerah; dun

n. melaksanakan tugas lainnya sesuni dengan ketentuan
peratiran perundang-undangsn,

(2} Seluin tugss Kepala SEPD selshku PA scbogaimnnu dimaksud
pada ayat (1), Kepals SKPD -mempunyai tugas lainnya yang
meliputi:

a, menyusun Anggeran Kas SKPD;

b. melaksanakan pemungutan lain-ddln  pendapatan  aslhi
dasrali;

¢. ‘menyusiun dokumen Naskah Pegjaniian Hibah Dasrab;

d. menyusun dokumen Pemberian Bantiian Sosial;

e. menyusun dokumen perminlaan pengesahan pendapatah
dan belsnjn stas pencrimsan dan pengeluaran Daerah
scsunl  dengan ketontuan peraturan perundang-
undangan; gan

. menyusun dan menyampaikan laporan kzuangan SKPDR
yang dipimpmnys kepads PPKD solaku BUD.

{3) Kepala SKPD selaku PA mempunyil wewenang, meliputic
2. menandasmngani:  dokumen  permintasn pengesaban

pendapatsn  dap  belanjs  stas  pepcrimasn  dan
pengclusran Duerabh sesusi ketenlusn peraturan

b. mensndatangnrm dokumen Naskah Peganjisn Hibah

. menandstangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

menetapkan  pejabat  lminoya  doalem  SKPD o yang

dipimpinnys dalam rangksa Pengelolasn  Ketangan

Dnerah; dan

¢, meénctapkan  Pembaniu  Bendaham  Penerimasan,
Pembintu Bendahara Pengeluamn  dan  Pembantu
Bendabare Pengeluaran Pemibaniu sestisi  ketentuan
peraturan perundang-pndangan.

(4) PA  berlangounyg jawab atas. pelaksanssn  tugas dan
wewenungnyn schagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
dan aynt (3) kepeda Walt Kota melalui Sekretatis Dacrah.
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[5] Palam hal PA berhalungan tetap stay sementarn;, Wali Kot
menunjuk pejabat perangkar Doerah untik melaksanalan
tugas dan kewenangan PA stsusi denpgan  ketentusn
peraturan perundang-undangun,

Bagian Kslima
Kugsa Pengmuma Anggaran

Pasal 14

{1} PA dapat melimpahken sebagian kewenangannye kepada
kepals Unit SEPD selakn KPA,
[2) Pelimipahan kewenangan schuguimann dimnlkssd pada avar
(1) berdasarkan pertimbangan:
4. beseran juminh anggaran Kegiatan dilakukan oich SKPD
yang mengelols besaran snepsren Kegintan;
b. beban keris yang diemban yans ditgjukan untuk
percepalin pelayanan; dan/atau
¢, rentang kﬂndﬂh dilekukan terhadap SKPD vyang
membentik Unit Pelaksans Tekals Dasrsh sesust dengan
ketentuan paraturan perundangundengsn.
(3] Pelimpahan kewenangan sebagrimang ditnsksud pads, dvat
(1] ditetapkan oleh Weli Kota atas usul kepala SKPD.
(4) Pelimpahsn kewenangnn sebagaimanas dimaksud peda ayat
(1) meliputi:
a. melpkukan tndikan vang mengakibilkan pengehuaran
atas Beban anggamn belann;
b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnye;
e. melakilan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembavaran;
. mengadakan ilkcatan )/ perjanjian kerjasama dengem pibak
lain dulmm batas angparan vang telah ditetapkan;
e. melaksanakan pemungutan retribusi dacrah;
. mengawnasi pelulcianann angaran yang menfadl tengening
Jawabnvea; dan
g melpksanakan  tugas KPA  lainnya  sesuni  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.




(5} Dalam melaksanakan kewenangan sehapalmans dimaksud
pada ayat (4] KPA bertitiggung jawab kepada PA.

(6] Dalam hal KPA berhofangan tetap stog somentarn sesuad
ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan KPA
diambil alih kembsll oleh PA.

(7} Eetembumn lebib lanjut mengenai pertlinbangan pelimpahan
kewconangan sebagainigna dimaksud pada n_?at. 2] diatar
dalam Peraturan Wall Kota.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknls Kegiatan
Sotuan Kena Perangkat Daerah

Pasal 15
[1] PA/EPA dalam melaksanalmn Kegintin meonunjuk pejobat
padis SKPD /Unit SKPD selaky PPTK.
{2) PPTK sehageimana dimaksud pada ayst (1) bertugss
membanty tugas dan wewenang PA/KPA,
(3} Tugas PPTE dalam membaniu tugss dan wewenang BAS KPA
sebagaimana dimaksud pade ayat [2) meliputi:

a. mengendalikan  dan  meloporkan  perkembangan
pelaksanaan lcknis Kegiutan/sub Keginlan SKEPD/Unit
SKPD, vang lerdiri desd:

1. meayusun:  jadwa!  pelaksanaan  Kegiatan/sub

Regiatan;

2, memunitoring dan evaluns polakfansan Kegialanfsub
Kegintan; dan

3. melaporknn: perkembangan pelaksanaan

Kegiatan, sub Kegintan Kepada PA/KPA.

b, menyispkan dokumen dalam rmangka pelaksansan
angearan atas  Beban pengelusran pelaksanaan
Kegiatin/ sub Kegintan vang terdiri dari @

1. menyiapkan liperan Kinerjs pelaksanaan
Kegiatan /sub Keglatan;

2. menyiapkntt dokumen administrasi pembayvaran
sesual denpan persyaratan yang ditetephan dalam

katentuon perundang-undungan; dan
i3
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(3]

fal

[1)

2]

(3}

(4

3, meayimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelulsanaan Kogiatan
c. menyiapkan dolkumen pengadean barang/jnsa pada
Kegiatan/sub  Kegiatan SKPD/Unit SKPD sesusi
leterituan . petaturan perundamg-undangen vang
mengatur mengenal pengadaan barahg/jasa
Dalam melaksanakan jugss dan wewenang sebagaimang
dimaksud pada ayat (2] dan ayst(3), PPTR bertangeung jawab
kepads PA/KPA, dengan batasan |
a. PPIE pada SKPD bartangeungjawalb kepada PA; dan
li. PPTK prda tnlt SKPD bertunggung jawab kepoda KPA.
Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentoan
peraturan  perundang-umdangan, PA/KPA mengambil alh
mandal yang dilaksanakan olel FPTE.
PAJKPA dapat imenctapkan lebih darl 1 {satu) PPTK di

Imgkungan SKPD/Unit SKPD.

Pasal |6

Prnetapan PPTK scbagaimano dimaksud dilom Pasal 15 avat

(1] berdssarkan pertimbangsn komprotensi jnbstan, besaran

angesran kegintan, Beban keriy, lokasi, rentung kendali,

dan/atsu perimbangan dbjekiil lsinnys.

PPTK sebagaimeana dimaksad peda ayal (1) merpakan

Pegawai ASN yang mendudula jabaten strultum! sesuss

dengan tugas dan fungsinya.

Krileria penelipan PPTK scbugaimana dimaksud pada ayut (2)

melipuh :

a. pegawal ASN vang menduduki jabatan strultuml sotu
tingkat di bawah Kepaln SKPL seloku PA atou  satu
tingkal di bawah KPA dalam hal terdapat pelimpaban
kewenangan dari PA kepada KPA;

b memiliki kemampuan manajerial; dan

o, beriniegritas,

Dalam hal tidak terdapat Pegawal ASN yang mendudulkd

jabintin  struktirsl, PA/KPA dapat menunjuk  pejabat

[ungsional untuk menjabai PPTE.
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(5) Kriteria PPTK sebagaimana dimaksud pads avat (4]
ditetapkan dengan Peraturan Walilots,

(6] PPTK  wyang telah ditetapkan oleh PA/KPA  hsrus
melaksanakan tugas dan kewcnangan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-nndangan.

{(7) PPTK yung tduk melaksanakan tugss dan leewenangan
schagiimann dimaksud pada syar (6] dikennlkan sanksi
administratif bemupa;

a, teguran lisan,

b. teguran tertulis; dan/atau

€. sanksi kepegawaian sesual dengan ketentuan pératuran
perrundang-undangan tentang disiplin pegawal negeri.

(8) PPTK yang tidale melaksanakan tugas dan kewenangan
schogaimana dimnksud pada ayat (6), PA/KPA daps:
menunjuk PPTK péngsanti.

Bogian Ketujuh
Pejabat Fenatmusnhaan Keuangan
Satoan Kerjs Perangkat Davrah

Pasal 17
(1) Kepula SRPD scliku PA mienclapkan PP SRPD scbagsimana
dirnaksud daldam PE'E.'Bl 13 avet (1) Rural 1 unndde
melaksanakan fungs tars msaha keuangan pada SKPD,
(3] PPK BKPD ssbagaimans dimaksud pada ayat (1) mempunyal
tugus dun wewenang:
o melaktikan verifikadi SPP UP, 8PP GU, SPP TU, dan 3PP
L5 beserta bukti helengkapannya yang diajukan oleh
Bondahara Pengeluaran;
b, menyiapkan SPM;
¢, melakukan verifikasl laporan  permanggungjuwuban
Bendahara Perierimaan dan Bendeshara Pengeluaran
d. melaksanakan fongsl akuntansi pada SKPR; dan
¢ menyusun laporan keuangan SKPD.
(3] Selain melaksanakan tugas den wewenang scbagaimsnn
dirmaksud padaaval (2], PPK SKPD melpksannkan tugas-dan
wewenang lalnnya yang melipuri




. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, 8PP-TU, dan SPP-
LS beseria bukti kelenghepannys yang dmjukan olch
Bendwhar lninnya;

b. melakukan verifikasi sural permintaan pembayaran atas
pengembzaling  kelebihin Pendapdton Dacrah  doan
Bendahara Penerimaan; dan

. menerbithan surat pernyataan venfikas kelenghapan dan
keabsabian SPP-UP, SPP-GU), SPE-TU dan SPP-LS bescria
bukh kelenpkapannys sebagai dasar penylapan SPM,

(4) Verifikasl oleh PFK SKFD dilakukan dengin tujusa ntuk

menelitt kelenghapean dan keabsahan dekumen:

Pasul 18

(1) PPK SKPD gebagairians dimaksid dstam Pasal 17, tidak
merangkap sebagal pejabet dan pegawal yang hertugss
melakukan pemungaen pajak deerah dan retrnibusl daerah,
‘Bendahara Peneriimaan, Bendahara Penpeluaran, dan/atay
PPTH.

(2] Dulam ranmgka meninghsiksn efekiivitas penatausahasn
keuangan SKPD, Kepals SKPD dapat menctapkan pegawai
yang berlugas membaniu PFPK SKPD,

(3) Dalam hal PPK SKPD berhalangan sementdrs sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan, PA mengambil
alih mandan dan menunjuk PPK SKPD pengganti,

(4} Dalam hal PFEK SKPD berhalangan letap sesuai keténtuan
perdttiran  perundeng-uhdoangan, PA menunjuk PPK SKPD
peTIgEAriil.

Bagian Kedelapan
Pejnhat Penatagssahaan Keuwangan Unlt SKPD

Pasal 19
(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewsnanganiiya kepgadn
KPA karena pertimbangasn sebagaimans dimaksud dalom
Pasal 14 ayat (2], PA menstapksn PPK Unit SKPD untuk
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKEPD.
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[2) Penewapan PPK Unit SKPD didasarkan ams pertimbangan:
. besgran anggaran yang  berlaku  pada  bagian

lingkungan sekretariat doeraly;

b, rentang kendali dan/atau lokasi; dan/fatau
o dibemtukmya unit orgidnisasi  Berdifat  khusus  vang

memberikan  layanan  sceara profesional | melaho
pembenan otonomn dialam pengelolaan keuangan dan
BMD serts bideng kepegawaian sesuai dengan peraturan
perundangundangan.

[3) ‘PPK Unit SKPD merupakan Pegawal ASBN vang meéddudohkl
jabmian  suktural  otsy pejabat fungsionsl  untok
menjalankan fungsi penatousahaan keuangan unit SKPD.

(4) Kepala Unit SKPD dapat menctapkan pegawal yang bertugss
membantu PPE Unit SKPD.,

Paszal 20

(1) PPK Unit SKPD scbagwimany dimulesinl dalsm Pasal 19

a. melakuokan varifikasi SPP TU den SPP LS besertan bokh

kelengkapannya yang disfukan oleh  Bendaham
Pengeluaran Pembantn;

menyinplean SPM TU dun SPM LS, bodassrkan SFP-TD
dan SPP-LS yang dinjukan olch Bendonharn Pengelusran
Pembanty; den

melakukan  verifikasi  loporan  pertanggungjuwabsan
Bendahara Penerimaan pembamiu dan  Bendahara
Petigeluaran pemibeaiti.

[2] Selain melaksanakan fugas sebagaimana dimalkesnd pads avat
(1}, PPE Umt SKPD melaksanakan tugas laimnyn yeng
meliputs:

melakukan verifikasl surat permintasn pembaviEran aing
pengeimbalian  kelebiben  Pendeputen  Dacrah  dar
Bendaharn Penerirmaan pembantu /Bendaherse  lamnya;
dan
menerbitkan surst pernyataan verifilkns kelerghapan dan
kesbsahan SPP-TU  dan BPP-LE  bescrta bultd
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

15




[3] PPFK unit SKPD pada unit organisasi bersifat  khuscs

mempunyal migas yang mediputs:

2

.

L.

melakukan verifikasi SPP-UP, SPP.GU, SPPTU, dan SPP-
LS beserts bukt kelunpglspannya yang disjukan oleh
Bendnhara  Pengeluarsn, Bendahars  Pengeluarar
Perthania dan Bandahars lainmys;

menerbitkan sural pernyatsan verifikas: kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS besera
buksl kelengkapannya sebagai dasar penyispan SPM;
menyinpkan SP'M;

m&luk:ﬁmn verifikasi  loporan  pertangpungiaweban
fendahars Penerimaan, Bendahars Pengeluarsn dan
meiaksanalean fungsi akubitansi; dan

menyusur lHptran keuangati-

Bugian Kesembilan

Bendahura Penerimasn dan Bendahars Pengeluaran

Pa=zal 21

(1] Wall Kota menetapkan pegawai negen sipil sebaga Bendoharsa |
pogawnd  Penerimaan uotuk  melsksanakan  tugas
kebondoharasn  dalnm  rangka  pelakspinann  anggarsan
pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selnku BUD.

{2] Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pads avot (1)
memiliki tugas dan wewenang menerimia, menyimpan,
menveior ke Rekening kas umum Dacrah, menatausahakan,
dan mempertsngeungiswabkan Pendapatan Dacrah  vang
diterimanyn.

(2] Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
{2), Bendahara Penerimgan memiliki tugas dan wewenang
lainnye yang paling sedikit meligti:

& meminta bukti ransaks: ates pendapatan yang dilerims

langsung melalui rekening kas wmum Daerah;

b. mefakukan verifikasl dun rekonsdlizsi dengan Bank yang

e

ditetnpkain aleh Wal Kota)
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e, menelitl kesesuaian anters jumish ueng vang diterima
dengan jumiah yang telah ditetapkan;

d. menatausahakan dan  mempertanggungawabkan
Pendapalan Doersh yang ditcrimanya; dan

e. menyigpkan dokuman peibayaran atds pengembalian
kolebibian Pendaputin Doecrah.

(4] Dalam ha! Bendaharn Penerimaan berhalangan sementara
sesta Ketentuan peraiuran perundang-undangan, Wali Kom
menetapkan Bendahara Penerimaan pengganti.

Pasal 22
(1) Dalam hal PA melimpahkan sehagian kewsnangannya kepada
KPA, Wali Kota dapat menetapkan pegawai negeri sipil sehagal
Bandaliara Peneriimasn pembantu pada unit kerja SKPD wang
bersangiutan.
(2] Bendahars Penerimazan Pembanty pada unit kegga SKPD
sctagaimana dimaksud pads ayst (1) diusulkan oleh Kepals
SKEPD kepada Wall Kota melahs PPKD.
(3] Bendahara Penerimgan Péembantu ssbagaimehe dimaksid
pada syar (1] memiiikl ugas dan wewenang sesual dengan
lingkup penugasan yeng ditetapkan Wali Kot
[4) Tugas dan wewenang sesual dengan linghup pesugssan
sehagnimana dimaksud pada aynt (3) paling sedikit meliputi:
o. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumiah-vang
dalom rangks pelakeanasn anggaran Pendapatnn Dacrah
pada SKFD, kevuall untuk ransaksl secara elektronilk;

b. meniitita bukti transaksi atas Pendapatan yang diterima
langsung meelahu RKUD,

¢, melakuksn verifikasi dan rekonsilissi dengart Bank yang
dilctapkan oleh Wali Kola;

d, meneliti kesesudisn entara jumlal uung vetg diterima
dengsn Jumiah vang tetah ditetapkan;

c. mmoatnusahskun  dan mempertanggungiawabikan
Pendapatsn Ducrah vang diterimanya; dan

[. menviapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan Pendapatan Daeraby,
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Pasal 23
{1} Bendohars Peocomasan don Bendubars  Pencerimasn

Permbantu  bertanggung jawab seécars  administratif dan

funpsional,

[2) ‘Bertanggung  jawab  desarn administratil§ sebagaimana
dimaksud pada avat (1) berupes:

. Bendahara Peoorimaan membust lapuran
pertanggungiswaban  secare  administretil  sias
pencrimaan pada SKPD dan disampaikan kepuda PA; dan

b. Bendshurs Penerimusant pembantin membunt  laporan
pertangeungiawaban gecara  admmistratifl | atas
penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada
KPA.

|3) Bertangpung jawnb secara fungsional scbagaimunn dimaksud
pada ayat (1) berupa:

& Bendahara Pencrimaan membuar lnporan
pertanggungiawaban secara fungsional alas penerimaan
pala SEPD dan disampaikan kepada PPED selaku BUL,
dan

b. Bendohara Penerimaan pembante  membuont  lsporan
pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimasan
pada umit SKPD dan disampaikan kepads Bendahara
Penerimaan.

Pasal 24

{1) Dalam rangks meningkstban efekiifitas  pengelolaan

Penclapatan Dasrah, Kepala SKPD aias usul Bendahara
Penetimaan dapat menetapkan Pembentu Bendahars
Penerunaan.

(2) Pemhbantu Bendshara Penorimasn sebagnimana dimalksud
puda ayut (1] merupakan pegawai vang berfugas membanti
Benduhara Penerimaan.,

{3) Pembuantu Bendohars Penerimasn sebagaimana dimalksud
pade syat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesul
dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD,

[4] Pembentu Benddadharn Penerimaan dalem melaksaniakin
tagasnyn bermnggung iawalb kepada Bendahara Penerimann.

9




L

(

Pasal 25

(1) Wali Kota atas usul PPKD menctapkan pegawal negeri sipil
sebagal Bendaham Pengeluaran untuk melaksanakan tugas
kebendaharmun dalam mngkn peliksanonn anggamn belanja

(2]

(3

‘padn SKPD.
Bendahara Pengeluaran - sebagaimana dimaksud pods ayac (1)

memilils fugas dan wewgnsng:

iR

E

SrPUP, SPP GU, SPPTU, dan SPPLS;

. menerima dan menyvimpan UP, GUJ, dan TL;

melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU wvang
dikelolanys;

. menolak perinigh bavar dart PA vang Udalk sesusi dengan

hetontuan poraturan perundangundangan;

menelity kelengkapan dokumen pembavaran;

membuat  laporan  pertanggungiawsban  secars
administratifl kepada PA dan laporan peranggungjawaban
sccara fungsional kepadn BUD secaza periodik; dan
memungut den  memyetorkan  pejek sesupl  dengan
ketontuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang sebagalmana dimalsud pada ayat

{2)

Betidahara Pengsluaran  thelaksanakan toges' dan

weweTan g ainnye yang meliputi:

B

melakukan rekonsilissi dengan pihek Bank vang
ditstaphan Wall Kots;

 memeriken kas secara periodik;

menerme dokumen: buki transabksi scearn elektronik
atau dokumen fislk dari bank;
menerima dan menyetorkan atas pengembalian belunja
atas koreksl atsu Hasil pemeriksaan intermal dan
aksternsl)
menyiapkan dokumen  surat Mnﬂ:@ SATOTAN  Alas
pengembalian  belanja  akibat  koreksl atay Hasil
pemetiksaan internal dan eksternal; dan
pelaksanaan anggacan pengeluaran Pembiavann pada
SKEPD yvang melaksanakan fungsi BUD,

-




b
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Pasal 26

(1} Dalam hal terdapar pembentukan umit arganisas  bersifat

khusus sesual dengan ketentlan peraturan perumndang-
undangan, Wali Kota menetapkan bendahara tnit organisasi
bersifat khusis,

(2] Bendaharn unit organisasi bersifat khusus memiliki togas

1]

12]

(3]

dan wewsnang sctara dengan Bendahera Pengeluaran,

Pasal 27

Dalam hal PA melinipabkan kewenangannya kepada KPA
sehngaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1] dan ayer (2],
Wali Kota atas usul PPRD menetapken pegnwai negeri sipil
schugsi Bendahsra Pengeluaran Pembantu,
Penetapan Bendahara Pengeluaran Fembantua sebagaimana
dimaksud pads ayat (1] dilzkukan dengan pertimbangan:
2 besamn angEaran;
b. rentang kendali; dan /fatau
<, lokas,
Bendahara Peogelumran Pernbeniu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
a. mengajukan perminigan pembayaran menggunakan SPP

Tl dan SPP LS

b, menerma, menyimpan dan  pelimpshan  UP dari

Bendahara Pengeltaran;

¢, menerima din menvimpan TU darl BUD;

d. melaksaniksn pembayaran otés pelimpehan UF dan TU
yang dikelolanves;

e, mﬂ]lﬂﬂk perintnh bayar dari KPA yang tidak sesusi
dengan ketentunn peraluran perundang-unidangsn;

. mencliti kelongkapsn dokumen ptembisyaren;

g memungut dan menvetorkan  pajsk  sesuni  dengan
ketenmuan peratumn perundang-undangan; dan

h. membuat  lsporan  pertingpungiswabsn | secara
admimistralf kepndn KPA dng laporan
pertanggungiawaban  sccars fungsmionul  kepada
Bendahara Pengeluaran secara penipdile
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(4] Selain tugas dan wewenang sebagaimeana dimaksud pada syat

(3], Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan

wewenang lainnya ynng meliputi;

melakukan  rekonsiliasi dengan  pihak  bank  yang
ditetapkan cleh Wali Kota:

memneriken kas secara periodik;

menerima dolumen bokt trensskst secarn elekironik
atau dokumen fislk dan bank;

mencrima dan menvelorkan atas pengembalian belanja
ntes koreksi atou Hasil pemeriksaan  intomal dan
ckstermnl pada 1shun berjalan; dan

menviapkan dokumen surat Tanda  setoran  siRs
pengembalian belanja  akibat  koreksi  atau  Hasil
pemerikssan internal dan elaternal pada tahun begjalan,

Paeal 28

(1) Bendahara Pengelumren dan Bendshori Peneludran
Pembantu  bertanggung jawab secors  administratii dan
fungsional.

(2) Bertanpeuny  jawab  securs  administratif  sebagaimans
dimakstid padu avat (1) berupa
a4, Bendahora Pengeluaran memiyuat igporan

pertanggungjawaban  secara  @dministredf  atas
pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA; dan

. Bandahara Pengeluaran pembanto membuat lsporan

pertanggurgiawn ban stgara  administratil alas

pengeluaran pade unit SKPD dan disampaiksn kepada
KPA.

[2) Bertanggung jawab secara fungsional scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:

Bendahara Pengelusran bt lspioran
pertanggungiawsban secara fungsional ates pengeluarmn
pada SKPD dan disampaikan kepada PPED sclaku BUD;
dan

b, Bendshara Pengelusran pombentu membuoat laporsn

L

periangsunglawaben secara fungsional atas Pengeluamn
EY




prda umt SKFD dan disampaiken kepads Bendohmra
Pengeluaran,
{4) Dalam hal Bendahara Penpelugran berhalangan sementara
sesuli ketentuin pemturan perundomg-undangan, Wali Kota
menectapkan Bendahara Pengeluaran pengganti

Pasal 2%

|1) Dalam rangks meningkatkan cfektifitas pengeloladn Belanis
Dacrah, Kopala SKI'D atas usul Bendabara Pengelusron
dapat menetapkan meneiapkan pegawai negeri sipil yang
bertuges membania Bendahura Pengelusran,

|2} Pegawai negenl sipll yang bertugas mombanty Beodahara
Pengeluaran  seleguimund  dimaksud  pada ayat (1)
melaksanakan tugas dan wewenang sesosd dengan fingkup
penupEsan yang ditetapkan Kepals SKPD,

|3) Pegawai negeri sipll sebapaimuny dimakesud pada avat (2)
bertanggung juwab kopada Bendaham Pengriuaran.

Pasal 30
|1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengelugran, Bendahara
Pénerimaan pembontu, dan Bendahara Penpeluarsn
poembantu dilarang:
. mciakukan kegiatan periagengan, prkerjaan
pemborongan, dan penjualan jesa;
b. bertindak sebagal penjamin atas kegiatan, pekerjaan,
danyatan penjualen [asa; dan
c. menyimpan uwsng pada suaty bank ateu lombagn
keuangan lainnys stas nama pribadi balk secam Wingsung
maupun tidak langsung,
|2) Larangsn scbognimuna dimaksud pads ayat (1) menrpakan
perbuatan yeng dilakukan terhadap Kegiatan, sub Kegininn,
tindakan, danfatan  aktivites lainnva  yung  berkaltan
lenguung dengan pelaksanaan AFBD.
|3) Sétinp  Benduhara Pencrimas, Bendahsra Pengehigran,
Bendsharn  Peonormmasn Pembantu, dan Bendehara
Pengelusaran Pembentu yang  melanggar  ketentuan

sebagaimans dimaksud pads ayat (1) dikenakan sanlksi
33
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{4

(1]

(2]

1)

(2}

(3

soministratifl berupa:

A leguran lisan,

b, teguran terfulis; dan /atay

c. sanksi kepegawnian lunnye sesuss dengan ketentuan
peratumn perundung-undangan.

Sanksi sdministratif sebagnimana dimaksud pade ayat (3)

tidak meonghilongkan ketentuan pidana atau pengeantian

kerugien deerah dalam hil perbuston terscbot merupakan

perbuntan pidana.

Pasal 31

Bendaharu Penerimuan, Bendahara Peripelusran, Bendahara
Penerimanan pembaniy, dan  Bendahsars  Pengeluaran
Pembantu yvang lelah ditctapkan harus melaksanokan tugns
dan kewenongon sesual ketenmuan Peraturan Perundang.
H::mlaﬁam Pencrimean, Bendahars Pengoltinrun, Bendahara
Penerimean  pembantu, dun  Bendahoars Pengelusran
Pembantu yang tidsk melnkssnakan tugns don kewenangon
sehogmimann dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanlksi
administratil berupa:
8. teeursn Hsan;
b. teguran tertulis; danfatau
. sanksl kepegavwiaian sesuai dengan ketentuan peratican

perundang-undangan tentang disiplin pegawa negeri.

Bagian Hesepuluh
TAFD
Pusal 32
Delem proses penvusunan APBD, Wal Eota dibamiu oleh
TAPT yang dipimpin aleh Sekretaris Daerah.
TAFD sebugaimana dimaksud pada ayat (1) terdifl atus
Pejabat Perencena Daermah, PPEKD, dan pejabat loin sésued
denpan kebutuhan,
TAPD sebagaimans dimeksud pads syat (1) mempunval
upas:
a. membiahas leehijakan P‘:ngulnluuﬂ Keusnigun Dasrah;




b L,

fr. menyusun: daon  membaheas  rancengan KUA  dmm
ranicangan perubahan KUA;

e, menyusun  den membahay  runeangsn PPAS dan
rancangan perubahan PPAS;

d. imeiskukan verifikasi RKA SKPD dan perubahan REA
ShkP;

c. membubas rancangan APBD, mncéngan  perubaban
APBD, dan mancengan pertanggungiawaban APRI,

I, membahas Hasil evaluas| APBD, perubahan APBD, dan
Pertanggungjawaban APBLY;

. metakukan verifikest  rancangan DPA SKPD den
rancangan peruberhan DPA SKPD;

h. menyiapkan surat edaran  Wall Kotz tentang
pedoman penyusinan RKA; dan

I melaksanaken tuges llin sesusl dengan  Eetentoan
peraturan perandang-undangan.

(4) TAPD dalam meluksanakan wugas schaguimana dimaksud
poda synl (3 dapual melibatian instansi scsual dengan
Imhutlﬂ'm_t'l

BASB 111
ANGGARAN PENDAPATAN DAN HELAN.IA DAERAH
Bapian Kesatu
Umam
Pasal 33

(1) Perencansaan Penpelolaan Keusngan Daerah dilakukan dalam
bentuk penvusinin AFBD,

(2] Penyusunan APBD sebagmmane dimoksud pads ayat (1)
dilalailen  scpuad  dengan  kebutuhan  penyelenggsmasn
Urusan Pemerintahan Dasmab yang menjadi kewenangan
Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah,

[3] APBD schagaimanis dimaksud poda ayat (1] disusun dengan
mempedomani KUA-PPAS yang didasarkan pada REVD.

(4} AFED mempunyzai fungsi
a. otorisasi
b perencensan;

. Pengawasan;




d. nlakasi:
e. distribuei; dan
f. sabilisasi,

{5] APEBD, perybahan AFBD, dan pertanggungiawsban
pelaksanaan  APBD  setiap tahun ditetapkan dengsn
Persturan Daerall sesual dengar ketentoal  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 34

(1] Semun Penerimann Doacrah don Pergeluorun Duoersh dalarm
bentuk vang dinnggarkan dalam AFBD.

{2] Penerimaan Doernh sebagnimann dimaksud podg ayet (1)
twrdoi atas:

& Pendapatan Daerah; dan
b Pererimasan Pembiavaan Daeral.

(3] Pengelusran Deeralt sebagaimana dimaksud pada avat (1)
2. Belunia Doersh; dan
b, Pengeliaratl Pembinvasn Dasrah.

(4] Penerimaan  Daerah vang dianggarkan daiam APBD
sehngeimana dimaksud pada ayst (2) merupaksn reoeana
Penerimaan Daerah yang tombor secnra rasional yong dapat
dicapal untok setiap .:sumbnr Penerimaan Daersh  dian
berdasarkan pada  ketentuan  peraturan  perundang
undangan.

(3] Pengeluaran Dacrah  vang diangearkan  dalam  APBD
sebagalmana dimeksud pada ‘ayal [3) merupakah rencans
Pengelunran Daernh sesuni dengan kepastinn tersedianys
dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

(&) Sstinp Pengeliaran Daerah sebagsimana dimaksud pada ayat
(3} harus sesual dengan letentusn peraturan perundang

(71 Selarul Penerimssn Dacrab  dan  Pengelunran  Dacrah
sebagaimana dimalsuwd pada syat (1) disngearksn secars
britto dalam AFED.




Pasal 35

Satusn hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah.

L]

(2

Pasaal 36

APED merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalim

masa 1 (saty) tahuan angegaran sesual dengan undang-undang

metgetal Keunng negnrs.

APBD dalam satu tahun anggsrn scbagaimans dimaksud

pada avat (1) meliputi:

a. hak Pemerintuh Deersh yang dinkai sebagai penambah
niai kekayvean bersih;

b, kewajiban Pemerintah Daerah wvang diakui  sebagai
pengurang nilai kekavaan bersih; dan

e. ponerimnon  yang perlu dibayar kemball dan/atau
Pengeluaran vang akun diterims kembali, pads (shun
WhgEaran pung bersangkilan atau pads tahun anggaran

Bugan Kedus

Struktur Angegaran Pendapetan dan Belanjae Dacrah

[1]

B

4]

Pasol 37

Strukiur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

2, Pendapatan Deerah;

b. Belanja Dacrah; dan

c. Pembinyaan Daerah.

APBD sebagaimona dimaksud pada nyat (1) diklasftkasikan

menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang

ditetaplan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Klasifikas: APBD menurn Urusan Pemerintoban Deernh dan

organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} discsuaikan

dengan kebutuban Daerah berdasarkan ketentuan peraturan

pErundang-undangan.

Klasifiktas: APBD dalam rancangan Peraturan Daernh tentang

APBD moupun dalam rancangan Permturan Kepala Daersh

teritang  Penjabaran  APHD  dirinci  mepurur Urusan
37




L (s

(1

2

(5

Pemerintahan Dacrah, bldang urusun, organisysi, Program,
Kegiatan, sub Keglatan, akun, kelompok, dan jenis
pendapatan, belanja, dan Pembinysnn:

Pasal 38
Penidapatan Daerah sebapaimany dimabsud dulem Passl 37
avut (1§ hurul b meliputi semus penerimisn uang melslod
Rekening kas urimam D;Em-uh yarg tidak periu dibayir kembali
aleh Daerah dan penerimaan lainnya yvang sesuai dengan
ketentuan persturan perundang-undangesn disbu sebagad
penambah ckuilas yang merupakan hak Duacrab dalam |
{saty) mhun anggesran.
Belanju Daerah sebagaimana dimaksud dalemn Pasal 37 ayal
{1) baxraf b meliput semue pengelusran dan Rekening kas
umum Dacrah yung tidak perle diterima kembal oleh Daerah
dian pengeluarun lainnys yong sefual dengan ketentusn
persturan perundang-undangan diakul ssbagai pengurang
clgittas yang merupakan kewsjiban Deersh delam 1 (sant)
lahun anggsran,
Pembiavaan Uaerah schagaimana dimaksud dalam Pasal 37
avat .[.lj buruf o mellputi sernua pencrimasn ynng perla
dibayar kembali dan/stau Pengeluaran yeng akan dilerima
kembali, baik pada tahun anggaren bérienaan maupun pada

Bagiun Ketigs
Pendapatan Dacrah

Pasal 39

Fnuduputﬂn Bacmb dimng meourut Urusen Pemnenndahan
Dacrah, organisass, jenis, objck, dan rincien objek Pendapatan
Daerah.

Pasal 40

Pendapatan Doerah terdird atus;

N
(=3

i

pendapatan asli Dasrah;
penduapaten transfer; dan
lain-lain Pendapatan Dacrah yang sah.
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Pasal 41

{1} Pendapetan asli Dacrah scbpgaimans dimaksud dalam Pasal

(<)

(3

(4)

40 huruf a meliput:

a. pajak Daecrah;

b, rfetribisl Daerah;

o. Hasil pongelolain kekayasn Dorrah yung dipisahkan; dun

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pendapatan pajak Daerah dan retribusi Dacmah sehugaimuany

dimaksud pada avat (1) hurul a dan huruf b mslipun

perdiputan sesuni dengan ketentuan peruturan perundang-

undangan vang mengatur mengenai pajulk Daersh  dan

retribust Daerah.

Hasil pengrlolaan  Kekayaan Daerah  vang  dipisahkan

sebugaimene dimaksud poada aydt (1) hlrul ¢ merupakian

Pencrimaan Dacrah stas Hasil penyertaan modal Daerah.

Lainslain pendapntan seli Dacrah yang sah schagaimans

dimaksud pada ayat (1) huruf d terdini atas:

A hasi] perjuaian BMD vang lidak dipisabian,

b. hasil gernanfeatan BMD vang tdeade dipisahkan;

heml kerja sama Dacrah;

jasa ging;

hasll pengelolaan dans bergulir;

pendapatan bunga;

penerimasn  atas luntutan  pant Eerggan  Keuangar

h. penenmann kemisi, potongan, atau bentuk lnin schagai
akibat  penjualan, tukar-menukar, hibah, asurans,
danfatan pengadaan barang dan jasa  fermasuk

Lt L

penerimaan atan penetimaan  laln o sebagal  akibat
penyimpanan usng pada bank, Pencrimasn dan Hesdl
pemaniaatin barang Dacrah atiid deri Kegiatan lainmyva
merupskan Pendapston Dacraky

L pengrimaan Reuntungan dari selisih nilai (uksar rupish
terhadap mata vang asirg)

J.  pemdapatin denda ats keterlanibatnn pelaksanaan
pekeripan:
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k. pendapalen denda pajak Daerah;

L pendapatan denda retribusi Daerah;

m. pendapatan Hasil elselogs) aias jaminan;

n. pendapatan dari pengembalisn;

o, pendapatan dari BLUD; dan

p. pondapatsn lainnys Sesuni dengsn kelsntuan peralurs
perundang-undingan.

Pasal 42
Kewenangan pengelolean Pendapatan Asli Dasrgh meliputi:
a. Pujok Daecrgh dikelola oleh SKPKD atdu SKPD yang memilika
mugas dan wewenang pengelbolann Pajak Deerak;
b, Retribusi Daerah dikelnla pleh SKPD torkait;
¢. Hasil pengelnlaan kekayaan Daerah yang dipisahikan dikelole
blet SKPKI;
d. Lain-lsin Pendapatan Asli Dsemh yong ssh dikelola oleh
SKPKD, kecuali ¢
1. hal yang terkasil dengan pajuk dan retribusi Dagrah tetap
dikeloln oleh Bendahara Penerimaan di 8KPD terkait;
2. pendapatan BLUD dikeloly oleh BLUD terkait; dan
3. pendapatan Hibsh Dana BOS, Dana Kapitesi dan
pendapatan lainnya  yang  dikeloln oléh  Bendahara
Panerimiaen Khusus,

Pasnl 43
(1) Pemerintah Dasrah dilarang ;

a. melakuknn pungutan atnu vang disebut nama leinayn
vang dipersamaltan dengan pungutian di luar yvang dismir
dalem undang-undang dan

b. melakukan pungutan yang menycbablan ckonomi biaye
tinggi, menghambat mobilitay ponduduk, lalo lintas
bararig  dan  jada antar  Daeerah, dan  Keglatan
ekspor/impor  yang merupskan  Program  strutegis

(#) Wali Kota yang melakulan pungufan atau yang disebut nama
laihnya schagalmona dintaksud pada ayat (1) dikenal sanlksi
administratil sesuni dengan ketentizan peraturan perundang-

undangan.
40
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[3) Hasil punigutsn atuu vang disebut noema lainnyn sebogaimarna
dimeksud pada avat (1) wajib disetorkan selurubnyva ke kas
TEEATIL

Pasal 44
(1) Fendapatnn fransfer sebagsimona dimaksud dalom Pasal 40
s b melipoti:
a. ransfer Pemerintah Pusat; dan
b. transfer antar—daerah,
(2} Transler Pemeriniah Pusat sebagaimana dimaksud puda ayat
(1) hiruf o terdid atas:
a: dane perimbangan;
b, dansa insentif Daerah;
¢. dana otonomi khasus;
d. dana keistimewaan, dan
c. duana desa.
(3] Transfer antar-dacrah sebapmimena dimaksud padoe ayat (1)
hurulb terdiri atas:
a. pendapatans bagi Hasil; dan
b, buntusn keuanssn.

Pasal 45
(1) Dana pcrimhﬁng.gn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
aval (1) hurafa tepdiri aias:
a. Dama Tranafer Umam; dan
b, Dana Transfer Khusus,
[2) Dana Transfer Umiom sebagaimisna dimaksud pada ayal (1)
hual a terdir! atas:
a. DHH; dun
b. DAL
(3} Dana Transfer Khusus sébagaimana dimaksurd pada avat (1)
hurif b terdir] aias:
a. DAK Fisiks den
b, DAK Non Fisik

4]
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Pasal 46

[1] DBH sebagaimana dimaksud dalom Pasal 45 ayat (2) haruf &
bersumber dari;
a. pajak; dan

12}

()

b.

sumber daya alam,

DBH vang bersumber dari piajak sebagnimana dimaksud pads:
avit (1) hural & terdirt atas:

&

pajak  bumi dap bangunan  sckior  perkebunan,
pertambangan, dan perhutanan;

pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wahib Pgjak
Orang Pribud: Dalum Neperd dan Paiak Penghasilan Pesal
21: dan

c. culcm hesil tembakay

sesturi demgan ketentuan peraturan permndang-undsngan.
DBH yang borsumber dar sumber dava alam sehagsimatin
dimaksud pada avat (1) hurul b berasal gark:

L]

penerimasn kehutanan yane bernsal dard juran f2in vsahs
pemanfastan huton, provisi sumber daya hutan, dan dana
reboisas| vang dikasilkan dar wilayah dacrah yang
biersanghutan,
penerimaan pertambangan mineral dan beatubara yang
berasal darl penerimpan jumn tetap dan penerimssn
turan ekaplorasi dan joran eksplaitasi yang dibasillkean
tlari wilayah dactah yaing bersatighatan;
penernimaan negars dari sumber daya alam periambangan
minyik bumi yang dihasilkan dani wilaynh dacmah yang
hersangkutan,
pencorimadn negars dari sumber daya alam pertambangsn
grs hum yvung dibaslkan dari wilayvah dacrab yvang
bersangkutan;
penerimaan  dar  panas  buml yang  bermsal  dord
peneritndgan scloran bagian Pemermtah Pusat, furan
tetsp, dan furen produksi yvang dihosilken dari wilayeh
deerah vang bersangkutan; dan
penerimaan perikanan yang berasal dar pumgiisn
peagsihn perikanun den punguten hasil perikannn yang
dihasilkan dan wilavah dacrah vang berssangiodian.

az




Fasel 47
DAL bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tuiuan pemerataan kemampuun keuangan antar daersh
untuk mendanal kebutuhan Dacrah dalem angks pelalsanadn
desentralisas] sesuni dengan ketentuan peraturgh pérundang-
LINCAITEATT,

Payal 48
Dana Transfer Khusus sebugnimnna dimabksiud dolisn Pasal 45
avat [1] huraf b bersumber dari APBN yang dinlokssiloan pada
Dernh untuk mendsngd Regiaran khusus yang merupakan
Urusan Pemerintaban yang menjadi kewenangan Dacrah yang
ditelapkan olel Pemerintah Pusar sesual dengan lectentuan
peraturan perundarng-undungan.

Pasal 49
Dany insentil Daerah sebagaimana dimaksod dalam Pasal 44
ayat {2) hurul b bersumbei dari APBN yang dialokasikan kepada
daerah tertenty berdesarkan kriterin terientu dengan’ Lujuan
untuk memberikan penghargaan otas perbaikan dan/ateg
pencapaian Kincrja tertentu.

Praal 50
Dana otonomi khysus scbegaimans dimaksud dalam Pasal 44
ayat (2) hurul ¢ dislokasiken hkepade daersh yane memilil
atonomi khusus sesuni dengan keetentuan peraturan perundnng-
undingsn.

Pasal 51
Dana keistimewsan sebagaimana dimuksud daium Pasal 44 ayal
{2) hugul d dislokusinn képada Dacrah istimewn sesuei ketentisn
prraturan perundang-undangnn.

(1) Dang dess sebagsimans dimaksud dalam Pasil 44 avat (2]
turuf e bersumber dan APBN yang diperunmiukkan bagi
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Nagari/Dese yvang ditransfer melalui AFBD dan digursakon
urtuk memibisyas penvelengegarean pemerintahan,
pelaksansun pembungunan, pembinusn kemasyarakatan,
dan pemberdsvaan masyarakat Nagarl [ [esa.

{2} Doni desi sebagaimano dimaksud pade aval (1) dietur késuai
denpan ketenluan peraturan perundanp=undangsn,

Pasal 53
Pengalokasisn transfer Pemerintah Pusat sebagaimanis dimeskesyid
dalam’ Pasal 44 gyat (1) hund a dilsksanalkan zesusi dengan
ketentuan peratiran perundang-undangan.

Pendapatan bagl Hasll scbagaimans dimaksud datam Pasal 44
avil (3) hiwul & mérupdkan dans vang bersumber dan
Pendepatan Dagrah yang diglokasiken kepada daerab  lnin
berdasurkan angle persentasc terienty sesuni dengan ketentusn
peraturan perundans-undangan,

Pasal 53
{1 Bantuan keuongan sebhagoimaens dimaksud dalsm Pasal 449
ayat (3) huruf b merupaksn dana yang diterima dan dacrah

Ininnya baik dalam rangka ke sama antar daenih maupun

untuk tujien tertonty lainnyn.

i2) Bantuan kcuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
terddin atas:

a. bantuan ksuangan deri dacrah provinsi; dan

b. bantuan keuangan derl desrah kabupiten / kot

4] Bantuen keuangan vang berasal dor provinsi dan/atau
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2} rerdin
alies:

o, bantuan keusngan umum yang merupskan dana yang
diterima: dari dacrah lainnva dalam rangla kerjasama
dasrah atpu  pemeratssn  peningkatan  kemampunn
kKenangan; dan/atay

b. bantoan keusngan khusus ving merupikan dana yang
diterima dari dasrah lminnya untuk najusn tertento




Pasal b6
Lain-lain Pondapatan Daerah yarg sah sebagaimnnn dimaksud
dilam Pasal 40 huraf o meliputi;
a. Hibah;
. dana darurat; dan/atau
c, laln-lain pendapaten sesunl dengan’ kefennian peraturan
perundang-undangar,

Pasal 57

(1) Hibah scbagsimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a
merupakan banllan berupa ueng, boarang, dat)ataud jAsa
yung berasal duri Pemennteh Pasat, pemerimah daerah ain,
masyarakat, dan badan usahs dalam negeri atau luar negeri
yang tidak mengiol untik menumang  peningkatan
penvelenggaraall  Urusan Pemerintahsn  yang  menjadi
kewenungan Dacrahl sesisn dengan ketentuen peraDiran
perundang-undangan,

(2) Hibih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gidak mengikat,
tidak berdasarkan perhitungan tereentu, dan  tdak
moempunyil konsekuensi pengelusran  aldu  pengurangan
kewajithan kepada penerima maupun pemberi serta Gdake
menyebabksn ckonomi bieyn tngsi.

Pusal 58
Dt darurat schagaimena dimoksud dolam Pasal 56 huruf b
merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada
Daerah pada @mhap pasca bencana untuk mendanal keperluan
mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang ldek mampu
diteinggulang oleh Dacruh dengan mengminakan sumber APBD
sosual dengan kefentusn peraturan perundangundangan:

Pasal 59
Lairi-fain  péndapoten scsusi dengan’ ketentusn  persliran
perundang-undangan sebageimang dimaksud dalim Pasal 56
hurul ¢ merupakan pendapatan yang meliputs ;
4, pendapalsn Hibah Dana 8OS;
b, pendapatan pengemballan Hibah  tahun  sebelumnyn;




(1]

14

{3

(4]

(5)

(6],

danatall
lain-loin pendopatan leimnya

Haginn Resmpat
Belunjs Daeraly

Pasal B}
Belanja Dacrah diprionteskon  dalam rangks mendano
pelaksanaan  Urgsan  Pemerintzhan  yang menjadi
kewensngan dasrab.
Urusan Pemerintahan vang mwnjadi kewenangan dierah
scbugalmiing dimpksud pade ayat (1] terdirl atas Urasan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilithan yang
ditetapkan sesual demgan ketentuan peraturan parundang.
undangan.
Urusan Pemerintahan Wajib sebugaimana dimaksod pada
sval [d) terdint ates Urusan wajib yang terkait Pelayanan
Desar dan Urusen Pemerintahisn Wajib yang Gdek terkail
Pelavansn Dausar,
Urusan PemerintAhan Pilihin sebagaimana dimaksud pada
ayel (2] sesual dengan potenisi vang dimililo Deerah.
Belunin Daeruh sebapsimeann dimaksud  pada ayat (1]
dialokasikan dengan memprinriaskan pendanaan Urssan
Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangloe
pementhan Standar Pelavanan Minimal.
Belania Deersh untuk pendansan: Urusan: Pemerintahan
Waiil) yang tiduk terkait dengan pelayanan dasar dinltkasikan
siesuial dengan kebutubian Dacrah.
Belanja Dacrah unnik pendansan Unisah Pemerintahin
Pilihan dinlokasikan sesuai dengan prioritas Daerah dan
potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 61

Duerah waiib mengalokasikan belanja untitk mendanai Urasan
Pemenntshan Daerah yang besarsnnya telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peratiiran perundang-undangan,

ae
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(1]

(2)

i3

i3

(3]

]

7

(8]

Pagzal 62
Belanje: Daerah ssbagdlimang ditnaksid datard Pasal 60 avat
{3], avat (O] dan ayvat (7] disusun berdasarkan standar harga:
dan analisis standar belangs
Stanedsr  harga  sebapaimans  dimaksud pada  ayat (1)
menenkup stnndnr harga untuk belunia operasi dan standar
runjangsn kinerja aparatur sipil negara pada Pemermmtahb
Daserah.
Standar hargs untuk belanjs operasi schagaimana dimaksud
pada ayat (2) disusun berdasarkan standar harga satuan
reiiona) dengan mempertimbangkan Rebutuhan, Kepatutan,
dan kewajaran.
Sandar tunjangan kinerja aparatur sipll negara pada
Pemerintahan Dacrah sebagaimany dimalsud pada ayat (3)
disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capsian
reformiasi birokrasi Dasrah, kelas jobatan, dan kemarmpunn
Keuangan Dasrah yang bersanghutan.
Analisis standar belanjs scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasurksn penilainn kewijomn atas beban kerja
dan biava wang digunakan unk melaksanakan suatu
kegiatan.
Wali Kota monetnpkan stondar barga satusn dengan
berpedoman pada standar hargs satluan regiunal,
Belama Dacrah scbogaimana dimoeksud padd ayat (1) dsn
ayval (2] dirmc mm::ﬁml .
Urusan Pemernintahen Dacrah;
arganizasi:
Jenis;
ohjek;
rinciun sbjek; dan
sub rirician objel.
Ketentuan lebih lanjit mengenai anafisis standar belunja dan
standar teknis sebageimana dimaksud pada avat (1) danayat
(2) dan stendar harga satuan sebagaimann dimalesud pads.
ayat (3) diatur dengan Peraturan Wal Kota,

™ e oan g

ar




Pagal 63

Urusen Pemermtahan Daerah sebagaimana dimaksod dalam
Pasal 62 ayat (7] huruf & disclgmskan dan dipadukan dengan
belanja negara yang diklasifilasiitan menurat fungsi yang terdiri
W
peliayanan mumi
ketertibon don keamanan;
elomom;
perlimdungan lingkungan hidup,
peruméhan dan fasilitas umam;
kesehulan:
pariwisats;

perlindingan sosial,

=

T ot DN
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Pasal (4
Bolamje Dagroh menurut organisasi sebagaimana duﬂﬂksud
dalem Pasal 62 avat (7] hurul b disésuaikan dengan susunan
arganigasi yang ditelnplen berdasarlan ketenluan peratmuran
perindang-imdangan.

Pasal 65

(1) Belanjn Decrab menurut Program dan Kegintan sebagaimana
dimaksud dolum Pasal 62 aval (7) hurlf ¢ disesuaikan dengan
Urusan Pemernmohan: Desrah  berdasarkan  ketentunn
peraturan perundang-undangan,

|4 Progoam dan Kegiatan selagaimsna dimaksud pada ayvat (1)
rinciannva paling sedileit mencaloup:

. target dan sasaran;
b.  mdikator cupaiun Kelunran; dan
¢ mdikalor eapaian Hasil,

(3 Nomumkiatur Program dalam Belanja Dacrah serts Indikator
capmisn Hasil dan indikstor capaiah Keluardn yang
didasarkan pada prioritas pasionsl disusun berdasarkan
nomenklatar Progrum dan pedoman penentuan indikator
Hasil dan indikator Eeluaran sesusi dengsn  keteotusn
peraturan perupdang-tndangnn,
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(1)

()

(3

(4

1)

(i)

]

[3)

Pa=al 66
Klasifikas) Belanja Dasrah terdirl atas:
& belamjn operasi;
b, beluns modal;
c. belanja tak terduga; dan
d. belanja transafer.
Belan|s operas sehagiimana dimaksud pada aval (1) haraf a
merupekan pengelusran angegeren untuk Kematan schari-
hari Pemenntah Damsh yang membert manfast jangks
pendek.
Belanju modal sebaguimens dimaksud pade ayut (1) hurdl b
merupaknn pengeluarnn anggaran untuk poroichan asec
tetap dan asct leinnys yang memberd manfaat Jebih dari |
(maty) periods akuntansi,
Beianjp tidak terdugs sebagaiména dimaksud pada ayat (1)
huruf cmerupakan pengelusran snggaran atas Beban APBD
untuk keperlusn darurat termasuk keperluan mendesak yang
tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Belanja transler sehagalmana dimaksud pada ayat (1) huraf
d merupakean pengelusran uang deri Pemerintall Daerah
kepada Pemerintah daerab unnya dan/stan dan Pemerintab
Daerah kepada Pemetintah Nagari/Desa.

Pasnul 67
Belunin operisi schegaimuns dimeksud dalam Pasal G6 ayar
(1) buruf & dirinct atss jenis:
4. belanjs pegrwal;
belamja barang dan jasa;
belanja bungs;
helanja subsidi;
belanja hibah; dan
belania bantuan sosial;
Bclﬂ_n;a meital sebagaimana dimiksud dalam Pasal 66 svat
{11 buruf b dirinei atas jenis balania modal
Belana tidak werduga sebagnimane dimaksud dalam Pasal 66
ayat (1) buruf e dirinel atas jenis belanja Gdak terduga.

=3
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(1]

12)

(K]

(1]

()

(3

Belanja transfer sebagainmne dimabsud dalam Passl 66 ayvat
{1) huaruf d dirinei atos jenis:

& belanja bagi Hasil; dan

b. belanja bantuun keusnpan.

Pasal 68
Belan|s pegawat sebapamann dimolesud dalom Pesal 67 avat
(1] buruf a digponakan untuk meagangearkan Kompensas:
yang ditelspksn scsusi dengan  Retontuan  pematursn
perundang-undangan.
Kompensasi sebaguimenn dimaksud pade ayadt (1) diberikan
kepada Wall Kota/ Wakal Wah Eote, prmpinan fonggots DPRD,
dan Pegawai ASN,
Belanju Pegawid ASN schagaimann dimalesud pada syt (1)
diaiigearkean pada beluita SKPLY bersanglutan sesuai dengan
keteniuan peraiuran perundang-undangan.

Fasal 69
Pemerintah Daerah  dapat memberikan tambshan
penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan
kemampuan Keuangan Daernh den memperoleh persetujuan
PPRD sesual dengan  Kerentuan  peraturmn  perundang-
undangan,
Tambahan penghasilan sebhagaimena dimaksud pada dyas (1]
diberikan berdasarkan pertimbangan:
4. beban Kerja;
e. katidisd korjs;
d. ketanghkaan profesi;
e. prestasi keria; dan/atay
[, pertimbinpgsn objektif ainnya.
Ketenluan  lebih lamjul mengenal pemberian Embahan
penghasilsn  kepade  Pegawai ASN Daerah sebagnimens
dimuksud pada ayat (1) den ayat (2} diatur dalam Peraturan
Wali Kota sesual kelenluan peraturpn perundang-undangan.
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(2}
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Pasal 70

Helanja burang den jasa sehagaimang dimaksud dalam Pasal

67 ayat (1} humef b digunakan unfuk menganggmikan

pengudaan barang /jasa vang nilai manfaimya kurang doci 12

[dia  belas) bulan, termasuk barang/jasa vang okan

diserahkan ataw dijusl kepada 'mnsjl‘amimtf pihak ketiga.

Pengadian barang/jasa schbagnimana dimaksud pada ayer )]

dulam  rangks  melaksanglen Program  dan Kegiatan

Pemarintahan Dasrah,

Penpglnaan den penganggaran objek dan jenis belania

trarang dan jasa terdie atas | |

a belanjn Barang digunakan untuk meNgENEEETKEN
pengadaan barang berupy barang pakai habis, barang ek
habis pakal, dan barang bekas dipékal;

. helanja jasa digonakan untk menganggarkan pengadaan
jasa vy nier manfaatnye kucane dear 12 (dua belas)
bulan,

¢, hefanja pemstiharaan;

d. belanja perjalanan dinas; dan

e  belania uangdan/atau jasa.

Belanja barang dan jass berupe pemberian uang yang

diberilan kepada masvirakal fpihak lain disnggerkan untuk
pemberian uarnp kepada ASN dan Non ASN, masvarakat dalam

ranghe mendubung pencapauan arget Kinerda Kegiatan dan

sasarpn Program. yang tercantum dalam RPIMD  dengan
memperhatiltan  kepatutan, lecwnjnran, resiornalitss  dan
efektifitas.

[5] Belanja barang dan jasa berups pemberian uUang yang

diberikan  kepada masverakat/pihak  lain  scbagaimana
dimaksud padn ayat {4) diberikan dalam bentok:

a. pemiberisn hadigh yang bersifat perlombaan;

b penghargaan atas suanl prestasi;
pemberian beasiswn kepada masyarkat;
penaneanan  dampak  sosial  kempsyarakatan  akibat
pengrunaan tanah millk Pemerintgh Daerah untuk
peiaksanaan pembanguan provel strategis nasional dan
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non provek strategis nasional sesusl dengan ketentunn
peraiuran perundang-undangan;

e. transfer ke Daernh don dana desa yung penggunasnnys
sudah ditentukan sesual dengan ketenluan peraturan
perundang-undungsn;

[. bantusn lasilitasi premi asurans] pertanian; danfatan

g Belanja barang dan jass berups pembenan usng lainnys
vang dinmanatkan oleh peraturan perundang-undengan,

() belasja pemeliharaan sebogaimana dimaksud pada myat (3)
hurul e digunalkanan untulk mencatat belanja pemelibaraan
tarteh, belanje pemeliharaan peralatan dan mesing belanja
pemelihnraun pedimg dan bengunen, belunjn pemeliharaan
jalan, jarmgan dan ingasi, belanjs pemeliharsan aset tetap
lainnva, dan belanja perawatsn kendaraan bermaolor,

(7] belinjs perjalansn dinss scbagaimana dimaksud pada seyan (3)
huruf d digunrkan untule mengangssrian belanja penalunan
dinas dalam negeri dan belunja perjulanan dinas luar negeri.

(8) belanja vang dan /atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) hurtaf & ontuk diberdkan Repedan pibak ketiga/pihak
i/ masyarakar  digonakan untuk mengangsarksn  uong
dan/atau jass untuk diberikan kepada plhak ketigs/pihak
lasin/ masyarakst

Pasnl 71
(1) Belaga bungs sebagaimane dimaksud dalam Pasal 67 ayot
(1) huruf c digunakan untuk menganpearkan pembsyaran
bunga Utshg yvéhg diliting stan kewajiban pokek Ulang
berdasarkan perjanjian pinjarnen.

(2] Belanja bungs sebagnimans dimaksud padn ayar (1) berupa

belanja bunga Utang pinjuman dan belenja Utang obligasi.

{3) Kewajiban  pembayaran  bunga Ulang  disnggarksn

pembayarannyva oleh Pemerintah Daerah daliom APBD whun
anggaran borkenaan.

[4) Belanja bungs digunakan uniuk mengsngearksn bunga
utang vang tiduk beraszal dari pembsyaram atas kewajiban
pakok Utang, vang disnggarkan pembayuraniva dalam APBD
tahin angparn berkenann,
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(1)
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3]

(4l

i3]

1)

Pembayaran diangearkar pade SKPD/Unil SKPD yang
melaksanakan PPK BLUD dan SKPD vang melabesanakan
fungs) PPUDSKPD terkait

Pasal 72
Belanja subs=idi sebagaimeana dimaksud dolam Pasal 67 ayat
(1) huruf d digunakean ager harge jual produkst ataw jasa yang
dihasllkan nleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau
badan wusalia milik swasta, sesuni dengan  ketentuan
peraturan perundang undanmn sdhingesn dapat terjunglau
aleh masvarakat
Badan usaho milik negars; BUMD dan/arau badan usaha
milik  swasta sebagaimana  dimaksud  pads ayar (1)
merupakan badan vang menghasilkan produk atau jasa
pelayinan dosar masyarakal
Badan usaha milik negara, BUMD, bedan ueahsa milik swasta,
dan/atau hadan hukum lain sebagaimana dimalsud pade
ayat (2) yang akan diberikan subsidi  =rlebih  dahulu
dilalauhsn sudil keusnem oleh kantor akunitan publik sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.,
[Jm hal ddok terdapat kantor ghounian publik sebwgaimeans.
dimaksud pada ayat (3), pemeriksann dengan tajuan tortentu
dapat dilaksandkan oleh iembaga lain yang independen din
diletapkan vleh Wali Kota.
Hasll audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
bahan pertimbanesn untubk memberikan subsidi
Dulimy  mangkn  perlunppungjawaban peleksanaan  APBED,
pectierin subsidi scbagats disulsud gadaayat (1) wajib
menynmpaikan laporan  pertanggungiawsban  penggunian
dana subsidi kepada Wali Kota,
Ketentuan lebih lanjut mengenal tale cara pemberian dan
pertanggunginwabiin subsidi disrur delam’ Peraturan Walk
Eota sesual dengan ketontuan  peraturan  perandang-
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Pasal 73
Belanja hibah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 67 avat (1)
hirrud ¢ diberikan kepada:
Pemerintah Pusat;
pemerininh daerah Ininnva;
badan usaha milik negara;
BLUMD:
Baden, lembags dan organisasi kemasysrshutan yang
berbudan hukum Indonesia; dun /atau
f. Partai Politik.

poop TR

[2) Pemberian belanjn hibah sebasgaitmana-dimaksud pads ayar

(51
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(1) secara spesifik telnh ditetapkan perantukannya, bersifat
tidak wajib daon tdok mengikai, sertn Gdok sccars terus
menerus sebiap tshun angmaman, kecusll ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan permruran perundang-undangan.
Pemberian hibah sebesgeimana dimeksud peda ayat (7]
ditjukan untuk menunjang pencapaian sasaran Program
dun RKegintan Pemerinteh Dacrah sesuai kepentlingan Dacrah
dalam manduh:n:tg torselenggaranyn fungsi pemcrintnbin,
pembanganan, dan kemasyarakaian dengan memperhatkan
amnn keadilan, kepatutan, rasionalitas, den manfast untuk
masyarabkat,
Helanjs hikah sebagaimaria dimaksid pade avat (1)
dignggarkan  dalam APBD sesusi dengan Remampuan
Keuangan Daerah seielah mempriontpskan pementuhsan
belanja  Urusan  Pomerintshan  Wajib  dan Urusan
Pemerintihan Pilihan, kecual diténtulan lnin sesgusi dengan
ketoniuen peraturan perundang-undangan.
Penganggarnn Belanja hibah dianggarkan pagda SKPD terkait
dan dirinel menurot objek, dan sub rinclan objek pads
Program, Keglatan, dan sub Kegiatan sesuai dengan lugss
dan fungsi perangkat deerah terkait.
Dalam hal terdapat belanja hibah yang buban merupakan
urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesusi dengan
ketentizan peraturan perundang-undengsn yang menunjang
Progrum Pemerintah Daerah, belanju hibeh disnggarkan pada
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porungkat dacriah yang melaksanakan Urusan Pemeriniakan

Umuin sesudl dengan ketention peraturan perundung-

undangan: .
(7] Pemberien hibeh memenuhi kritetia paling sedikit -

a. peruntukannva secarn spesifik telah ditetnplen;

b, bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

e. tdak terus menerds setap whun anggaran, kecuali:

1. kepada pemerintoh pusat dalsm rangka mendukung
penyelenggaman  Pemermtahan Dacrah  sepanjang
tidak wmpang tindih pendsnasniva dengan APBN
sesum  dengan ketentuan  peraturun  perindang
undangan;

2. badan dan lembagn vang ditetaphkan olch pomenntah
alay  Pemerintah  Daerah  sesual  dengan
kewenomgarinyn berdasarkan ketenluan peraturan
peﬁ_m-dang- u_uﬂa.ngun;

3. parisi politik; dan/ st

4, ditentukan lain oleh peratumn perundang- undongan.

d. memberiknn nilsi manfaal bagi Pemeriniah Daerah dalam
mendukung  lerseletgesmmanyvid  fungsi  pomermbiahan,
pembengunan den kemssyarokaten; don

e. mmemenuhi porsyiratan penenme hibah.

(8) Ksteatuan iebih lanjist mengenal persyaratan dan tata cara
pemberian hibeh diatur dalarm Persturan Wali Kotg sesuad

dengan keteniuan peraluran perundang-undanssn.

Pasul 74

{1} Belama bantuan sosial sebogaimana dimaksud dalam, Pasal
67 ayat (1) huruf § digunakan uniuk menganggarkan
pemberian bantuan berups Uang dan/isau barang kepoda:
a. Individiy
b. kelusrea;
o kelompok; dan/atau
. mesyarsieat

[£) Belanja bantuwan sosial sebagaimana dimaksad pads ayat [1)
bersifat Gdak secara terus menerus dan seleksii yang
bertuiuan untuk melindungi dari kemungkinan tedjadinys
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risiko sosiul, kecusli dalam keadsan tertentu sesuai dengan
kotontuan peraiuran perandang-undangan dapar

(3) Risika sosial schagaimana dimaksud pada ayal (2) merupakan
kejadian stau peristiva yang merupalan dampak diri krisis
sosial, krisis skonomi, krin%,s politik, fernomenn alam, atou
bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan
sosial pkan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam
kondisi wajar.

{4) Keadapn tertentu dapat  berkelanjutan  scbhagmimuana
ditnsikesuel pasle avat (2) diartksn bahwe botitisan sosial dapat
diberikan sctiap tahun angeeran sampai penerima hantuan
telah lepas dar risiko somial.

{3) Belanja bantuan sosial sebagiimana dimaksud pada ayat (1)
diariggerkan dalam APBD  sestial dengan kemompnn
Keuangan Dasrah sewelah memprionitaskan pemenuhan
bolemja  Urusan Pemerintahan Wajib  dan  Urusan
Pemerintshan Filihan, kecusli ditentukan lain  sesual
dengan ketentusn peraluran perimdanzg-undsngs.

(6) Pemberian banman sosial memenuhi kriteria paling sedilkit:
a. seleknf;

b. memenuhi persyaratan penecima baniuan;
¢. bersifat sementara dian Hdak eros meneras, kécuali
calam keadaan rertenta dapat berkelanjutan; dan
d. mesusl nuan penggunaesn, yang meliputi:
1. Tehabilitasi sosial;
2. perlindungan sosial;
3. pemberdayvaan sosial;
4. jpminan sosial;
5, penanggulangan kemiskinan; dan
6. penanggulangan bencanu.
(7] Ketentzan lebih larjul mengenai persyaratan dan tats cara
pemberian Bantuan Sosial disgtur delom Peraturan Wali Koia
sesurl dengan ketentuan pemturan perundang-undangan.




Pagal 75

[1) Belatjn modal sebagasimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat
4] digunakan  uniuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakulean dalam mogke pengedasn asel telap dan asel
lainmnya.

(2] Pengadasn aset tetap sebagalindgna dimaksud pada asyat (1)
miemenuhn kriteria:

g mempunym masa manfaat jebih dart 12 (dua belas) bulan;
b, digunaksn dalam Kegistan Pemerintahan Dasraly; dun
¢ butas minimal kapitulisasi aset.

(3] Amct tetap scbagdmana dimaksud pado ayal (2) diangearkan
dalam belanja modal sebesar harga beli o bangun oset
ditambah  seluruh  belanja  yang  torka  dengan
penpadaan/pembangunen  aset sampal aset sinp digunakan.

4 Eetentuan lebih lonjul mengenal Gatas mindmel kapltallsasi
sect schagnimiEna d:.maksud pads avat (2] howral e distoar
dalam: Pemmturan Wali kota.

Basal 76
(1) Belanjn modal sebapaimand dimaksud dalim Pasal 73
melipatis

#. belanja tanah, digonaksn untuk mengungeerkan wneh
yung dipertleh dengan maksud untuk dipakal delam
Kegintan operasional Pemerinteh Dacrah dany dalam
kondisi siap dipakni;

. belanja  peralaten  dan mesin, digunakan untok
menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin
dunn kendarsun bermolor, alat eleldronik, mventsnis
kanvor, don perplatan lesmmnye yvang milaimnya sigmifikan
dan masa manfaatnya lebih dard 12 (dua belas) bulan:
dan dalam kondisi slup palsi;

¢, belanja  bangunan dan  geduneg, digunaksn uhtuk
menganpearkan  pedung  dat bangunan meneakiips
sehuruh gedung dan bangunen yang diperoich denpan
maksud unluk dipalal delem Kegintun operosional
Pemeérintaly Duernh dan dalam kendisi siap dipaloai;




d

f.

belanja jdlan, irigasi, dan jaringan, diguneken untuk
menganggarkan jalan, irigasi, ciam jaringan mencalkup
jalan, irigasi, den jeringen yang dibangun oleh
Pemerintah Daerah serta ditmiliki dan/atau diluasai oleh
Pemeriniah Daerah dan dalam kondisi siap dipaknad;
belurja asel  tétap leinnya, digunakan  ustuk
menganggarkan zset tetap lminnys mencakup aset tetup
yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset
tetap sebagamans dimabsud pada hurufl a sampai
dengdn hurul' d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
Kepintan opérasionsl Pemerintih Daerah dan dalaen
kandisi sinp dipalai; dan

belanja aset lainnyva, digunskan uniuk menganggarkan
ascl telap yang tdak digunakan untuk koperluans
opérasional Pemerintah Ducrah, tidak memenuhl definisl
mset totap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesual
dengan nilai tercatatnym,

(2] Belanja aset lalnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf [ berups asel tidak berwujid dengan kritéria:
g, dapal diidentifileasi;

b

iy

tidak mempunyel wujud fisik;

dimiliki untuk diptnakan dalsm menghasilkan bareng.
atau  jasa atau  dipunskan  untuk  juan  fEinoyo
termasuk hole ntas keloyann intelektial;

dapat dikendalikan oleh enttas; dan

memiliid manfaat ekonomi mass depan.

Pagal 77

(1] ‘Belanja tdak terdupa sehagaimana dimaksud dalam Pasal 87
ayat (3) merupakan pengeluaran angearsn alas:

a.

bs.

Beban APBD untuk keadssn darurat termasuk keperiuan
mendesak; dan

pengembalian uies kelebihan pembavaran’  atas
Penerimaan Daerah fehun sebelumnya.

(2) Dalam hal bélanja tidak terdugs scbagnimans dimaksud pada
avat (1} tidik meneularpl, menggunakan:

8.

dana dan hasil penjadwalun ulang capéian Program dan
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13)

(1)

2]

(2]

(=)

Kegiatan lainnyva serta pengelusran Pemblavaan dulam
ratiun angesren begalan; dand ooy

b. memanpinathkan -imaynngtﬂ's&dia.

Peniadwalan  ulang  capaian  Program dan  Kepiatan

sebagnimana dimaksud pada gvat [2) hunil o diformulasikan

terlebih dehalu dalam perubahan DPA SKPD.

Pusal 78

Rendnsm darurat acbagalmana dimaksud dalam Pasal 77 ayat

[1) melipiati

& bencana ajam, boncana noncalam, bencana  sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b, pelak=ansan  operasi  pencarian  dan  pertolongan;
dar fatuu

. kErusgkan sarang prasstana vang dapat mengeangen
Kegiatan pelayanan pubili.

Keperluan mendesuk sebumsimans dimiksud dalsm pasal 77

AyaL (1) meliputi:

A. L:::Eu’mhan Darrall dalam rangka Pelgyrnan Dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjulon;

b. Belania Daerah ving bersilal mengilal dan belanja vang
bersifat wajib;

o, Pengeluaran Daersly  veng bersdas di loar  kendali
Pemérintah Dacrah  dun tdsk  dapat  diprediksikan
sebelutnmva,  Serts amanat  peraturnn  perundang-
undangsn; dan) atau

d. Pengeluaran Daemb lainnya yang spabila ditunds akan
menimbulkan keruginn yang lebib besar bagi Pemerintah
Danrah dan fatau masyarakat.

Petigeluaran untuk mendans kesdaan daiorat vang belum

terscdis anggarannya, diformulesikon wrlebih dahule dalam

RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat

bencana, konflik u.u;'ilnl, dan /ateu kojadian lunrbiass,
Belanja nntuk kebuiuhat tanggap darurat bencana, konflik
sosial, dan/atey kejadian |uar biass sebagaimans
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135)

(1

{2

11]

12]

13)

dimaksud pods ayst (4] digonakan sesua) dengan keteniuan
peraturan perundang-undangsan,

Pengelusran untuk mendanai keperluan mendesak yang
helum tersedia anggarannys din fatnu tidak cukup tersedia
anguarannys, diformolasikan terlebih dahulue dalam REA
SKPD dan/atau Perubshen DPA SKPD.

Ketentuen  leboh lanjur mengenol syarnt dan mm cama
pelaksansan belanfs tidak terdugs distuar dengan Peraturan
Wali Kota,

Pasal 79

Belania bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat (4) hurof a digunakan untuk mengsngearkan bagl hasil
yang bersumber dari pendapstan Pemerintall Daersh kepada
Pemerintah  RNagen/Desa  atan  pendapatan Pemerintah
Dmerah terientu kepada Pemerintmhb daermah lainnyo sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi' Hasil sebagalmana dimaksud peada avat (1)
dirnggarkan dalam AFBD sesuai dengan ketentuan peraliran
perundang-undangan.

Pasal BO
Belania bantuand Ketighgan sebagaimang dirmaksud dalam
Fasal 67 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah faindalam
rafigka  kerja sama Daersh, pemorsfpan  peningkstan
kemampuan keuangan, dan/fatau tujusn lertentu lalnnya.
Bantuati keunngsn schegnimama dimaksud pada asyvat (1)
dapul dianggarkan sesuai kemampuem Keuongan Daerah
sciclah mempdoritaskan  pemenuhan  belanja  Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusen Pemerintahan  Piliban
scria alokesi belania yvong diwajibkon oleh pernturan
perundeng-undangan, kecuali ditentuken lain sesuni dengan
kotentipan peratumn perundang-undangan.
Bantuan keuangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
terdisi atas:
6. bantunn kevangan kepada Pemenntah Daerah Provinsy




(4]

(3]

(7

18]

(1]

(2]

b. bantuen  keusngen  kepada  Cpemerintah doerah
kabupaten /kara; atay

¢. bantusn keuangan kepada nagan,

Bantman keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

bersifat umum atau khnasus,

Peruntukan dan pengelolaan baniuen keuangan yvang bersifat

umum sebagnimeana dimuksud pada ayet (4] diserahilan

kepoda Pemorintmb Dasrah  Provinsl/Kabupaten/ Kota /

Nagarl/{desa penerima bantoan.

Pocruntuksn buaotusn  keusngan yang bersifal  khusuas

sebagamaona dimaksud pada avatr (4) ditetapken oleh

F&:mnnmh Daerah dan pengelolasnnya diserahkan kepada

penerima bantuan,
Dajam  hal Pemerntali Daerah /Pemerintih  Nagari/Desa

‘penerima bantuan keuangan khusus tidak mengeunakan

sesuai poruntukan yang ditetapkan nieh Pemerintah Uaerah,
pemerintnh dacrnh/Pemerintah Nagari/Desa  sebpgal
penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembilikan
kepada Pemerinlih Dacrah,

Pemberi bantuean keuangan bersifat lchusus schagaimans
dimaksud pacs syat (6] dapat mensyaratkan penyediaan dana
pendamping dalam APBD atau anggaran pendapamn don
E-u]anja Nagari/Desa petierima hant:_mn

hetentuan: lesih  lanjut mengenal  pemberian  bantuan
keuangan schagaimens dimaksud pade oyat (1) sampai
dengan ayat (8) distur dalam Peraturan Wali Kora.

Bagian Kelima
Pembiayasn Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 81
Pembiayaan Daerah terdi] atas;
a. penerimaan Pemblayaan; dan
b, pengeluaran Pambisyesn.
Pembiavsan Daersh sshageimans dimaksud pada oyat (1)
dirinei memgrut Urusan Pemerintahan Daernh, organisasi,
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Jents, objek, oooian objck den sub ringan objek Pembsoyaan
Daegrah.
(3) Penerimasn Pembisyasn Duernh  sebagaimana  dimallesud
pada ayat (1) huruf'a bersumber dari:
a. SiLPA;
b penvairan Dana Cadanpan;
¢. hasi! penjualan kekavaan deerah yang dipisahkan;
d. penerimasn Pinjaman Dnermh;
¢. penerimasn kembali  Pemberian Pinjaman Dacrahy;
duen/atau
i FG:I';'EEI'III'.IB-FJII Pembiayaan lainnya Besiia dengan
ketentuan peraniran perundang-undangan,
(4) Pemgeluaran Pembiavaan sebagaimsna dimaksud pada aya
[1) huruf b dapat digunakan untuk Pembigyasn:
o. pembavaran cicilan pokaok Urang vang jatuh tem;
penyertaan modal Daerah;
pembentokan Dana Cadangan;
Pemberian Pinjaman Daerah; dan fatnu
pengeluaran  Pembinvsan Ininrya  sesual  dengan

noE T

ketentuan peraturan perundang undangan.

{5) Pembisysan netn  merupakan  selisih  penemmaan

Pembiayaan terhadsp pengelusran Pembinvaan.
(6] Pembiayasn neto schagmimana dimaksud pada avat [5)
digunakan untuk menutiup defisit opggaran,

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayasn

Pasal 82
SILPA sebagnimana dimaksud dolsm Pasal 81 ayat (3) huruf &
beraumber dari:
g, 'pelompiuan Penerimaat PAD,
b pelampavan Penerimaan Pendapaian transfer;
¢. pelampavan Penerimaan lain-lain Pepdapatan Dasrah yang
sah,
pelampatinn Prmorimbnn Pembiavaan,
penghemetan belanja:

2%
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B

(2

(3

[4]

-

|6}

(7}

kewajiban kepoda: pihak ketiga sampai dengan akiir mbun
belum terselesailan; dan/amu

sigy danes akibat tidak terenpuinya capalan target Kinerja dan
siga dana pengeluaran Pembiaydan.

Pasal 83
Pencairan Dana Cadangan sebagaimans dimaksad dalam
Pasal 81 ayat (3) huruf b digunakan untuk mengnnggarkan
pancairan Dana Cadangan darl rekenlng Dana Cadangsn ke
rekening kas umum Daerah dalam tehun  anggaran
berkenaan.
Jugrilah Danae Cadangen scbhagaimens dimaksud pada ayat (1)
sesual dengan  jumlsh yang telah  ditetapkan  dengan
Peratuiran Daerah tentung pembentulan Dena Cadangnn
bersangiodtan. |
Penceiran Dana Cedangan dalam. 1 [sam) tahun angearan
menjadi  penerimasan Pemblayssn APBD  dalam  tshun
anggaran berkenaan.
Dalatn hal Dang Cadangan sebagaimans dimuksud padic ayat
(11 belum digunakan sesus dengan peruntulksmmyn, dons
tersebut  dapat  ditcmpatiksn  delam  porofolion  yang
memberikan Hasil tetap dengan risilkn rendah.
Posisl Deng Cadangan dilaporkan sebagal bagian yang tidal
terpisahkan dari laporan pertanggungiawaban APTD,
Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan -:‘l_ﬂri
rekening Dana Cadangan ke rekenlng kos wmum Daerah
stbugoimeany dimueksud padd ayet (1) dienggarkan dalam
SKPD pengguna Dana Cadangan bersancghutsn, kecuali
cdlitentukan  lain  sesual  dengan  ketentuan, peraturan
perundang-undangan,
Penerimuan haesil bunga/jssa girt/imbal hasll/dividen/
keuntungan atas  rekening Dana Cadangan  dan/atau
penempatan dalam poriofolic dicantumkan sebagai lain-lam
pendupatan ash Dasrah yang sah,
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Pasal 84
(1) Hasil penjuailan kekayvaan Daersh  vang  dipisahkan
sebugaimans dimaksod dalam Pasal 81 ayat (3) horuf ¢
dilakukan sesugl dengan ksientuan peraluran pmmd.ung
(2] Penerimaan a&tas  Hasll penjualan  kekayuan  Daerah
-sebagaimeng dimalsud pade syat (1) dicatar berdasarkan
bukti Penerimaan yang sah.

Pasal 85

1) Penerimaan Pinjatnan Ducrah schagsimana dimsksud dalam
Pasal 81 myet (3] hurul d didasarkan pada jumlah pinjaran
yang akan diterima dalam tahun angearan berkenaan sesuai
dengan  yang ditelapkan  dalsm  perjunjian  pinjeman

(2] Penerimann Pinjaman Daoerah sebaganimana dimsksid pada
gyal (1} dapat bersumber dari:

Pemerintnh Pusst:

Pemerintah daerah lain;

lembiags keuangsn bank;

lembegga keuangsn bulean bank; dan/ataw

TNRS¥HTEREL

(3) Penerimaan Pmjaman Dacrah sebapaimana dimuksud pada
ayat (1] dilaksatiaksen sesunl dengsn kelorituan peratiran
perundang-undansan.

PP

noa

Pasal 86
Peniriinaan kemboli Pemborian Pinjeman Decmh schasaimimn
dimaksud dalem Pasal 81 avar (3) huoraf e dipunalcan untuk
mengangearkan penerimaan kembali pinjaman yang dibedlean
kepada pitak penerima pinjaman sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 87
Pererimaan Pembiayaan lainnya sebagaimuns dimaksud dalam
Pagal 81 ayat (3) huruf [ digunakan untuk mengangesthan
penerimaan  Pembinyaan luinﬁya sestiai dengan  lectentuan

peraturan perundang-undsngan,
=




Purugral 3
Pengeluaran Pembiayvaan

Pagal BB

Pembuoyaran cictlan pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 ayat (4 huraf a digunakan untuk menganegarkan
pembavaran pokok Utang yang didasarksn pads jumlah yang
haris  dibavarkin desual dengan perjanjian  pinjaman  dan
pelaksandannys merupaksn priorites dtams dari sellrmb
wowajiban Pemermtah Daerdh vang harus diselesalkan dalam
Tahun anggaren berkensan berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 89

1) Deerah dapat melakulan penvertaan modal sebagaimann
dimaksud datam Pasal 81 ayat (4] huruf b pads BUMD
clati/atau budan usaha milik negare

(2} Penyertaan  modal  Pemerntah  Dacrah  spbsgaimans
dirmaksud pady dyat [1) dapat dilakganakan apabils jumlah
yung slem discrtakan dalam mhun anggaran berkensan miah
ditetgplkan dalam Peraturan Dagrah mengenai penyertaan
modal Dasrah bersanghkutan,

(3] Peraturan Desrali ssbagsimana  dimaksud padd ayan |2)
ditetapkan schelum persctujusn bersama antnre Wab Kota
dan DPRD atas mncongan Peraturan Dacrah tentang APBD,

(4) Penyertaan modal sebagaimans dimaksud pady ayar (1)
dilakssnakan fesual dengan  keterithan  peraturan
perundong-undangan,

Pasal G0
(1} Dalaum rangka pelaksansan penvertaan modal Pemerintah
Dacrah menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah
vang dituangkan dalam dolamen rencana Kegintan investasi.
(2} Dokumen rencana kegiatan investasl sehagaimana dimalsod
pada ayal [1) disusun oleh PPKI) selaliu pengelola investasi
dan disetajui olch Wali Kota.
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[3) Berdasarkan deolkumen rencend  Kegiatan  Inveésiasi
sehagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemeriitah Dersh
menyusun analisis penyertmen modsl.

{4} Analisis penyertann modal sebagaimann dimaksud pada ayat
(3) dilakukan oleh penasihat investas Dasrah yang diletapkan
alel Wnli Kota,

I5) Arialisis penyertaan modal sehagabmana dimaksud pada dyat
1) berups haal analisis penilaian keiayekan, analisis porto
folio, dan analisis resiko,

Pasal 9

(1} Pemenuhan penvertaan modil pada tahun sebelummnyn tGdik
diterbitkan Pemturan Daerah tersendinrl sepanjang jumlah
anggeran penyeriaan modal tersebut tdik meleblhi jumlah
penyertasn moda] yang welsh ditetuplen dengnn Persturnn
Dagrah mengenni penyertann modial bersangicitan.

[2] Dalom hal Pemenniah Daersh akan menambah jumiah
penyertaan mu:l,_eﬂ melebithi jumlah penvertaan maodal yang
tefah ditctapkan dengen Peraturan  Duacrsh  mengena!
penyertsan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan
Feromuran Daersh  mengennl  penvertsan  medsal  yang
bersangiarton  sesual  dengan  ketentusn  peraturman
perundang-undrngam,

Pasal 92

(1} Dana Cadangan sebagaimena dimzaksud dalam Pasal 81 ayst
{4) huruf ¢, penggunasnnys dipriorilaskan untuk mendans]
kebutuhan pembangunan prassrano don sarans Dastah yang
tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu)] tahun angzaran.

(2] Mane Cadongan sebagaimana dimalksud pada ayat (1) dapat
digunakan untuk mendanai kebutuhan lsinnya sesuai
déngan ketentuan pernturan perundaig. undangen.

(3) Dana Cadangin schugaimana dimaksud pads ayat (1)
bersumber dari penyisiban atas Penerimaan Dasrah Keguali
dari
a. DAER;

b. Pinjaman Docrah) den




e, pencrimsasn lan yang pengounasnnyn dibatssi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan ketentusn peraturarn
perundang-undangsn

(#) Dunn  Caddngan schagsimina dimaksud pada ayat (1)
ditermnpatican dolam rekeriing tersendiri dolam rekening kas
amum Dasrah

I3] Pembentukan Dana (adangan scbaganmaons dimaksud pads
ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah  lentang
pembenmukan Dana Cadangan.

[6) Peraluran Dacrah scbagmimana dimmaksiud pada ayat (5]
ditetapkan sebelum persetujuan bersams antara Wali Kata
darn DPRD atas rancangen Peraturan Daereh tentang APBD.

Pasal 93

[1] Pemberinn Pinjaman Daersh sebogaimans dimaksud dalam
Pasal 81 ayat (4) hurof d digunakan untuk menganggarkan
Pemberian  Pinjaman Dacrah  yang diberikan  kepada
Pemerihtal Pusat, pemerintah daergh lainnyva, BUMD, badain
usatiz milik negara, boperis, dan fatan masyarakal,

{# Pemberian Pinisman Daersh dilsksanukan setelsh mendapat
perselljuan DFRD.

(3) Persttujusn DPRD scbagaimann dimalksud pade ayi(2)
menjadi beginn yung disepakofi dalam KUA dan PPAS.

1) Ketentuan mengsnai tata carm Pemberian Pinjaman [aerah
sehagaimana dimaksud puda avat (1) sampai dengan ayat (3)
digtur dalam Peraturan Wali Kota sedual déngan ketentuan
peraburan perundang-undangan.

Pasul 94
Pengeluaran Pembiayazan lalonys sebagnimenn dimaksud dalam
Pasal 81 avdl (4) hurifl e digunakan ontile menganggarkan
pengeluaran  Pembiayaan lainnya  sesusl dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keensm
Surplus dan Defisit

Paragraf |
Umum

Frsal @5

(1] Selisih antsra angearan Pendapatan Daerah denigan angegaran
Belanje Dacrah mengakibathan torjadinya surplus atay defisic
APBD,

[2) Dalam  hdl APBD  diperidrolosn  surplus, APBD  daphat
digunaken untuk pengelusran Pembinyaan Desrah yang
dilctaphkan dalam  Peraturan Daeerah tentang APBD yang
pelaksanssrmye  sesusi  dongan ketentusn  persturan
perundang-undingan,

(3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari
penerimaan  Pembizyaan Deecrah yang ditetapkan dalpm
Peraturan Daerah tentang APBT vang pelaksenaannys sceilal
dengan ketentuan peratiran perundang-undangan.

Paragraf 2
Surplus

Pasal 96
Penggunsan surplus APBD divtamalkan unmole:
8. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal Dasrah;
c. pembentukan Dana Cadangan;
d. Pembenan Pinjaman Daemb dan/st80
e. pengelnaran Pembiayaan lainnya sesual dengan ketenfuan
pemsiuran perundang-undangan.

Pasal 97
Pemerintah Dacrah wajib melsporican  posist surplus APBLD
kepada Mentenn dan menteni yang menyelenggarakan Lirasan
Pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun
angunran berkenasn.




Paragrafl 3
Diefisit

Pasal 95

Pemerintuh Dderah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada

Menteri  dan mentern  vang  menyvelengearakan | Urosan
Pemsrintahan di hidang keuangan setiap semester dalam tahun
ungzarpn berkenaar.

(1]

(2)

(1

2}

(%)

[

Prsil 99
Defisit AFBD sebagaimana dimaksud dalem Pasal 95 avat (3)
harus dapat ditutup dan Pembiaysan neto,
Pembiayaan neto sebagaimana dimahsud pada syat (1)
mierupiikon selisih antara penerimnan Pembiavapn dengan
pengeiunaran Perrbieyveasn,

Bagun Ketujuh
Optimalisasi SILPA don Dana Abadi
Pasal 100

Dalam hal terdapet SiLPA  yang (elah  ditentukan
pengrunasnnye  berdasarkan permiuran porundang-
undangan padd tuhiun snegaran sebelumnya, Dacrah wajil
mengangearkan BiL.PA dimalesnd Sosinm dengan
PENgRINAETNYE. |
Dalam hal SILPA Dasral tingg dan kineda layuanan tingg,
SiLPA dapst diinvestasikan danfatsu digunskan untuk
pembéntukan Dana Abadi Daeroh dengan memperhatilean
sebumben veng menjadi prionms Daershy yang horus
dipenuhi
Datam hal SILPA Daerah tinggl dan kineria lavanan rendah,
Pemerintah  dapat  mengarashkan penggunaan  SILPA
dimaksud untuk belarja msfrastrukiuor pelayanasn publik
Daerah yang bhergrientasi pada pembangunan  ekonomi
Daerah.
Penilaian kiterja lavanan sebagaimena dimeksnd pada avat
[2) dan wyat {3) menpgundkan hasil penilaian kinerjs yang
herlala untak penghitungan DAL,

-




BAB 1V

FENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELAN.JA DAERAH
Baglan Kesatu

Kebijekan Umum Anggaran Pendepatan dan Belanja Dasrah

{4

[

(3)

(1)

12)

dan Prioritas Plafon Angearan Sementara

Pasal 101

Wali Kola menyusun rancangan KUA dan mncangan PPAS

bermlusarkan  REPD dengan miengacu pada  peduman

prnyosurian APBL.

Rancapngan KUA, sebagaimans dimsbksud pads syal (1)

memiNI:

kandisi ekanomi makro Daerah;

asumsl penvusunan APBD;

kebiakan Pendapatan Daerah;

kchijalmn Belanja Daerah;

ketijilean Pembiuyann Dacrah; dan

strategl pencapaian.

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayar (1)

disusun dengan mhapan:

a. menentukon skala prioritas pembangunan Daerah;

b. ‘menentukan grioritng Program, kegiatan dan sub kegiatan
ontuk masing-masing  urusan  vang  disinkronkan
dengan priontas dan program nasjonal yang tercantiom
dalam rencana kerja Pernerintah Pusat setiap tahun; dan

e menyusun capaian Kiserjn, Sasaran, dan plafon anggaran

=0 s Fow

sementars Untik seting program, kegiaten, dan sub
kegintan

Pasal 102
Will Kntes menvitipaikan radcangan KOA dan rancangan
PPAS sehagaimana dimaksud dalam Pasal 101 kepade DFRD
paling lambal minggy kedua bulan Jull untok dibabas den
disepakari bersama antara Wall Kota dan DPRD.
Pembahasan rancangan KUA dan  retcangan PPAS

sehagaimana dimaksud pada ayst (1) dilaksanakan aleh
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badsn anggaran DPRD dan TAPD untuk disepakati menjadi
KUA dan PPAS.

{3) Kestpaksian terhadep rancangan KUA dan rancangan PPAS
schopsimuns dimaksud pads aval (2) vang telah mendapat
perselujunn barsarna ditwndatingani oleh Wali Kota dan
pimpinan DPRD paling lambear munegn kedus bulan Agtsius,

(4] KUA dan PPAS vang teleh disepakati Wall Kota bersama DPRD
sehagaimana dimaksud pada aval (3] menjadi pedoman bagi
Perangkat Deerah dalam menvusun REA SKPD.

I5] Tatd care pemibahasan rencangan KUA dion' rancangan PPAS
sehapaimana dimaksud pads ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang: undangan.

Pasal 103

(1) Dalam kal Walli Kota bBerhatangan tetap atau berhalangan
sementara, Wakil Wali Kota bertugas untuk:

a. menyumpaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS
kepada DPRD; dan

b. menandatangan] nota Kesepaleitan KUA dan  nots
kesepakatan PPAS

(2) Dalam hal Wali Kots dan Walkdl Wall Kola berhalangsn tetap
atau sememitara, penjabat penggant Wali Kota yang ditunjuk
dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk:
n. menysmpaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS

kepadus DPRD; dan
b. menandatangani nole kesepakatan KUA dan nota
kesepakatsn PPAS,

(3] Patam hal sehuruh pimpinan DPRD berhslangan tetap atau
sementars delam walkiu veng bersemasn, pelaksana tugss
pimpinan  DPRD  berlugas untuk menandatangani nota
kesepikatnn KUA dem PPAS.

Pasal 104
Dulam hal Wali Kotz dan DFRD Giduk menyepakati bersama
rancangan KUA dan mncangan PPAS sebagaimana dimaksud
dalam Pesal 102 ayut (1], paling lama 6 [enam) mingsn seiak
rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepadae DPRD,
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Wali Kota menvampaiken Rancangan Peraturan Daersh tentang
APBD kepada DPRD berdasarksn REPD, rancangan KUA, dan
rancangan PPAS yang disusun Wali Kots, untuk dibshas dan
disenijul bersama antara Wall Kota dengan DPRD sesual dengan

keétentiuen pemmiuran perundang-undangan.

Pasal 1056

(1] Sub Kegiatan sebagaimsna dimaksud dalam Pasal 101 ayat
|3) huruf ¢ dapat dienguarkan:

a. untulk | (satu) tabun anggaran; atao

b. lebih dafi 1 (satu) tehun anggaran dalam bentuk Kegatian
TFahun Jamak.

(2) Sub Kegiatan Tahun Jamshk scbhagsimans dimaksud pada
aval (1] huru! b harus memenuhi kriteria paling sedikit:

. pekerjaan konslruksl dtEs pelaksanaan Kegiatan vang
secara  leknis  merupakan  satu kesstuan  untuk
mepphasilean | (satu] Keluamn yeang memerfuban waktu
penyelosaian Iebih dari 12 (duns belas) bulan; stag

b. pekergaan atas pelaksanaan Kegldtan yang menurut
sifstnya harus tetap berlangsung pady perganlian tahun
HNEEATATL

(3) Penganggaran  Keglatan Tahun Jemak sebagaimana
dimaksud pada avat (2) berdasarkan atas persetujuan
bersarna dntara Wall Kota dan DPRD.

¢ Persctujuan bersamu sebagaimans dimaksud pada ayat (3],
ditnndatengani bersamasn depgan penandatanganan KUA
dan PPAS,

|B) Persetizinan bersama schagaimana dimaksud pada ayat [3)
paiing sedikit memuar:

&. nmma hegialan;

b. jangka wakiu pelakssnsan Kegiatan,

¢ jumlah anggarsn; dan

d. alokesi unpgaran per tahun.

(&) Jangka waktu pengenggaran pelaksanuan Keglatsn Tahun
Jamak schapaimuny dimaksud pada ayat (1) hurul b tidak
melgmpaul akhir tahun mosa jobatin Wall Kots, kecuall
Kegintan: Tahun Jamak dimaksud  merupalkan prioritas.

b )
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nasionl don/nme kepentingan strategis nasional sesus
dengan Retentuan peraluran perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencena Kerju dan Angearan Satuan Kerja Perunghal Doorih

Pasal 106

(1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan
PPAS scbagaimunn dimaksud dalam Pasal 102 ayat [4),

(2] RKA SKPD sehagsimana dimaksud pada syat (1) disusun
dongan meriggunnkan pendekatan! |
a, Kﬂranngi-F*angtlum'&n Jangka Menengah Dacrahs;

b. penganggaran terpadu; dan
¢. penganggaran berdasarkan kinerja.

[3) HKA SKPD sebugaimana dimnksud pada ayat 1) dissmpaikan
Peraturan Dgerah tentang APBD sesumi dengan jadwal dan
tabapsn yung diatur dalam. Peraturan Menteri tentang
pédoman penyusunan AMBD vang ditetapkan sétiap tahun.

Pasal 107
Dalam hal terdapat penambahan kebutihan pengeluaran akibat
keadaan darural termasuk belanja untulk keperluan meéndesak,
kepala SKPD dapat menyvasun REA SKPD diluar KUA dan PPAS
sebagaimansa dimabesnd dalam Pasal 102 avat (4],

Paszal 108

(1) Pendeksmnn Kersngka Pengelusran Jangka Menengah Daerah
schagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (@) hurof &
dilaksanakan dengan menyusun prakirgan maju.

(2) Prakltaan maju sebagaimane dimalsud pade ayat (1) berisi
“perkiraan kebutuhan snggaran untuk Program dan Kegiatan
vang direncanakan dalam tehun anggaran bertkumya dan
tahun angraran yang direncanakan.

{3) Pendekatan pengangearan terpdadu sehugaimana dimaksud

dolam Pasal 106 ayat (2) huraf b dilakukan  dengan
memadukan scluruh proses perencansan den penganggaran

73




di Hmghungan SKPD untulk menghasithan dokumen rencana
kerje dan srggaran.

{4} Pendekatan penganggeran berdndprinn Kinerjn sebagaimans

dimaksud dalam Pasal 106 ayal (2) hurul ¢ dilakukan dengan

memperhatikan:

u. keterkaiten sntasra pendanasn dengen Keluarsn yvang
diharaplan dan Keoiaten;

b. hasil dan manfaat vang diharapkan; dan

¢. efisiensi dalam pencapaian hasil dan Keluaran.

Pasal 109

(1] Untuk lerlsksananys penyusunsn EHA SKFD berdasarkan

3]

(1

pendekatan sebapaimans dimaksud dalam Pasal 106 ayat |2)
dan lerelptanva kesinambungin REA SKPD, kepala SKPD
mengevaluasi Hasil pelaksanssn Program dan Kegiatan 2
{dua) mhun anggemn schelumnya sampst dengun - semester
pertama talun anggaran berjalan,

|2) Tivaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujunn

untuk menilal Program dan Kegiatan vang belam dapat
dilaksannkan atay belum disclesabon whun schelumnys
untulk dilaksanakan atmy disclessikan pada tshun yang
direneanakan atay | {satu) tahun berikultiya dari tahun yang
direncanakan.

Dalam hal Program dan Keginton merupsken mhun terakhic
untul pencapaian prestasi kerja yang ditetsplan, kébutnhan
dananya harus dianggsrkan pada tahun yang dimneanakan,

Pasal 110
Penyusunan REKA SKPD dengan mengeunakan pendekatan
penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimalksud

dalom Paan] 106 ayat (2] hurul ¢ berpedoman padii:
a. indileator Kinerja;

L. tolok ukur dan sasaran Kmera sesual pnalisis standar

bitlamja;

. astandar harga satoan;
d. rencana kkeboatithay BMID) dan
. Standar Pelayapan Minimal.
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2)

13)

(4]

15)

4

(2)

Indikatcr Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1] hurnaf
a merupaksn ukursn keberhasilan yang akean dicapai dan
Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan,
Helugrun, dan hosil.

Tolok ukur Kiners sebagaimana dimaksud pada avar (1)
haruf b merapakan wkuran presipsi kerjo yang aken dicapar
dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor
kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efekiivitas pelaksanian dar
s=liap Program dan Kegiilan.

Sasaran Kinevjs sshagaimane dimaksud pada ayat (1) huoraf
b meropakan Hasil yang diharapkan dan suam Program aiau
Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan
atau lelah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
deénpsin kuantitas dan Kualites vang terukur,

Anglisis stundar belanja sebagaimane dimaksud pads eyl (1)
huruf b mengpakan penilaian kewajaran atas Behan ketja dan
biava yang digunakan untuk melaksanakan suati Kegiatan,
Btandsr harga satuen sshagaimana dimaksud pada avat (1)
haral e merupakan hargs satoan harang dan jasa yong
ditetapkan pleh Wali Kota dengan  mempertimbangkan
siundar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal (G2 ayat (6).

Standar Pelayonan Mimmal schogaimann dimaksud pada
ayat (1) hwrmafl e merapekan tolok ukur Kinerje dalam
menentkan capaian jenis dan mun: Pelayanun Dasar yang
merupakan  Urussn Pemerintahan Wajibo yang  berhak
diperoleh setiap werga fegard secara minimal.

Pasal 111

KA SKFD scbagdimana dimaksud dalam Pasal 106 memmuat
rencand pendapatsn, belanja, dun Pembigyaan udluk tahon
yang direncanakmm scria prokiresn majud unmk ahun
berikutoye,

Rencana pendapatan, belanja, dan Pemblayaan sebagaimana
dimaksud padi byar [1) dirinel sumpui dengan ritician objek
dan sub rincian abjek.




(3) RKA SKPD svbegaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat
informasi  mengenai Urusan  Pemerinlghan Baemh,
organisasi, standar hoargs satupn, dan Kinerfp yang alan
dicapal dan Program dan Keglatan.

Pasal 112

(1) Rencana pendapsitsn sebagsimana dimaksud dalom Pasal
111 ayar (1) memust Umisan Pemerintabnn  Daerah,
orgamisasi, kelompolk, jenis, objek, rincian obiek, dan sub
rincian - ohek Pendapatan Dacrah.

(2) Remrans pendapatan sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
diterima olch SKPD sesuni dengan tugas dan fungsinya serta
ditetaplean gesuat dengan ketentaan peraturan porundang:
undsngan.

[3) Rencana belanja sebugaimans dimalsud dalam Pasal 111
ayat (1) dirinc atss Urusin Pemerintihan Daersh, orgunisasi;
Program, Keginlan, kelompok Belanjy vang missing-masing
diuraiknn menurot jenis, abiek, rinoan objek, dansub rincian
objek belanja,

(4] Rencana Pembinvaan sebapalmana dimaksud dalam Pagsl
111-avat (1) memuat kelompok:

2. Pencrimasn Pemblayesn yvang dapar digunskan untuk
menutup defisit APBD; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan vang dapat digonakan untulke
memanfaatkan surplus AFBD,

veang masing-masing divrsikan menunit jenis, objek, rinoian

objek dan sub nnclen ebick Pembiayaan

(5} Urusan Pemetrintahan Dacmh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111 ayat (3) memuat Urusad Pemmermtahan Dacrah
yong dikelola sesual dengan tuges dan fungsi SKPD.

(6] Organisas] sebagsimana dimaksud dalam Paszal 111 ayat (3]
mermuat numa SKPD selakn PA,

{7) Kinerjn yamg hendak dicapdl sebagaimana dimaksud dalem
Pasal [11 avat (3] terdiri dari indilator Kinerja, tolok olor

Kinerja, dan sasaran Kineria.

e
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Pragram: sebagasimona dimaksud dalam Pasal 111 ovat (3)
memual nama Program vang akan dilaksanakan SKPD dalam
tehun anggaran berkensan.
Kegiatan sebagaimana dimaksud dalom Pasnal 111 ayat (3]
memuat nama Kegiatan varig akan difaksanakan SKPD dalaim
tehum angguran berkemaan.

Pasal 113

Dalam hal terjadi perubaban struktur erganisasi dan tata kerja
SKPD, dalam masa fransisi penyusunan RKA SKPIY disusun olsh
TAPD atau TAPD mmenunjuk SKPTD terleadit.

Pa=al 114

Dalam hal penyusunan REA SKPD bagi SKPD/unit SKPD yang
melakadnakan pola keuangan BLUD, menggunolan kode
rekening APBD,

Bagian Keiiga

Penrviapan Runcangin Peraturan Daerah Tentang

1]

12

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 115
REA SKPN vang telah disusan dleh kepala SKPD berdassrinn
KUA dan PPAS disampaikan kepada TAPD melahn PPED
Verilikasi schagaimana dimsaksud padz avat (1) dilakukan
aleh TAPD untok meénclaah kestsunisn snotord REKA SKPD
—
. KUA dan PPAS;
prakirasn maju yang teleh disetujni mbun anggaran
sehelumnvng
dokumin perencansdan lainnya;
cupainn Kinerja;
mdikaster Kinerja,
analisiz standar belimia;
standar harpa-satiinn;
perencanann kebutuhan BMD;

S BT R




\ L

(3

()

[<}

(1)

(2}

I. Standar Pelayanan Mirimai;

)i proveks: perkiraan majiuniak tshun beriootnva; dan

k: Program dan Kegiaien antor REA SKPD.

Dalam hal Hasil verifilas] TAPD sebagaimana dimaksud pads
avat (1) erdapat ketidakesguaian, kepala SKPD melakukan
péVempUImann.

Pasal 116

Seluin divertfilkasi pleh TAPD sebagnimana dimaksud dalam
Pasal 115, REA SKPD jugd direviu oleh aparal pengawas
inteinal Pemorintah Dadrall  sestai dengnn  kelentuss
peraturan perundans-undangsn.

Ketentuan mengened tatae carn reviv RKA SEPD oleh spamat
pengawas Internal Pemerinlah  Dacrah  distur  dalum
Peraturan Wali Kota mengenai Sistem dan Prosedur
Pengelolasn Keunngan Daerab:

Pusal 117

FPED menyusun rancangan Peraturan Dasrah tentang APBD

dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD vang telah

disempurnakan oleh Kepala SKPD.

Rencangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana

dimak=ud pada ayat (1) njemuat lampiran paling sedilet

terdiri atas: |

m. ringkasan APBD vang diklasifikasi menanat kelnmpok dan
jenis pendapatan, belanjs, dan Pembiayaan;

b. ringkasan APBD menurut Urdsan Pemerintdhan Daerah
din organisasi;

o mnomn APBD menurut Urusas - Femenntaban Deacrah,
orgsnisssi, Progemam, Kegiatan,  kelompok,  Jenis
pendapatan, belanja, dan Pembiayasn;

d. tekspitulasi Belanjs dan kesesualan menvrut Urusan
Pemerintahan Daerah, orgomisasi, Program, dan
Kegjaman;

e. rekapitulasi Belanja Daerah unluk kesclarasan dan
keterpadizan Urasan Pemerintnhoan Daerah dan [ungsi
dalam kersngha pengelalasn keunngan negarw;

8




f. dafter jumish pogawai per golongan dan per jabaten;

g. daftar Plutang Daerah;

h. daftar penyvertaan modal Daeral dan investasi Daerah
defllar perldraan pomambabon den pengurangan aset

i
3

tetap Dasrah)

j. dofter perkinausn penumbehan dan pengurmngan aset lain-
lain;

k daftar Kegiutan tahun aigesran sebelumovi yang belum
diselesaikan dan diaggesrkan kembali dedam  tahan
anggaran yeng direncomskan;

I, daftar Dana Cadangan; dan

m. daftar Pinjoman Daerah

(3) Dokomen pendukung scbagilmana dimaksud pada avat [1)
terdiri atas nota keuangan den rapcangan Peraturan Wall
Kota tentang penjabaran APBT.

(4) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD
srbugaimuna dimaksud pada avat (3) memual lsmpitan
paling sedikit terdiri atas: |
a. ringkasan penjabaran AVBD yeng diklasifikasi menurat

kelompok, jenis, ebick, mmcin objek Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayasin,;

bh. penjabaran APBD menurt Urosan Pemerintnhan Dacrah,
orgamisasi, Progrum, Kegatan, kelompok, jenis, objek,
rincian objek pendapstan, belunia, dan Pembiayaan;

r. dafisr namsa penerima, alamat penerima, don besaran
hibah: dan

d. daftar pama penenime, alamar penerima, dan besaran

baniian sosial,
Pasal 118
Rancangon Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun
oleh PPED dispmpaikan kepuda Wali Kata.

79
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BABV

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I

(2)

(1)

2]

(3]

Bagian Kesami
Penyampainn dan Pembahasan
Rancangan Peraturan Dasrah tentang
Angguran Pendapatan dan Belanjs Daerah

Pasal 1129

| Wali Kata wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung
kepadn DPRD paling lambar 60 [enam puluh) Hari sebelum 1
(satu] bulan tahun sngearsn berakhir untuk memperoleh
persetujuan berstma antars Wali Kot dan DFRD.

Wali Kotn yang tdak mengajulan rancangan Peratoran
Naereh tentang APBD sebagoimones dimaksud pads ayat (1)
dikenmi sanks: adminisirati sesusl dengan  hetentusan
peraturan perundsng-undangan

Pasal 120
Pembahasan rancongan Perangmun Daerah tenisng AFBD
dilaksanakan olph Wali Kpra dan DPRD sctelash Wali Kotg
menyampalkan rancangan Pernturan Dacrsh ientang APBD
beserta panjelasan dan dokumen penduliung sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahssan rancangan Peraturan Deermb tentang APBED
sebagnimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
RKPE, KUA, dan PPAS.
Program dan kegiatan selgin vang tercamtum dalam REPD,
KA, dan PPAS schagonimans dimaksud padas ayst (2] tidak
dilukukan pembehasan aleh Wali Kata dan DPRD.




Hagian Kedua

Persetujuan Rancangan Peraturan Dagrah tentang

1

(£

)

(4]

11}

(2

&)

Anggaran Pendapatan dan Belanjn Doerdh

Pusal 121
Wali Kota dan DPRD wajib menyetujui bersame mancingan
Peraturdan Dacrah tentang APBD paling lambat 1 (saty) bulan
sebelum dimulalnya ahun angeidran seliap tnhun.
Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimans dimaksud
pada ayat (1), Wali Kota menyiapkan rancangan Peraturan
Wali Koty teritang penjabaran APBD.
DPRED dan Wali Kota yang tidak menyetijul bersama
rancangan Peraturan Dacrah tentsng APBD dalam | [satu)
budan sebelum dimulsinyn fohun anggaran setiap tahun
sebagaimana dimaksud padan  ayat (1) dikenai  sanksi
administratil sesual dengan ketantuan peraturan perundang-
undangan.
Dralam bal keterlambatan penctapan AFBD karena Wali Kota
teriambatl menyampaikan mncangan Peraturan Dacrab
tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebugnimnns
dimaksud dajam Poasal 119 avat [1], sanksi selagaimans
dimaksud pada ayat (2] tidak dapar dikﬂﬂﬂkﬂr‘l- kepads
angiota DPRI.

Fzgal 122
Dalar hal Wall Kota dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama  dalam wakiu 60 {enam pulub) Har o sejak
disampaikan rancangan Peraturan Dacrah tentang APBD alsh
Wall Kola kepudy DPRD, Wili Kols 'menyvisun rancangsan
Peruturan Wall Kot (entang APBD paling tinggi sebesar
anghe APBD tahun angearan sebelumnya.
Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD sebogalimana
dimaksud pada avil (1) dipriorituskan untuk Delanjd yveng
borsifnt mengikat dun belanja yane bersifar wijib,
Angks APBD tnhun anggarun scholumnye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dupat dilampaul apabila terdapat:

2




B kebijakan  Pemerimah:  Pusat  yang  mengakibatkan
tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
by, kesdeun derurat termasuk keperfuan mendesak sesuai

dengan ketentuan peraturang perundang-undangsan,

Pasal 123

Rancangan Pernfuran Wali Kota tentang APBD sebagaimana
dimaksud dslam Pasal 122 ayut [2) memuat lampiran yang terdir
atas:

o rifigkasan APBD;

13.

.

h.

ringkasan pemebaran APBD ssmpal dengan rmoan obyek;
rngkasan APED menurut Urusan Pemerintahan Ddernh dan
organisasi;

mincien APBD menunut Urusan Pemeriniabkan Daerah,
orgnnisasi, Progrom, Kegmatan, kelompok, jenis; obyek, rincian
obyck pendapatan, belanja, dan Pembigyasn;

rekapitulasi dan  kesesuaian  belanja menurut  Urussn
PFemerintahian Daerah, organisasi, Program, dan Kegistan;
rekapitulasy  Beldanja Daergh  untuk  keselarsasan  dan
ketorpaduen Urusan Pemenniohan Deergh dan  Tunesi
dalum kerangks pengelolusn kevangsn negdrs;

daftar juthlah pegawal per golongan den per [pbatan;

daftar Pratang Daerah:

daftar penyertaan modal daerah dan Investasi daerah lainnye;
daftar perkiruan penambuhan dan pengurangan aset tetap
daeraky

daltar perldrasn penmmbabian dan pengurangan asel lzin-
laim;

daftar Kegiatan mhun anggaran sebelumnya vang belum
diselessiikan dan disnggarkan kembali dalsm tuhun
Atigearan Ini;

. daftar Dana Cadangan;

daftar Pinjamsan Dazrah;
daltar nama penerima, slamat penerima, dan bBesaran hibah;
dan
daftar nama penerima, alamal penerima, dan besaran
bantuan sostal.

B3
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(2
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Pasal 124
Randengar Pemmturan Wall Kota sebagaimana dimalsod
dalam Pasal 123 daput ditetapkan menjachi Peraturan Wali
Kot setelnh memperoleh pengesahan dari gubernur sehagai
wakll Pemerintah Pusat,
Untuk memperoleh pengesahan schagdimang dimakaud pada
aynt (1], rancanpan Peraturan Wali Kola lentang APBD
beserta lampirannya. disampaikan paling lambat 15 (lima
belns) Hari terhitung sejak DPRD tiduk mengambil keputusan
bersama dengan Wall Kol terhadap rancangan Peruturan
Dagrah tentung APBD.
Apabila. Wali Kota tddak menerima pengssahan pengajuan
mncangan Pemmturan Wall Kota tentang APBD sehegarmana
dimaksud pada avat (1) dalam jangka wektu 30 (tga puluh)
hari sejpk pengajuan, Walli Kole mefietapkan rancangsn
Pmmumﬁ Wiali Kota lentang APBD micnjudi Peraturan Wal

Knin.

Pasal 125
Dulem hal Wall Kota berhalangan tetap, Wakil Wali Kota:
hertugas:
& mengajikan rancangan Persliuran Daerah tentang AFBD
kepada DPRD; dan
b. menandatangan| perselujium bérsamu lerhudap
rancangan Peraiuran Daersh teniang APBD,
Palam hal Well Kota berhalungan sementara, Wali Kota
mendeiegasikan Kepada Wakll Wali Kota uniuk:
&, mengajukan rancangan Pernluran Daerah tenfang APBD
kepada DPFRD; dan
b, menandatangan| persetiyusn bersama terhoadap
rancangan Peraturan Daerah temtang APBD,
Dalam hal Wall Kata dan Wakil Wali Koln berhalomgan totnp
ataw sementara, penjabal pengganti Wali Kota yang diturnijuk
dan ditetapkan oleh pejiabatl vang berwenang, menyampsikan
rancingan Peraturan Daerah tentang APBD kepadu DPRD,
menahdatangan! peractujuan bersamn terhadnap Rancangan
Puraturnn doerah tentang APBD.
A3
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(4) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalpngan totap ntau
sementamm dalam waktu vang bersamaan, pelaksana tugas
pimpinan DPRD mensndatanpani persetujusn bersama
terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBI.

Pasal |26

(1) Dalam hel penetgpan APED memgalami keterlambaian, Wak
Kota melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi
schesar scpemdusbelas jumish pengeluamn APBD tahiun
'aj;ggarun'atkjl:lumnya-

(3] Pengeluaran seliap bulin sebagaimena dimaksud pada ayat
(1} dibatasi hanya untuk mendenai keperluan mondesal
sesual denipan ketentuan peraturan p&rnmd.ﬂng— undangan.

13) Keperluan mendesak sebagaimana dimsksud pade ayat ()
merupekan  belanfa yang bermiat tetap meliputl  belania
pegawal, layansn jasa dan keperluan kantor sehari-har.

Bagian Hetiga
Evpluasy Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota
tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan
Pendapatan Belonjs Daersh

Pagaj 137

|1) Rancangan Peratiman Daerah (entsng AFBD yuang telah
disetujui bersama dan rancangan Persturan Weli Kota
entang penjabaran APHD disampaikan hkepada gubermur
sebagal wakil Pemerintah Pusat paling lambar 3 (tiga) Hari
sejule tsmggal persetijusn rancangen Peraturan Daerah
tentang AFBD untuk dievaluasi sebelumn ditetapkan oleh Wali
Kata.

(3] Rancangan Peraturan Deerah tentang AFED dan rapncangan
Peraturun Wali Kota tentang penjabaran APBD schagaimans
dimabksud pada avat (1) disertai dengan REPD, KUA, dan PPAS
vang disepakati antars Wali Kot dan DPFRD.

(3] Evalunsi scbesaimans dimaksud pade aval (1) dilekukan
untuk menpguji kesesuvnien rencangan Peraturan Dacrah
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tentong AFBD dan rancengan Peraturan Wali Kota teniang
perjabaran APBI dengan:
a. ketentusn peraturan  perundang-undangan yang lebih
tinggy
b, kepentingan umum;
¢. REPD, KUA, dun PPAS; dan
d. RAJIMD.
Dalam bal hasil evaluasi rencangan Persmturan Darrah
tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota leritong
penjabaran APBD sobageimons dimaksiod pada ayat (3}
sesuni dengan keotentunn persiurpn  perundang-undangan,
kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPIMD, Wali
Kota menstapkan rancangan Pemmaturan Daerah tentang APBD
menjad]l Peraluran Dasrah dén rancangan Peratursn Wall
Kotn tentang pernjabaran APBD menjadi Peraturan Wali kora
sesuai denean ketentuan persturan perundang- undangan.
Dalam ha! hasll evaluasi rancangan Permturan Daerah
tenitang APAD dan rancangan Peraturan Wali Hota temtnng
penjabarin APBD sebagaithans dimaksud pada ayat (3} tdak
sesuni dengun ketentunn peraturan perundprg-undangan,
kepentingan ymum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPIMD, Wal
Kule bersamu DPRD melakukan penyempurnaan puling luma
T [ﬁijuhj Hari seink hasil cvnluasi diterimsa.

Pasal 128
Penyempurnaan Hasil evaluasi sebagsimana dimaksud dalam
Passl 127 avatl [4) dilakukan Wall Kota melalidl TAPD bdrsama
denpgsn DPRD melaln badon noggaran.
Hasil penyempumaan schagaimana dimaksud pada ayat (1]
ditetapimn dengan kepuriusan pimpinan DPRD.
Keputusan pimpindn DPRD sebagaimang dimaksud pada
avat (1) dijadikan desiar penetapan Peraturin Daerah tentang
APBD.
Keputusan pimpinan DPFRD sebagsimans dimaksud pada
avat (2] dilaporkan pada sidang paripurni berileutnys,




(5]

&)

Keputusan plmpinan DPRD scbogaimana dimaksud pada
ayit (2] disampaikan kepada Gubernur paling lamber 3 (0gs
Hari setelgh keputasan tersebut ditetapkan.

Palam  hal Keputussn pimpinan  DPRD sebussimang
dimaksud pada ayat (2) Udak diterbitkan sampai dengan 7
[rujith) harl sejak diterima hasil evaludsi, maka Wali Koti
menstapkan  Persturan Dacrah APBD  berdasarkan  hasil
PeEnyVEMAIMaar

Bagian Keempat

Penclapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
don Poraturan Wali Kol tentang Penjabaran Atgearan Pendapatan dan Belama

L L

(1)

(2)

(3]

14

Daerah

Pasal 129
Rancangan Peraturan Dascrah tentang APBD dan rancangsn
Pernturnn Wali Kom tontang penjabearan APBD vang telah
dievaluasi ditetapkan oleh Wali Kota menjadi Peraturan
Paerah tentang APBD dan Peratiran Wali Eots tentsng
perinbaran APBD,
Penelapan rancangsn Peraluran Dmerdh lenteng APRD dan
rancangan Peraturan Wali Koty (entang pergabaran APBL
sehagaimang dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat
tanggal 31 Desember shun sebelumnya,
Wali Kota menvamipaikan Peraturdan Daerah tentang AFBD
dan Peraturan Wali Kots tentang penjaburan APBD kepadsa
Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat, paling lambat 7
(tiduh) hari setelnh Peraturnn Daerdh den Peraturan Wall
Kota tentang perjabaran APBD ditetapkan.
(Galam hal Wall Kota berhalangan, peiabal yang berwenang
menetapkan Peraturan Dacrab tentang APBD dan Pernturan
Wali Kot lenlang penjabaran APRD,

a6
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BAB V]
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Uriam
Pasal 130

Semua Penenmasn dan Pengelusran Daersh diangsarkan
dalam APBD don dilakukan melalui Rekening kas wmuni
Yaerah yang dikelola aleh BUD.

Dl hal Penerimnan dan Pengeluaran Dacrah sebagaimana:
dimaksud pada ayat (1] sesuai dengsn ketentuan peraniran
perundang-undangen Gdak dilskukss melalui Rekening kas
umum Dacrah, BUD melokulmn poncataian dan pengesahan
Penigrimaan dan Pengeluaten Deerall tersebitt

Pasal 131
PA/KPA, Bendahars Penerimasn/Bendahara Pengeluaran,
dan ormgng atau bhadan yang menerima otad menguoksi
wang /ekdyaan Daerah wiijib menvelenEparakan
penatsusahesn  sesusm dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan
Pejabat yang menandatangani danfotan  mengesalikan
dokumen vang berkaitan dengan surat bukt yang menjadi
dasar penerimaan atau pengeluaran etas pelaksanasn APBD
bertunggung jawab terhadap kebenaman material dun alabat
vang timbul dari periggunaan surat bokil dimeksud.
Kebemaran material sehageimiane dimeksuad pada avalb (2)
merupakan kebenaran atas penggunaan anggerun dap Ham)
yang dicspal aws Beban APBD sesuui dengsn Mewenangsn
pejubat yang bersangkutan.

Pasal 132

Wali Kota dan perangkat Daerah dilorang melakukan punguian
selain duri yang distur dalam Peraturan Dserah, kecuall
ditenrukan ldin sesial defgan keteritian peraturan perindang-
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Pagal 133

Penerimaan Perangkat Dastah yang merupakan Penerimaan
Daerah Lidak dapat dipergunakean langsung untuk pengelndran,
kocualli ditentukan lain sesial dengsEn Ketonfuan peraturean
perundang-undangan,

i1}

12)

(&

i1}

1)

Pasal 134

Setlap pejabat dilarang melakukan tindalan vang berakibiat
pengstuaran atas Beban APBD apabala anggaran untuk
membinyal pengolusran terschut tdek tersedia plap bdok
cukup tersedia.

Setinp pengeluaran aras Heban APHD didasarkan atns DPA
cleirs SPD sty dokcurmen Tain yung dipersamikan dengan SPD.
Wali Kowm dan perangkarc Naerah dilarang  melalogkan
pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dan yang
telah ditetapksn dalum APBED.

Puasal 135

Untuk pelaksanaan APRD, Wali Kota menetapkan;

a pejabat yang dibori wewenang menandatangani SPD;

b. ptjabal yang diberi wewenang menandatangani SPM,

. pejabat vang diberiwowenang mengesshkan L
pertanggungiawaban;

d. pefubat yung diberl wewenang mensndatangsni SPID;

c. Bendahara Peneriiiaan dan Bendehara Pengeiuaran;

f. Hendohara Penerimasn  Pembantu  dan  Bendahurs
Penielusran pembantu; dan

- Pejabat lninnya dalam rangka pelaksanasn APED,

Keputusan Wall Kote tentang penelspern pejabat sebagaimun
dimukesud pada ayar (1) dilakakan sebehom dimulainya mhun

El!_ggﬂl’ﬂ]‘l”hﬂ'lfkfﬂ FLELTT,
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(1)

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Kas Umum Daerah

Pasgl 136
Dalam rungln pengeloinan usmg daerah, FPED selaku BUD
membuka Rekeming kas umum Daerah pads bank umum
yung schat,

(2} Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

(31

{21

{4

(4]

oleh  Wali Ketn sesuni  defpgan keotentuan  perdluran
perundang-undoangan.

Penetapan bank umum sebagaimans dimalesud pads ayst (2]
dirmaat dalam perjanjian antara BUD dengan banok umum
vang bersangklitin,

Pasal 137
Dalam pelaksanoan operusional Penerimasn Dacrah dan
Pengeluaran  Dasrah, BUD dapat membukis rekening
penerimaan’ den rekening pengeluaran pada bark vang
ditetupkan oleh Wali Eota.
Rekening penerimasn schagaimana dimaksud peda syat {1)
digninakan untuk menampung Penerimaan Daerah setinp
Hark
Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
dinperusikun sehagal rekening bersalde nihil vang selumih
penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening kas umum
Daerah paling kuirang sekali sehari pada-akhic Harl
Dalam ha!l kewspban pemindahbukoan  sebagaimans
dimaksud pada aynt (3] secara teknis belum dapat dilakukan
sctinp Hard, pemindakbukuan dapat dilakukan secara berkala
vang ditetapkan dalam Peraturan Wiali Kota,
iRekening penpeluaran sebagmimana dimabsud pada ayae (1)
dioperasikan sebapm rekening yang menampung pagy dena:
untuk membiayai Kegiman Pemerintah  Daecrah  sesuai
rencani pengeluarnn, yang besarnnnya ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota.




(6] Pemimdahbukuan dana den rekening pengrimaan dan/ats
rekening pengelupran pads bank umum ke Rekening kas
umm Daerah dilskoubsn ates perintah BUD.

Pasul 138

(1] Wali Kota dapat member] izin kepada kepala SKPD umtuk
membiks releening penerimasn melalui BUD vang ditetapkan
oleh Wali Kots pada bank umum.

(2) Wall Kota dapat memberilon ixin kepodu kepala SKPD untuk
meinbuka rekeriing pengelusran  metali BUD  vang
ditcmpkm alch Wali Eota pada bank umum uanituk
menampung UP kepuali ditentuksn lajn oloh Ketentuan
peratumn perundang-undangan.

Pasal 139
Pemerintsh Dacrah berhak memperolch bungs, jasa gito,
dan/atdu imbalsn lainnya atas dans yang disimpan pada bank
berdasarkan tingkat suku bunga dan /atau josh gito yiang berlaku
segial dengan ketantuan peraturan perundang- undamgamn,

Pagal 140
Biava yang timbul sehubungan dengan pelavaian yvang diberikan
tleh bank didasarkan pada ketentzan yang berlaku padn bank
yvang berspnokuton dan sesusi dengan ketentusn persuran

Paannl 141

{11 Dalum ranghks manajemen bkasz, Pomerintab; Dasrah dapat
mendepositnkan  dan/atay melakukan invesmsi  jangka
pendel stas uang milik Dasrah yang sementara belum
diguhinkan sepanjang tidak mengganggy Hicuiditss Keuangan
Deerah, tugas Daerah, dan kualitus peluyanan publik.

() Deposito duny/aieyn investas jangks pendek sehagaimans
dimaksud pada ayst (1) haruy disetar ke Rekening kas umum
Dacrah paling lambat per 31 Desember,




Bagian Ketiga

Penyiapan Dokumen Pelakssnasn Anggarsn

(1]

(2]

(3}

(1

{4}

(3]

(%)

Satuan Kerja Perangkal Daerah

Po#al 142

PPKD memberitahukan kepado kepala SKPD pgar menyusun
dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3
(tiga) Hari setelah Peraturan Wall Kote tentang penjabaran
APBD ditetapkan.

Rancangan [DPA SKFD sebagnimans dmaksud pada ayat (1)
memuel sasaran vang bendak dicapal, fungsi, Program,
Kegiatan, anggman yong disediakan uniuk  mencapai
Sdsaran, rencana pencrimasan dana, dan repcana penarikan
dana seliap sanuan kerjl serta pendapatan yang diperkirakan.
Kepala SKPD menyernhkan rancengan DFA SKPD vang felah
disusun kepada PPRD paling lambag 6 (enam) Hari setelah
pemberilahuan  sebagaimana  dimaksud pada ayar (1)

Pasal 143

TAPD melakukan verifikesi rancangan DPA SEPD bersama

dleyygan kepals SKPD vang bersanghkulan,

Verifikasi amas rancangan DPA SKPD sehagaimans dimaksad

pads ayar (1) diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) Hari

sefak ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang penjabaran

APBD,

Berdasarkan Heasil verifikas: sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD sctelah

mendupatkan persstujuan Sekretaris Daersh,

Dalam hal Hasil verifikasi sebaguinana dimuksud pada ayut

(1] Lidok sesusi demgan Peraturan Wali Kota tefitang

perjabaran AFBD, SEPD melnkukan penvempurnaan

rencangan DPA SKPD untuk disahlan pleh PPKD dengan

persetujuan Sekretaris Dacrah.

DPASKPD yang telih disghlan sebagalmans dimaksud pada

avalt (3] dan ayat (1) disampaikan kepala SKPD wvang

bersangkutan kepada satuan kerjn yang secara fungsional
21




(©)

(1}

(1)

melpicukan pengawasan dasrah paling lambat 7 (tupzh] Han
seink tanggal disnhkan,

DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dan ayat (4)
digunukan schagni dasar pelaksanaan anggacan oleh kepals
SKPD selaku PA.

Ketentuan lebih lanjur mengenal verifikasi rancangan DPA
SKPD scbegaimana dimeksud pade ayaf (1] duatur dengan
Peraturun Walilota.

Bapian Kesmpmat
Anggaran Kas dan SPD
Pasal 144

PPRD selalns BUD menyusun Angearan Eus Pemerintah
Dacrah  untitk  mengatur  kotersediaan  dans  daltam
mendanal pengelusran sesual dengan roncana penarikan
dana yang tercantum dalam DPA SKFD,

Angzaran Kas sebagsimana dimaksud pady ayat (1) memuet
perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimsan
deri perkirean srus Kas keiuar vang digunekan ontuk
mendangl Pengeluaran Deersh dalam setiap periode.

Pasal 145
Delim rangkes matajemen ks, PPKD metierbitkan SPD
dengan mempertimbanghsn:
g, Anggargn Kas Pemernmtah Daerah;
b. ketersediasn duna di Kas Umum Daerah; dan
¢ penjodwalan pembayaran pelaksansan anggaran yang
tercantim dalam DPA SKPDL
SPD sebagaimans dimaksud pads avat (1] disiapkan oleh
Kursa BUD untuk ditandatangani oleh PPED.

Pasal 146

Ketentuan lebib lanjur mengensi wata cury penyusuninn Anggaran
Kas dan SPD sebagaimans dimaksud dalam Pasal 144 dan Pasal
145 dirtur dalam Peraturan Wall Kota,
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Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pendapatan PDaeriah

Pasal 1247

(1] Bendahara Penerimaan wajiibh  menvetor  selurul
penerimeannya ke Rekening kas ymum Dpemb paling lambat
dalam walktu 1 [satu) Hari.

f2) Dalam hil Kondisi geogralis Dacrah sulit dijanghkian dengan
koamunikasi, fransportas], don keterbatison pelayanan jasa
kouangan, serie  koodisi | objeknl  lainnya;  penyetoran
penerimann schagaimana dimaksud pada aydal (1) dapar
melebihi | (eatu) Hari yang diatur dalam Peraturan Wali Kata.

(3) Betiap penerimaan harus didukung oleh bukt yang lengkap
dan sah atas setoran.

4] Bukti sebagaimnans dimaksud pada avat (3) dapat meliputi
dokumen t:ll'_h:{Iu'J:_l_:l-j_s:.

|5} Penyetoran pencrimpan pendapatan schagaimana dimalowd
pade avat (1) mengeiunakan suril tanda setoran.

Pasal 144

(1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimans dimalsiod
dolam' Pasal 147 ayat (5) dilakubksin secard tuned Seo/atai
nontunEn

(2} Penycioran schagaimans dimaksud pada ayat (1) dianggap
sah selelah Kussa BUD mencnims oot kredit atau dokumen
lain yang dipersamakan.

[3) Bendoharta Penerimean dilarang menvimpan gang, cek, atau
surat berharga vang dalam penguassanrya:

a. lebih dari 1 f{saw) Huard, kecunli tordapat keadaan
sebagdimany dimaksud dalam Pasal 147 ayal (2}
dan nni

b. atsas nama pri'l.:nﬂdh

(4) Bendahara  Penerimasn  yang  melanggar  lamngan
schnpaimana  dimaksud pada aydl (3) dikenabnn sanksi
administrutif berupa:

a. teguran li=an;
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b. teguaran ternals; dan/aiso
c.sunksi kepegawaian lainnys scuuni ketentusn peralums
perundang-undangan,

(5) Sunksi administratif sebagaimana dimakéud padd ayat [4)

(1)

(3]

(2]

[2]

1]

diberikan oleh Wali Kota.

Pasal 149
Bendnhara Penerimaan pada SKPD wajib menyelrnggarakan
pembulkunn techndnp seluuh penerimuen dan penyetorin
dins ptaerimesn yang metjodi langgung jawabiya
Bendahsra Penerimnan pads SKPD waiih menyampaikan

PPK SKPD paling lambat tanggal 10 (sepulub) bulan
bérikiitnya.

Bendahera Penorimeen pedo. BEPD waiib. menvampaikan
loporan  pertanggungiawnban penerimaan  kepada PPRD
paling lambat tanggal 10 (sepulub) bulan besikatnya.

PPRKED melakukan verifikasl, svaluasl, ddn enalisis atas
laporan  pertanggungjawaban penerimasn  schagaimana
dimaksud pada aysl (3] dalem  ranska  tekonsiliasi

Pasal 150
Peagembalian atps kelobihan Penerimasn Doerah  yang
sifatnys  berulsng dan terjadi pada tmbun yeng sama
maupun nhun sebelumnya dilakukan dengan membebankan

‘padn releening penerifaan vanp bersangkatan,

Fepgemnbalian  stas  Kelebihun Ponerimasn Doersh  yang
sifatnva tidak bervlang vang tefjadi dalam tahun yeng sama
dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimasn
vang bersangkuten.

Pengembaliaon  atas kelebihan Penerimeasn Dactdl vang
sifatnya tidak berulang yang tergadi pasea  tahun
sebelumnys dilakukan dengan membebankan pada rektening
beianja tidak terdugs.




Bapmen Keenum

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Dasrah

{1}

[2]

[3]

11]

12}

{31

(4]

(5

Pasal 151
Scting penpeludran harus diduknng buks yang lengkap dan
sall mengengl hak yang dipemleh oleh plhak yang mienagih.
Pengeluaran kas yang mengekibatksn Beban APBD tidak
dopat dilakukan scbelum mncangan Poraturan . Dacreh
tentang APBD ditetapkan dan divndangkan dalam lembaran
Daerah.
Pengeluaran kas scebegaimana dimaksud padi aval (2] tidak
termasule pengeluaran keadaan derurat dan)/ ateu keperloan
mendesak sesuni dengan ketentuan perstursn perundang-
undangan.

Pasal 152
Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melaly
PPK SKPD berdasarkan SPD atau dolumen lain yang
diprrsamakan dengan SPD,
Petignjuan SPP kepada KPA berdesirkan pertimbangan
besaran SKPD  dan  lokasi, disampaikan Bendahara
Pengeluamn  pembantu melglal  PPK Unip  SKPD
berdasarkan SPD atau dekumen lodn vang dipersumalein
dengan SPD.
Pengajuyan SPP kepada KPA bordasarkan perfimbangan
Pengeluaran pembantu melalui PPR SKPD berdasarkan SPD
atall dokumen lain vang dipersamakan dengan SPD.
SPP sebapenmona dimakssd pade ayar (1] terdin ats:
a. SPPUP
b, SPPGU;
c. 8PP TU; dan
d. SPP L5
SPP sehagaimana dimaksud pada syat (2] dano ayat (3) terdin
Aras:
a. SPPTLU; dan
b: SFPLS.




Pasal 153

{1} Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh
Bendahara Perigeludrdn dalsm rangln pongisiin UP.

(] Penerbitan den pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh
Hendahars Pengeluamn dalam rangke mengganti UP,

(3) Ketentuan lehih lanjut mengenal besaran UP dan GU
sebagalmana dimakeud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
dengsn Kepitusan Wil Kots.

4] Pengajuan SPP UP sebagnimana dimeksud pada ayat (1)
diajukan dengon melampirkan keputusan Wali Kota tentang
besarun UP sebagaimana dimaksud pada ayar (3],

(5) Pengsjuan SPP GU sehagsimana dimaksud pada avat [2)
dilarnpiri denigan  dolkumen asli | pertsngmungawaban
penggunasn UP. ..

Pasal 154

1] Behdahbara Pengéluardn atill Béndahara Pengeluaran
pembaniu mengajukan SFPP TU  umiuk melaksansksn
Ecgisten yang bersifst mendesak dun  tidak  dapat
menggunalan SPP LS dan/atay §FPP UF/GU,

I2) Batas jumiah pengsiuari SPP TU hirus mendepul persetujusarn
dari PPKD dengan memperhatikan rincian keburuban dar
walkttu penggunasnya.

() Dalem bal sisa TU udak habis digunaksn dslam | (satu)
bulan, sisa TU disetor ke Rekening ks umum Dasrah

(%) Kctentuen baizs wakitn penyemran sisa TU scbogaimono
dimaksud pads ayar {3) dikecualikan untuk:

a. Kegiatan yang pelaksanaannys melebihi 1 (sara) bulan;
danfatan

b Kegietan vang mengalami perubahean jedweal dari veng telah
ditetapkan sehehumnyn akibat peristiva di uar kendali
PA/KFPA.

{5 Pengsjuin SPP TU sebiagaimana dimaksuld pada ayat (1)
dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunsan dana.

9E




(1]

()

(1]

t2)

(1)

(2]

(=]

Pasal 153
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP 1S dilakukan aleh
Bendahara Penpeluaran untuk pembayaran:
o, guji dan tunjangan;
b. kepada pihak ketiga stas péngedaan barang dan jaso; dan
c. kepada pthok ketips lainnya sesual dengan ketentuan

peraturan perpdang-undangan,

Pengajuan dolkumen SPP LS untuk pembayaran pengadann
barang dan |asa sehagsimana dimaksud pada avat (1) huraf
b dapat jugn dilaluksn oleh Bendahara Pengeluaran
pembenty  dolam  hal PA  melimpahkan  sebagian
kewsnangannya kepada KPA

Pazal 156

Pengajuan dokumen SPP LS unmk pembaysran peogadaan
barang dun jasy sehagaimana dimaksud dalam Pasal |55 ayat
(1} huraf b oleh Hendaharn Pengeluaran/Bendiahara
Pengelusran pembantu, dilakuksn puling lamibt 3 (tiga) Heri
geple ditermmanya tagiban dari pihak ketiga melalha PPTK.
Preopajusn SPP LS dilampin dengan kelengkapan persyartan
yang ditclapksn sesusi  dengan kelentuan  persturan
perundang-undangan,

Posal 157

Rerdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 153 ayat (1), PA mengajukan permilnman UP
kepada Kussa BUD dengun menerbitkan SPM UP.
Berdiesarkan pengsiuan SPP GU sebpgeimana  dimakspd
dalam Pasa! 153 ayal 2), PA mengajukan penggantian UP
yang telah digunakan kepada Kussa BUD dengan
metictbilkan SPM GLU.

Berdasarkan pengajuan SPP TU -sebepmimunc dimusksud
dalam pasal 153 avat (1), PA/KPA mengajukan permintasn TU
kepuda Kunsa BUD dengan menerbitkan SPM TU,




(1

[2)

(3]

(1]

2]

(7

4]

Pruul 158

Berdasarkan 8PP LS yang disjulmn oleh Bendaliam

Pengeluaran /Beridahats Pengzsluarar Pembantuy

sebognimens dimaksod dofam Pasal 155 ayat (1), PPR

SKPD/ PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:

a. kebenaran marterizl surat bukti mengenni hok pihek
penagih;

b, kKelengkapan dakumen yang menjadi
persvaratan/seshubungan dengan  ikatan/ perjanjian
pengadaan barang/jasa;dan

o, kelepsedinan dena vang bersanghutan.

Berdnsarkan Hasil verifilkasi sebogaimana dimaksud pada

syvat (1), PA/EPA memerintaliksn pembavaran alis Bebat

APBD melalui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.

Dalsm hal Hasil verifikasi tidak miemenuhi syarat, PA/KPA

tidak menerbitkan SPM LS dan migngembalikan dokumen SPP

LS poiing lombat | {satu) Heri terhitung scjuk dilerimonyi

BPP,

Pasal 136
Kuagsa BUD menerbitlian SP2D berdasarlain SPM - vang
diterima dari PASKPA varng  ditujubtan  kepada  bank
aperasional mitea Kerjanyw
Penerbitan SPID sebapgaimana dimsksud pada ayat (1) paling
lamia 2 (diis) Hifi sejak SPM diterima,
Detlam tanghka penerbitan SP2D sebagalinans dimaksud pada

ayat [2);, Buasas BUD berkewa)iban untuk:

a. mencliti kelengkapan SPM yang diterbitican aleh PA/KPA
berupa Surst Pomyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

b. miengujl kebensrun perhitungan tagihan atas Beban AFBD
yang tercantum dalnm: perintah pembavaran;

c. mengujl ketersediaan dana Kegiatan yvang berssngleutan;
dan

d. memerintahlan  pencairan dann scbagei  dasar
Fengeluarnn Daergh.

Kunsa BUD tidak menerbitkan SP2D yang disjulkan PA/KPA

apabila:
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a. Udak clilengkap Buorat Pernvatsan Tanggung Jawab
PA/KPA; dan/atan
b. pengelusran tergebut melampael pag.
{5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM  dalam hal
ketentiuan sehagaimana dimaksud pads dyst (4) poling lambii
I (satu] Hari terhitong sejek diterimanya SPM.

Pasal 160

(1) Bendahara Pergeivaran/Bendabara Pengeluaran Pembantu
melaksanakan pembavaran seteloh:

a. menchtt  kelengkapan  dokumen pembayaran  yveang
ditorbitian aleh PA/KPA beserta bukti transaksinys;

b. menguji kebenaran perhitungan legihan yang fercsntum
dalam dokumen pembavaran; dan

€. mengujl ketersedisan dana vang bersanglkitan.

(2) Bendahara Pengelusran/Bendahara Pengoluaron pembanty
wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila
persyaralan schogaimana dimalksud pada ayar (1) tidak
diperiuhi.

(3} Bendohara Pengeluaran/Bendehara Pengeluaran pembanin

bertanggung jewab secard pribedl stas pembaynren yeng
tidaik memenuhi syarat sebagalmana dimaksud pada ayvat (1),

Pa=al 161

(1) Bendohara Pengeluamn/Bendahars Pengaluamn pembanta
schagni ‘walib pungut Pajak Penghasilan dan  pajak
pertambahan nilal wajib ményetorkan sshurah penefimaan
potongan dan pajak vang dipunguinya ke Rekening Kas
Umum Negara.

(2} Bendahara Pengeluaran/Bendshara Pengeluaran pembantu
sehagal wajib pungut Pdjak Daerah wajib menyelirkan
sefuruh penarimasn porongan dan pajak yang dipunguinyi
ke Rekening kas umum BPaerah.

it TEa
PAJKPA dilarang menerbitkan SPM yurng membebani shon
anggaran berhenean setelah tahun angeparan berakhir.




(1)

2

(3

S

(1]

(2]

Fasal oed
Bendahara  Pengeluaran  gecars  adininistratif | wajib
mempertangsunginwablan ponggananh UP/GU U LS
kepada PA melaiul FFK SKPD paling lambac targgal 10 bulan
berilkuinya.
Bmdahara Pengeluaren/ Bendahamm Pengeluarnn pembantu
pada  SKPD  wajlb mempertangmunigawabkan  secars
lungsional alas pengelolnan usng  vang  menjadi
anggungawabnyas  dengan  meénvampaikan  laporan
p&rmn ppngiawsahban pengelusrmn kepoda PPKD scinka BUD
paling lambat tangenl 10 bulan berilkitnya.
Hetentuan butas waktu penerbitan surat pengesahan laporan
perlanggungjawaban pengelunran dsn sonksi keterlsmbston
penyumpinn leporan Pﬁtﬂﬂm awaban diterapkan dalam
Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Dacmah.
Penyomipuian portanggungiawaban Bendahara
Peogeluaran/Bendaharas  Pengeluaran  pembaniu secara
fungsional  sebagaimana dimeksud pada  avat (2
dilaksanskan setelah  diterbitken  surat  pengesahan
pertainggungiawaban pengeluaran oleh PAJKPA,
Untuk tortib lnporon pertnngeungiawnban padn akhir mhun
anggamn, perlanggunglawaban pengelusran dena  bualan
Desember disampaikan puling lambat tsngeal 31 Desember.

Bagian Ketujuh
Pelaksanasan dan Penatausabuasn
Pembiayusn Dicrsh

Pasal 164
Pelaksanaan dann  penatsusahasn penerimeandan
pengeluarnun Pembiayvean Daerah dilakukan oléh kepals
SKPKD.
Peperiinaan dan  pengelusrsan  Pembiayaan  Dasrah
schagaimena dimaksud pada ayat (i) dilskukan melaha
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(3] Dalam hol penerimann dan pengeluaran Pembiayvasn Dacrah
schagaimans dimaksud pada ayat (2] sesual dengan
ketentuan permturan perundsng-undangan tidak dilakubkan
melalul Rekening kas umum Daefah, BUD melalkuokan
pencatalan dan pengesabian pensrimasn dan' pengeliaran
Pembiaysan Daerah tersebut.

Pasal 165

(L) Beadoan  yiang menyebabkan SILPA tahun  sebelumnya
digunakan dalam tahun angearan beralan untude

a. menutup defisit anggaran;

b.

mendanat kewajiben Pemerintah Daerslt yang belum
tersedia eEngearannya,

membeyar buhga dan pokok Utang dan/atan obligasi
Ugerah vang melampaul anggsran  yang  lersedia
mendahuiui pErruhElhan APBD:

melunasi Kewsjiban bunga dan pokok Utang;

mendangl kenailkan gall dan nnjangan Pegawal ASN
altibit tdarnyn kebijukan Pemerintah;

mendonai Frogram dun Kegatan yang belum tersedia
angEErunnya; dan fatau

mendanai Kegiatan yanyg capaign Sdsaran Kinerjunya
ditingkatkan dari vang telah diretapkan dalam DPA SKPD
tahun angegaran berjalan, vang dapat diselesailan sampai
dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam

(2) Perigounaan SILPA schagaimena dimaksud padia avat (1)
dilaksanakan sesual dengan  kstentupn peraturan

perundang-undangsm.

Pasal 166

(1) Pemindahbukuan deri rekening Dana Cadongan ke Rekening
kas umum Daerah dilakukan berdasarkan Tencans
penggunann Dana Cadangan sesual peruntukannya,

(2) Permindahibukiisn diri rekening Dana Cadangai ke Rekening
kas umum Dacrah sebagaimana dimaksud pade ayat (1)
dilskukan setelah jumlah Dana Cadangan yvang ditetnpkan

L’ Q.-\
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berdasgrkan Peraturan Daersh tentans pembentukan Dana
Cadangun vang bersangkutan mencukupi.

(3) Pemindahbukusn sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
puling tnggi scjumlah pogu Dana Cadingan yong okan
digunakan sesual peruntukatnya pada: tahun anggeran
perkenasn sesual dengan yong ditctapkan dengan Peraturan
Dagrah tentang pembentukan Dana Cadangan.

(4) Pemindahbulozan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening
kas umum Daerah sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
dilakulan dengan surst perintab’ pemindahbulouan oleh
Kussa BUD atas persetujuan PPRD,

Paxal |67

(1) Penpgalokusinon anggstan  Untuk pembentuksn  Dang
Cadangan dalam mhun snggeran berkensan sesua dengan
jumish veng ditetapken dalam Peratursn Daemh tentang
pembentukan Dana Cadangan.

(2) Alokasl afigmaran schagaimana dimaksud pada ayat [l)
dipindehbukuican dari Rekening kas umum Daersh ke
rekening Dana Cadangan,

(3} Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dilfakilsn  dengan  surmal  perinteh Kuasa BUD  atas
persettjuan PPKD.

Pasal 168

Daiatrt rihghks pelaksanaen pengeludran Pembiayoan, Kuasa

BUD berkewaiiban uniuk:

a, meneliti kelengkapan perintah pembiyaran yang diterbitkan
oleh kepuia SKPED;

b, menguji Kebonatun perhitungsn pengeluaran Pembiayaan

yang tercantum dalam perintah pembayaran;

menguji ketersediaan dana yong bereangkutan; dan

d. menclak pencairan dana, spabild perintah pembavaran atas
pengelusran Pembiayaan tidok memenulil persyaratan yang
diteinpkan;

f
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Bagian Kedelapan
Pengelolasn Baranz Milik Daerah

Pagyl 169

(1) Pengelalasn BMD addlah kescluruhan Keglatan yang meliput
porencansan  kebubuhan dar pengangeeran, pengiadagn,
penggunaan, pemanfaaton, pengamanan dan pemelibaraan,
peniflnian, perindahtanganan, pémusnshsn, penghapusan,
penptausahasn dan  pembinnan,  pengewasan  dan
pengendolinn,

|2) Pengelolaan BMD scbaguimana dimsksod pads dvat 1)
dilalesannkan  sesusi dengan kerentuan  peraturan
perundang-undangan,

HAB V]I
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama
Arggaran Pendapatin dan Belenje Duerah

Pasal \70

(1) Pemerintsh Dacrah menyusun laporan realisasi semester
pertamb APBD dan prognosis untuk & [enam) bulan
berikutnya,

(2] Laporan sebagaimana dimaksud pada syat (1] disampaikan
kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun

[3) Ketentuan' lebih lanjut mengenal tate cara ponyusunan
laporan sebagaimona dimaksud pada ayat (1) distur denpan
Peraturan Walikota.
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Haginn Kedua
Dasar Perubahan Anggaran Pendapatain
dar Belanjn Daerah

Pi=sal 171
(1] Laporan reahsssi semester pertama APBD  sebagaimans
dimaksizd dalarn Pasal 170 menjadi dasar perubahan APBD,
(2} Feruhahan APBD sebagaimena dimeksud pada ayat (1) dapat
cdilakukan apabila lerjadi:

&, perkembangan vang tidak sssual dengan asumsi KUA;

b. keadoan yang menvebabhkan harus dilabulkun perpeseran
ANSEATED Anlar organisesi, antar unit organisesi, antar
Program, antar Kegiatan, Sub Kegintan, dan antar jenis
belatija;

c: keadaan vang menyebablkan SILPA (nhun anpgssran
sebelumnya harus digpunakan dolem tzhun anggaran
berjaian;

d, keadaan darurat; dan/utau

e kesdaan luar bilasa.

Dagian Ketiga
Perubihan Kebijakan Umum Anggaran
Pendupatan dun' Belanja Daerah dan
Perubahan Priniizs dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 172
(1) Perkembungan yang tdak sesual dengan asumsi KUA
sebagaimana dimaksiud dalam Pe=al 171 ayat (@) horuaf a
dapat berupa terjadinys:
g pelampauvan atau tidak tercapainys proyekst Pendopatan
Darerah;
b. pelumpalian dtau tdek tércalisasinya alokasi Belaniz
Dpernh; dan/atau
¢. perubahan sumber dan penggunsan Pembiayasn Dasrah.
(2} Wali Kota memiformulasikan perkembyangan yang tidak sesual
dengan asumsi KUA sohisgaimany dimaksud pada ayst (1) ke
dalem rancangun perubshon KUA serta perubshan PPAS
berdasarkan perubzhan RKPD.
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(3) Galam mancongan perubaban KUA sebagaimans dimaksud
pada ayat (2] disertu penjelassan menpens) perbedann esumsi
dengan KUA yang ditetapkan sehelumnya.

(4] Dalam rancangan perubahan PPAS scbugsimans dimaksud
pada ayat |2} disertai pénjelasan:

o. Program dan Kegintan wyang dapat diusulkan untuk
ditampung dalam perubahan APED dengarn
mempertimbangkan siss wakty pelaksansan APBD whun
angearan Berjalan;

b. capaian Sasaran Kinerjl Program don Keglalun yoog
hams dilurangt delom perubahon APBD apabils asuamasi
KUA tidak tercapai; dan

€, capaian Sasaran Kincrja Program dan Kegiatan yang
horus ditinglkatkan dalam perubshen APBD apabila
melampatl asamsi KUA.

Pasal 173

{1} Wali Kols meoyusun rancangan pérubahan KUA  dan
rancangan perubhahan PPABR berdasarkan perubahan RKPD
dengan tetap mengacu psda pedoman penyusunan AFBD
dengan tihipan sebogai berikut:

&, TAPD menyiapkan seluruh isi mneangan perubahan EUA
menggunadkan dats dan  informssi  torkait  kebijaloan
nngearan yang terdapat dalam perubghan REPD,

b. TAPD menyiapkan seluruh isl rancangan perubahan PPAS
menggunakan data dan informasi terkailt program prioritas
tieserta indikatar kinerja den indlkas] pevidanaan yang
bersumber dart perutmbinn RKPD.

(2} Wali Kota menyampaikan rancangan perubshan KUA dan
rancangan perubmhan PPAS kepada DPRD.

(3) Wall Hota dan DPFRD melakukan pembalssan mmncangan
perubeahen KUA dan rencangan peribaban FPAS.

(1) Wali Kotm dan DPRED melakoksn penyepakatan bersama
berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan EUA
dan rancangnn perubshan PPAS,

|5} Kezepakantan  sebiugaimana vang dimaksud pada omr (4)
menghasiilem perubahan KUA dan perubahan PPAS.
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Bagian Keempat
Pergeserun Angsaran
Pasal 174
Pefgeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171
avat (@) bural b dapat dilakuban antar orgenisasl, anter N
organisasi, antar Program, antar Kegiatan, Sub Keogatan dan
antar kelompok, antar jenis belanja, antar olyek belanjs,
dan/atau antar rincian obvek belanja.

Pasal 175

{1] Pergeseran anggaran antar organisasi, antar umb organisasi,
antar Program, antar Kegiatan, Sub Kegiatmn, antar kelompok
dan antar jenis belanja schagniminn dimalksud dulam Pésal
174 dilekukan melahsl perubshan Peraturan Daorah temtang
APED.

[2) Pergeseran anggeran antar obvek belunja dan/atu antar
rincian obvek belanja sebaggimana dimaksud dalam Paxsal
174 dilakuken melaltl perubshan Peraturan Wall Kots
tentang Penjabaran AFBD.

(3) Pergeseran angearan antar obyok belanja dalam jenis belanje
dan anipr rincian obyek belanja dalam obyek belanjs
sebagaimuni dimuksid padu ayat (2) ditelsplon oleli Weili
Kata.

{4] Pergeseran anggaran sebagaimana dimeksad pada avat (1)
dan ayal (2] diformulasilean dalam Perubahan OPA SEPD.

[5) Perubiahan Peratursn Wali Eotn tentang penjabaran APBD
sebagammansa dimaksud padea oyat [2) selanjutnya dituengkan
dalam rancangan Peraturan Deerah entang perubahan APBD
stau ditsmpung dalem laporan realisasi anggarsn,

(8) Perubahan Peraturan Wall Kota tentang penjabaran APBD
sebagaimans dimaksid pide ayat (5) ditsmpung dalam
laporan realisasi angearan apabils:

a. tidak melakukan perubahan APED; aton
b. pergeseran dilakukan setelah ditetapksnnys Peraturan
Dadrah rentang perubahen APBD.
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Pazal 176

(1] Pergeseran angparan yang bdak menysbabkan perubahan
APBD meliputi:

4. pergeserun antar objek dalam jénis vang sama, dilalkilkan
atas perselujuan Sekeetaris Daerah.

bi pergesernn entar oocien objelk dalom objck yang sama,
dilakulkan ates persetujuan PPHD,

¢. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian ohjek
yvang samu, dilalcukan atas persstujuan PPKI.

. perubahat ateu pergeseran atas uraian dari sub rincian
objek, dilakuken uias persetajuan PA

(2] Pergeseran anggaran yvang fidak menyebablion perubahan
APBRID yang dilakukan sebelum perubahan APHD, dapal
dilakitkan tanpa meiakukan perubahan Perkada perjubaran
APBD terlebih dahulu, Ketika perabahan APBD dilaingkan,
prorEeseran  angearsn erscebul ditetapkan  datam Perkada
perubihan penjabaran APBID.

(3) Pergeseran anggaran yang tidak menvchablan perubshan
APBD vang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung
dalam laporan realisas anggirin.

{4) Semua  pergeseran dapar  dilaksanakan  berdasarkan
pertibahan DPA-SKPD.

(5 Pada  konisi tertbnifil, pergeseran’  poggaran yang
menyebabian perubahan APED dapat dilsdcukan sebelum
perububian APBD melalui ketelzpan Kepala Daerah dengan
diberitahukan kepads pimpinan DPRD. Kondisi tortentu
tersebit dapat berupsa kondisi mendesak ata perubabian
prioritas pembengumn beikdi tingket nasional stau Dacrah,

(6) Jika pergescran tersebut dilakuksn sebelum perubahan
APBD, pergeseran/perubahan angesaran ditampung dalam
Perda perubahban AFBD. Jika pergeseran tersebul dilakukan
setelah perubahan APBD, dilaparkan dalam Lsporan Realisasi
ANERArAr.

Pasal 177
Retentuan lebih lanjul mengenai tata cara pergeseran angearan
scbagmmana dimaksud dulam Pasal 175 dan Pasal 176 distur
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datam Perpruren Wali Kota sesyad dengan Ketentuan perafuran
perundang-undangan,

Bagian Kelima
Penpgundan Sisa Lebih Perhitungan A.ﬁg@rau
Tahun Sebelummys Dalam Perubahan Anggarnn
Pendapatan dan Belanjs Dacrah

Pasal 178
Penggrinaan SILPA  talun  sebélumnyid  dnfulk  pandanaan
pengeluarin sebagdimana dimaksud dalam Pasal 171 ayst (2)
huruf ¢ diformulasiban ferlebih dahulu dalam Perubshan DPA
SUPD dan/atau REKA SKPD.

Pendanaan 'Keadaan Darurat

Puasal 179

(1) Pemeritah  Dacrah  menpusalkan  pengelusran  antuk
mendanog  kesdepn darurat  vang  kurang  tersedia
AangEarAnnyR sebagaimana dimaksud delam Pasal 171 ayat (2)
huru! d dalam rancangan perubahan APBD.

|2)] Dulam hal pengeluaran untuk mendanal keadaan darurat
schagnimans dimaksud pﬂ.{lﬂ avat (1] dilaluksn setelah
perubzhan APBD amu dalom hal Pemerintsh Daersh tidak
melakukan perubshan APBD maks pengeluarsn terseblt
disampailcan dalam laporan realisasi anggaran.

Ragian Ketujuh
Pendanaan Keaduan Luar Biasa

Pasal 180
(1] Perubahan AFBD hanyva dapat dilakukan | [satu) kol dalam
1 [sat) tahun anggaran, kecusli dalam keadasn lusr binsa
sebagidiming dimaksud dalsm Pasal 171 st (2) huruf e,
(@) Keadean lusr bissy sebugsimana dimalesud poda ayat (1)
merupakan keadasan vanyg menyebablon estimas) penerimssen
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(3]

(1)

(2]

(]

dan/atau pengelusran dalam APBD mengalemi kenaiksn
dtod penurdnan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
Hetentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar
ass sebagaimana dimaksud pade avel (1) distur dalam
Peraturan Wali Kota desusi dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasal 181

Dalam hel keadasn luar bipsa yeng menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 0%
{lirma puluh persen) scbigaimana dimaksud dalfam Pasal 180
gyat {2) dapat dilalrukan penambrharn Kagiatan, sub Kegiatan
bary, denfamu peningkatan capatan Sasaran Kinena
Program dun Kegiatan dalam tehun anggaran berkenaan,
Dalam Hal Keadaan luar bisss vang menycbabkan estimas
penerimaan dulisn APBD iengalami penurunan lebih dari
50% {lima puluh perssn) sebagsimana dimaksud dalam Pasal
180 ayar (2) depat dilokuken penjadwalan ulang dan/atan
pengurangan capatan Sasaran Kinepja Program dan Kegiatan
luinnya dilam ahun Gnggaran berkenaan.

Bagian Kedelapan
Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapitan
dan Belanja Dacmh

Pasal 182
Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 172 avat (2] disampaikan
oleh Wall Kows kepada DPRD paling lambol mringeil pertama
bulan Agustus dalam tshun angearan berkensan,

(2] Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubshan PPAS

schagaimana dimaksud pada ayat (1) dibghas bersama dan
disopakay Wali Kota dan DFRD menjadi porubatian KUA dan
perubahan FPAS paling lambat mingeu kedus bulan Agusnis
dalam tahun anggaran berkensgn.
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Pasal 183

(1) Dalam hal Wali Kota berhalangan tetap, Wakil Wali Kota
menvampalkan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS  kepada  DPRIY, mepandatangani
kesepakaran terhisdap rancangan perubaban KUA dan
rancangan perubshan FPAS serta menandatangsni nots
kesepakatar  perubshan KUA  dan  nota  kesepakatan
perubahan PPAS,

(2) Dalam hal Wall Kota berhalangan sementara, Wall Kol
merdeiegamkan  kepada Wakil Well Kotag  Gntak
menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahar  PPAS  kepacda  DPRD,  menandatangani
kesepnkatan terhadap rancangan perubahan KUA dan
raneangan perubaban PPAS serts menondatanganl nom
kesypakatan  perubaban KUA dan  nots  kesepakatan
perubzahan PPAS,

(3] Balam hal Wali Kola dan Wakil Wali Kota berhalangan telap
Alau samehtam, penjabut peneganti Wall Kota menyartipaikan
rancangarn perubahan KUA dan rencangan perubahan PPAS
kepads DPRD, menandatangani kesepakoton terhadap
rancangan perubahan KUA dan rancangsn perubshan PPAS
serin mennidatengani nota kesepukiatan pérubahan KIJA dan
notzx kesepakatan perubahan PPAS.

{4} Dalam kal pimpinan DPRY berhalangan tetap atau sementara
dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan
DPRD menandatenganl kesepakatan terhadap rancangan
perubahan KUA dan rancangan peruobahan: PPAS scria
menendatangani noia kesepakatan perubahan KUA dan nota
bzaepukatan perubahan PPAS.

Fasal 184
1] Perubatian KUA dan perubshsn PPAS vang telah disepakan
Wali Kota bersama DPRD sebagaimens dimsksud dalam Pasal
173 ayat (4) menjadi pedoman Perangkat Dacrsh dalam
menyusun perubahan RKA SKPD.
[2) Perubaban KUA dan perubshan PPAS sebagaimann dimelosud

patla ayat (1) disampaikan kepads Perangkat Dacrah disertai
110




dengamn:

&, Program, Regintan, dan sub Kegiatan bang;

s, lkriterin OPA SKPD yang dapat diubah;

¢, hatas wakin penyampaian perubshan REKA SKPD kepadu
PPED; da)/ mtai

d. dokumen sebagsi lampiran meliputi kode rekening
perubshan APAD, format perubshin RKA SKPD, ansllsis
standar belunja, standar harga satuan dan perencanaan
kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan,

{3} Pepvampsaian sebhrgaimana dimaksod pada ayat [2) dilaloukan
paling lambar minggu ketiga bulan Apusius tahun anggaran

Pasal 185

[1] Eepals SKPD ményusun perubihan REA SEPD berdasarkan
perubalian EUA den perubahan PPAS schagaimana dirmaksid
dalam Pasal 173 aynt (4).

{2} Perubahan REA SKPD scbagaimana dimaksud pada aval (1)
disgmpaikan kepada PPED ssbagei buhan | prTyusinG
rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Angssran
Pendspatan dan Belanjs Dasrah

Panal 186
Hetentusn  mengends (Bt cird penyusunan RKA SKPD
schagaimans dimeksud dalem Pasal 106 sampai dengan Pasal
114 berlaku sccara mutatis mutandis terhadap penyusunan
perubiakan RKA BKPD pada perubahan APBD.

Posal TH7

(1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam
Pasdal 184 ayvat (2) humd b berupa peningkatan atau
pengurangan copeisn Sasaran Kinerjg Program, Kegintogy,
dan sub Kegigtan dan yang telnh ditetapkan semuln,

[£) Peningkatan atau pengurangan copainn Sasaran Kinerja
Program, Kegintan dan sub Kegiatan sebagaimans dimaksud
pada ayat (1] diformulasikan dalam perubakan DPA SKPD.

(3] Perubohan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja,
kelompnle, jenis, obyek, rincian obyek dan sub nincian obyek
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(1]

(2]

(3

4]

(5

(1)

pendopatan, belanjs; dan  Pembinvaan  baik  scbelum
dilakukan pertbahan maupun selelah periibshan,

Pasal 188

Perubahan REKA SKPD yeng memuat Program, Kegaan dan
stib Hegialan baru dun perubahen DPA SEPD vang akan
diangearkan dalam perubshan APBD yang telah disusun aleh
SKPD disampaikan kepada TAPD melalul PPED untuk
diverifikasi,

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dilakukan
aleh TAPD untuk mensiaah kesesuaian antmra perubalian
RKA SKPD dengan:

u. perubaian KUA den perubshon PPAS;

b. prakiraan maju yong relah disetjui;

¢. dokumen perencanaan lainnya;

d. capaian Kinerja;

¢ mdikatir Kinei;

[, anabsis siandar belanps;

g. standar harge satitan;

h. perencanaan kehutuhan BMD;

L Stundsr Pelavensn Minimolf dim

j. Program, Kegistan danssiub Keglstan antar REKA SKPD,
Dalam hal Hasil yerifikasi TAPD schagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdapat ketidakeesuiion, kepala SEPD melakukan
Py orEmp LT I0ETL,

Selain diverifikasi TAPD, perubahmn REA SKPD jugs diroviu
oleh aparat pengawos intermal Pemorintsh Dacrsh sesu
dengan ketentuan peraturan perundang undangan,
Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pelakssnonn reviu
vleh “sparal  pengawas internal  Pemeriniah Daerah
sehapmimana  dimaksud pada ayvat (4] diamar dengan
Peraturan Walikota

Pasa] |80
PPED menyusun mancangan Peratummn Daernh tenitang
perubdhan APBD dan dokumen pendukung berdasarlean
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(3]

[

perubaban RKA SKPD yang telah disempurnnksn oleh kepala

SKPD.

Runcangsn Peratiran Daerah tentang parubahan APBD

schagaimany dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran

piling sedikit terdiri atas:

a. ringkasan APAD vang diklasifikas] menurat kelompok dan
Jenis pendapatan, belanjs, dan Pembiayaan;

b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerinighan Daerah
dan organisasi;

¢. fnaan APBD metiorigt Urusan Pemérintahan Dacrah;
organisast, Program, Kegigtan, sub Kegiotan, keiompok.
jemis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

d. rekapitulasi Belanja Darcrah dan lesesuaian menunit
Urusan Pemerintahan Dasrah, organisasl, Program,
Kegiatan, den sibh Kegiatan;

e. rekapitulasi Belanja ﬂ&urﬁh unfuk keselarasan dan
keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan [ungsi
dalam kerangha petgelolann Reusngan negars;
daftar jumlsh pegawsal per solongsn dan per jabatan;

. dallar Piutang Daseah;

h. dallar penyerisan modal decrab ddan investasi drersh
lainnya;

i. daftar perkirnen penambahan dan pergurangan aset
tetap daerah;

|- daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-
fain;

k. daftar Kegiatan tehun angsaran sebelumnya vang beluwm
disclesaikan dan disnggarken kembsli delam  tahun
BT EEHran hﬂ:l'iu:nﬂan.

. daftar Dana Cadangan daerah; dan

m. daftar Pinjaman Dasrah.

Dokumen penduliang sebagaimana dimaksud pada ayatc (1)

terdit] atas nota keuangan dan rancangan Permturan Wal

Hota lentang perjabiran perubahan APBD,

Rancatigan Peraturan Wali Kota tentang penipbaran

perubehan APBD sehapsimans dimsksud pada ayot {3

memuat lampiran pating sedikit terdin ams:
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i ringkéasan perjub@ran peribabon APBD yvuhig diklssifikasi
menurut jenis, obyek. mncian obvek, den sub rincian
obyek pendapaian, belunn, dan Pembiayean;

b. penjsburan  perubshan  APBD  menurut Urosan
Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kepiatan, sub
Kegiatan, jenis, obwek, dan rincian obyek pendapatan,
belanje, dan Pembiayninn;

c. deftar pama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah; dan

d. daftar numna penerima, slumat penerima, dan besamn
bantuar osial.

Paszal 190
Rancangan Permiuran Dadrah lentang perubahan Anggsran
Pendapatan dan Belanje Dasral vang telih disusun aleh FPED
disampaikan kepada Wali Kota.

Bagian Kesembilan
Penstapan Perubahan Anggarsn Pendapalan dan
Belanju Dierab

Pasal 191
Wall Rota wejlh menvampaikan rancangan Peramuran Daeral
tentang perdbichan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepidn DPFRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung
untuk dibahas dalam rangka memperoleh persemajuan bersama
paling lambat mingzw keduz bulsn September tahun anggaran
berkenaan.

Pasal 1892
(1) Dalam hal Wakl Kote berhalsogan tetap, Wakil Wali Kot
bertupas:

a. mengijukan raneangan  Pergturan Dsersh  lentang
Perubahan Angearan Pendapatan dan Belanja Daerab
kepada DPRD; dan

b. menandatangani  persetujuan hersama  terhadap
Tancangan Feraturan Daerah tentang Perubahan Ahggaran

Pendapatan dan Belanja Daesroh:
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(2} Dalam hal Wali Kote berhalangan sementara, Wali Kota
mentdelegasikan kepada Wakil Wall Kota untule
A mengajulkan  mneatigan Peraluran Dasraly tentang
Perubahan Anggaran Pendopatan dan Belsma Dacrab
kepndn DPRD; dan

b, menandaiangani | perssrujuan berssma terhadap
rancangan Peraturan  Daerah  tentang Perubshan
Angegnran Pendapatan dan Belanjo Darrah

(3] Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kora herhalangan ttap
atpy sementara, penjabat pengeant) Woli Kete yung ditumgul
dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, menyampaikan
rancangan Poraturan Dacrah lentsng Perubshan Anpparan
Pendapaiant dan  Belanjew Deerah kepada DPRD;
menEndatangani persetajuan bersamea terhadap rancangan
peraturan dacrah tentang Perubahan Angzaron Pendspatan
dan Belania Daersih.

(4) Dalam hal seluruh pimpinan DPFRD berhalangan tetap atau
semeniara dalam waktu vang bersamaan, pelaksanag magas
pimpinan DPRD menandatangani persetujusn  bersama
terhodap rancangan Peraturan Daerah’ lentang Perubahan
Angphran Pendaputim dan Belenja Daerah.

Pasn] 193

(1) Pembahasan rancangan Peraluran Daerah  fentang
Perubahan Anggaran Pendapatin dan Belanla Daersh
dilnkzanslkan olch Wall Kota dan DPRD setelah Wali Kots
menyampaikan rencangan  Peraturan  Deeroh  tontong
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanjs Doerah beserta
penjélasan dan  dokumen pendulung  sesusi dengan
Eelentluan pératuran penimdang-uhdangan.

[2] Pembshosan rancangan  Peraturan  Daersh  tentang
Pﬁﬁtﬂ.hﬂn Anggaran Pendapatan dan  Belanje Dacrah
berpedoman pada perubahan REPD, perubahsn KUA, dan
pertibaban PPAS.
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Bagan Kesepuluh

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belunjs Dacrah

oy

{2)

&)

Pasal 194

Pengambilan Xeputusan mengenal rancangan Peraturan
Daermh tent=ng Peorubshon  Anggaran  Pendapatsn  dan
Helanje Daerah dilakukan oieh DPRD bersama Wali Kota
paling lambat 2 (Hga) bulsn sébelur tahin angensan
berkensan berakhir.

Dalam hal DERD sampai batas wakiu sebagaimana dimaksad
pads ayat (1) tidak mengambll keputusan bersams dengan
Wali Koln terHudop runcangan Perdturan Dacrah lentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanjas Daesran, Wall
Kota melaksonghan pengelusran yang telab diangearkan
dainm APBD tmhun snggarmn berkenuan.

Ponetapan mncangan Peraturan Dacrah tertang Perubshan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daorah dilikokan setelah
ditetapkannya Peraturan Daerah IEntang
pertanggungiawaban pelaksanaan APRD tahun sebelumnya.

Fvaluped BEancangan Peraturan Daersh tenitang
Perubahan Angoaran Pendapatan dun Belanja Dacrah
dan Rancangsn Peratursn Wali Kota tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

(1

Belanja Dasrah

Passl 195
Rancangan Peruturan Dagrah tentang perubshan Anggsman
Pendapalan dasi Belanja Daerah vang telah disetujui beranmp
dan rancangan Peratiran Wall Kota tentang penjabaran
perubahan .ﬂnmmﬂ Pendapatan  dan Belania .ﬂﬂﬁm.h
disampaikan kepads Gubermur sebegnl wakil Pemerintah
Pusal paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanpeal persetujuan
Hancangan Pesaturan Duteak tentang perubnhiat Anggmaran
Pendapatan dan Belanjn Dasrah untuk dievalunsr sebelum
ditotapkan oleh Wall Kota.
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(2}

13}

[4)

(1)

(2]

13]

Rancangan Peraturan Daerah tentang perubghan Anggaran
Pendsputan dan Belunju Darrah dsn rancangan Peraluran
Wali Hots tentang penjabarn perubshan  Angguran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimaneg dimaksud pada
syval (1) disertai dengan perubshan REPD, perubahan KUA,
dan perubghan PPAS yang discpakati antara Wali Eota idun
DPRD,

Dalam hal Hiasil evaluasi raficangan Perataran Daerah
temtang . porabahan  Angmran Pendapaian dan Belanjo
Daerah dan rencangan Peraturan Walh  Eota  fentang
penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah sesisi dengan ketentusn peraturan  perundang-
undangan vang lebib tngsl, kepentingss umum, perubahan
REPD, perubaban KUA, prrubahan PPAS, don RPIMD, Wak
Kota, menstapkan rancangan tersebut menjmdi Peraluran
Daerah dan Peramizan Wali Kota sesuni dengan ketentuan
peraiuran perundang- undangan,

Dalem hol Hesil  evalussl rancangan Peraturan Deesrah
cntang  perubahen  Angearsn Pendapatan dan Belanja
Dacruh  dion rancsngsn Persturan Wali Kota tentang
pénjabiaran perubalion Anggaran Pendspatan dun Belanja
Daerah Odak sesual dengan kementuan peraturan perundsng-
undangan yang lebih tinggl, kepentingan umum, perubaban
RKPD, perulaban KUA, perubahan PPAS, dan RPIMD, Wali
Eolu berssma DFRD melakukan pervempurnaan paling lama
7 {ajuh) Hard sejak Hasil evaluds) diterima,

Pasal 196

Pervempurmnaan Hasil evaluasi schagaimans dimaksud dalam
Pasal 195 gvat (1) dilakuksan Wall Koeta 'melalul TAPD Bersarnis
dengan DPRD melalai hadan anggarmn:

Hasil penyempumaan scbagaimons dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputussn pimpinan DPFRD.

Keputusan pimpinats DPRD sebagsimans dimalsud  pada
ayat (2] duyadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tontang

perubahan Anggarmn Pendapatan den Belanja Daerah,
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(=)

15

Keputusan pimpinan DPRD sebagaimenz dimaksud pada
ayval (2 dilaporkan pude sidang panpurns benikanys.
Reputusan pimpinan DPFRD sebagaimann dimaksud pada
ayal (2] disampaiksn kepuds Gubemur untule perubshsn
APBD paling lambat 3 (tiga) Harl setelah kepufusan tersebut
ditetapkan.

Pasal 197

(1) Bancangsn Peraturan Dasmsh tentang Perubahan Anggaran

(2

Pendapatan dan Belanja Baemab dan rancangan Peraturan
Wali Kotn (ontang Penjabaran  Perubshant' Anggaran
Pendapatan dan Belanjs Damergh yang telah dievalupsi
ditetmpimn aleh Wali Kotz menjadi Peraturan Daerah tentang
Perubahan Angparan Pendepatan dan Belanja Daersh dan
rancangan  Poraturam Wall Kola  tentang  Penjabaran
Periibinhin Angearan Penidspatan diun Belanja Dasrah.
Dalum hal Wali Kota berhalangan, peojabat yang berwenang
menstapkan Peraturan Dasrsh tentang Perubahan Angesean
Pendapatan dan Belanja Dacrah dan rancangan Peraluran
Wali Kote tentang Penjabaran Perubaban Anggaran
Pendapatan den Belanja Daersh.

BAB VI

AKUNTANSL DAN PELAPORAN KEUANGAN

(1]

PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Aluntansl Pemerintah Darrah
Pasal 198
Akuntansi Pemerintiah Daerah dilaksanakan berdasarikan:
. Kebjjahan Akuntansi Pemerintah Daerah;
b. SAPL); dan
c. BAS unrule Doorak,

aciual dengan ketenbizan peraturan perunidang-uindangan.

(<

Aluntanm Pemenntah Dasraby sebageimine dimaksud pads
ayat {1] dilaksanakan oleh entims akuntansi dan entites
pelnporan.
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Prsal 199

(1} Kebtinkan Aldntang: DPemerintah Daerah  sebagaimeana
dimaksud dalam Pasal 1298 avat (1] hormaf a2 omelipob
kohijakan akuntansi pelaporsn kettangan dan  kebijakan
akuntansi akun,

(2} Kebljakan akuntansl pelaporan keuangom  scbagalmosia
dimaksiad pada syat (1) memuat penjelasan aims unsur
laporan keumngan vang berfunpsi sebagal pandusn dalam
penyajian pelsporan kegsangsan,

(3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud puda ayat
(1) mengatur definisi, pengakian, pengialurhn, penilatan,
dan /ooy pengungkapan iransaks atay peristiva sesum
dengan SAP,

Pasal 200

(1) SAPD sebagoimans dimuksud dalam Pasal 198-ayal (1) haraf
b, memuat pilihan prossdur dan toknik glunens: dslam
melakukan identifikasi transaksi, pencatmtan pads jurnsl,
posting ke dulam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan
penyajian laporan kouangan.

12} Penvajien laporan keuangan sehagaimana dimaksod pada
ayet (1} paling sedilkit meliputi:

a. laporan realinasi angparan;
b. lapbran perubshen saldo anegaran lebili;

[#ls piile M

laporan operasions);

laporan wris kas;

leporan perubahan ckuoltas, dan

catatan atas laporan keuangan.

{3) SAPD sebagaimann dlmal;ﬁ;td pada ayat (1] meliput sistem
akuntansi SKPKD dan sistem skuntansi SEFD.

WA o p

Pasal 201
(1] BAS untuk Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128
avat (1) hurof c merupalsin pedomsn baei Pemerintuh Daerah
dalom melakukan kodefikas! akun yang menggambarkan
strukitur APBD dian laporan keuangin ‘stciird lenghap:
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2]

(3}

BAS untuk Dagrah scbaguimana dimaksud pada ayar [1]
hermjuanuniuk mewujudkan statistik keusngan dan laporan
leuangan secars nasional yang selams dan terkonsolidesi
anlura Pemerintah Pusat dengan Pémerintah Daerah, yang
meliputl penganggaran, pelaksanasn anggaran dan laporan
ksviangar.

BAS untuk Daerah sehagaimana dimaksud pada nyat [2)
diselaraskan dengan began alam standar Pemeriniah Pusat,
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasil 202
Eerenmuan  lebih fanjul mengenal  Kebijakan  Aluntons:
Pemerintah Dasrah sebagalmuna dimaksud dalam Passl 199
sampal dengan Pasal 201 disatur dengan Pemiburzm Wall Kows.

Bagian kedua

Pelaporan Keusngan Pemerintah Daerah

1)

(2)

(3

Pasal 203
Pelaporan keuangan Pemerintah Dacrab morupaksn proses
penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintgh
Dacrah oleh entitns pelaporan scbugai Hasil konsolidesi atas
laporad keuangan SKPD sclaku entitas akimbansi.
Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimoksud poda ayat
(1] disusun dan disajikan oleh kepale SKPD selaku PA scbagai
enlitas akuntansi paling sedikit meliputi;
a. laporen reallgasl anggaran,
b. nersca;
€. |laporan operasionai;
d. lsporan perubohan ekuitas; dean
e. catatan atas laporan ksuangan.
Laporan keuangan SKPD sebagalmana dimalksud pada oyat
(1] disampsikan kepada Wali Kota melalui PPKD paling
lambat 2 {dua) bulan sstelah mhun anggamn berakhir sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

120




(1)

i<

(3

Pagal 204
Laporan keuangan Pemerintah Daerah  sebagsimana
dimaksud dalem Pasal 203 avat (1) disusun dan disajikan
oleh kepala SKEPKD selaku PPKD sebagai entitss pelapuran
untule disampaikan kepada Wall Koka dalam  rangkn
memenuhi pertangrungiawabon pelalcsanaan APBD.
Laporan  keuangan Pemerintah  Daerah sebagnimansg
dimaksud pada avat (1) paling sedikit meliput:
. luporan realisasi anggaran,
b. laporan perubahan ssldo anggaran lehih;
fulatpil s
|laperan pperasionl;
laporan aruls kay;
. laporan parubahan eluitas; dan
g catatar ates laporan ketiangan.
Laporan  keuangan Pemerintah Dserah sebagaimana
dimoksud pads syat (1) disempalkan kepada Wali Kota
mulalui Sekrotans Darcrah palmg lambat 3 (1iga) bulan setelah
tahun anggaran berskhir sesuni dengan kelentusn peraturan
perundang-undangarn.

L -

Paual 205

(1) Laporan keuasngan Entitas Akuntansi sebagaimans dimaksud

datam’ Pasal 204 avat (1), baikk SKPD meupun SKPKD
dilampiri dengan Sural Pernvatasn Kepalp SKPD/SKEKPKD
yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi
Engpung  jawebnve  lolah  disclengmsmlan berdassrkan
sistem pengendalian intern yang memodai, standar akuntansi
pemerintahan, dan sssual dengan perataren  perandang-

|2) Laporan Arus Kas dan Lsporsn Perubshen Saldo Angearsn

Lebnih ‘disusun dan disajilean oleh Bendahara Umum Daeruh
sebagel baguan dari Laporan Keusngan Konsolidas Entitas
Pelaporsf.

(3) Laporan Arus Kas dan Laporun Perubahan Saldo Anggaran

Lebih  dilampiri dengsn  surat  pemyotesn BUD yang
menyvatakan pengeloloan kas yang menjadi  renggung
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juwwabnya  elabh  diselenggarakan  berdasarkan  sistem
pengendalian interm: yang momadsi, stonder shuntans
pemerintahan, dan  sesual dengan pematuran perundang-

(4) Laporan Keuangan pemerinlah daerah untuk bulanan berupa
Luporan Healisast Anggaran.

15) Laporan Keunngen pemerintah decreh untuk semestenin
berups Laporun Realisasi Ariggaran, Laporan Operasional,
Laparan Porubahan Eluitas, dan Neraca,

|6} Prosex  penyusunan Léaporun  Kelwngan meéngandung
informasi, aliran dats, peoggunean, dan penysjian dokumen
yang dilekikan secam elekironik.

Pasel 206

(1] Laporan keusngan Pemerintah Daerah  sebagaimana
dimaksud dalam Pesal 204 dan Posal 205 dilakukan reviu
oleh apurat pengawas internsl pemerintah sesudl dengan
kelentusn  persluran  perundang-undangan sebelum
disampaikan kepadas Badan Pemeriksa Keuangon ook
dilakukan pemeriksaan.

(2} Laporan  keLungan  Pemerintali  Daerah  schagamang
dimaksud pada =yst (1) dissmpalkan kepads Badan
Pomerniksn Keuangan paling lamber 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

(3) Dalam hal Badan Pemeriksa Kellangan belum menyampaikan
laporan Husil pemeriksann paling lambat 2 (dus) bulan
selelah menerimu laporan ovangandarl Pemerintah Daerah,
rancangan Peraturan Dacrah tentang pertanggungjawnban
prilakusnman APBD disjukan kepuda DPRD.

Pasal 207
Wali Hota memberikan tanggapan dan melghukan penyesuainn
terhadap laporan Hasil pemeriksaan Badan Pemeriltsa Kenangan
atas  laporan keuangan Pemerintsh Daerah  sebagaimana
diniaksuid dalain Passl 206 ayat (2).

123




BY)

(2}

Pusal 208

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informeasi
Kcuapgun Dacrah, PA menyusun dsn menynjiksn laporan
keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan
kepada Wali Kot melalul PPKIDY sesuai dengan ketentusn
peretiran perundang-undangan.

Dalam rangka memerihi kewajiban penyampaian informeasi
Reuungan Dacrah, PPKD monyusun dan menygjikan laporan
keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan
kepada Monteri dan mdirteri yang menyelenggarakan Urisan
Pemerintzhan di bidang keuangan sesunl denegan ketentian
peraturan perundeng-undsngan.

Pdaal 200

Ketentuan lebih lenjut mengenad tala carg pelaporan kenargan
Pemesintah Dacrah sebapsimans dimaksud dolam Pasal 203
sampal dengan Pasal 208 digtr dolom Pemturan Wali Kota

BAB X

PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN AN

(1

(<]

BELANJA DAERAH

Pasal 2101

Wali Kola menysmpaikan rancangan Peraturan Daepah
lentang  Pertanggungiawaban Pelaksanaan  Angdran
Pendupatan dan Belanja Daersaly kepada DPFRD dengan
dilampiri laporan kegangan yang telnh diperikss oleh Badan
Perneriksa Keusnngan sertn ikhtisar laporan kinera dan
laporan keusngan BUMD paling lambet 6 (enam) bulan
setelah tohun anggaran bérakhir,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangsungiawaban
Pelaksannan. Angaran Pendapetan dan Hﬂ}-&ﬂ:}ﬂ Baerah
sehognimuna dimaksud pada ayal (1) dibahas Wali Kota
bersima DPRD tntok mendapet persetujuan bersamo,




]

M

(1

2}

(3)

Persetujuan  bersama tancangan  Perafuran Daersh
sehagaimana dimaksud pade ayst [2) dilakukan paling lambar
7 (tujuh) bulan setelah tabun anggaran berakhir.

Alas dasar persétijusr bersama sebagaimana dimaksud
pada ayal (3], Wali Kota menyispkan rencingon Peraturan
Wali  Kotn tenmng  Peogabarsn  Peroangsungawaban
Pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Dacrah.

Paszal 211
Rancangan Peraluran Dasral tentdng Pertnngoungiawaban
Peloksansun Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah yang
telah disetujui bersama don roncangan Peraturan Waeli Kota
tentang Penjabaran Pertanggunginwaban Pelaksanaan APBD
disempaikas kepads Qubemur sebagal wakil Pemerintah
Pusat untuk dievaluasi scbehun ditetaphkan olehr Wali Kota,
paling lambar 3 (tiga) Hari terhitung scjak tanggal perselujusn
rancangan Peraturan Dasreh tentang Pertanggungjswaban
Pelaksanasn Anpgaran Pendapatan dan Relanja Dasrah,
Dalom hal Hamil ovalussi rancangan Peraturan Dasrah
wentang  Poranggungiawaban  Pelaksenaan Anggaran
Pendapatan dan Belanjs Dacmhb dan rancansnn Pemtursn
Wali Kotz tentang  penfaberan PertangmungjawabsEn
pelaksansan APBD sudah sesusi detigan Peraturan Deerah
tentang Anggoran Pendapatan doan Belanja Raemhb, Pematuran
Duerahi tentang perubahan Angeamn  Pendapatan dan
Belanja Daerah, Peraturan Wall Kota teniang penjabaran
Anggaran Pendapatan dat Belanja Dacrah, Peralurin Wall
Kota tentang penjabaran pﬂi‘Uhﬁh:Hn Angegarnn Pendopaten
dan Belanje Daerah, dan tclah menindaklanjun temuan
laporan Hasil pemerikssan Badan Pemerikaa Keuangan, Wali
Kota memetapkan rancangan Pergturan Daersh  menjadi
Poratumn: Daeralhl dan rancangan Peraliran Wali Kot
menjadi Peraturan Wall Kota.
Dalem hal Hosill evalupsi rancangan. Peraturan Daersh
tentang  Pertanpgongjewaban Pelaksanuan  Angparan
Pendapatan dan Eeinnfé Deersh dan rancangan Persaturan
Wali Kota tentang penjabaran  pertansgungjuwsben
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\2)

(3]

(4]

pelaksenoan Anggarun Pendapatmn dan Belanin Daersh
bertontangan dengan Peraluran Deerah fentang Anggaran
Pendapatan dan Belanla Daerah, Peraturan Daersh tontung
perubuhsn  Angestan Pendspatan dan  Belanja Daemb,
Peraturan Wali  Kola  tenturlg  penjubaran  Angearan
Pendapamn dan Belanjo Dacrah, Peratiran Walt Ko tentang
penjabaran perubahan Anggaran Pendopatan dan Belanjs
Dacrah, dan/atau tidek menindakianjutl temuan poran
Hagil pemeriksaan Badan Pemerilsa Keuangan, Wall Kota
beréama DPRD melakukan penyempurnasn paling lamas 7
froguty) Her terbitung sejak Hostl evaluas: diterima.

Pasal 212
Dalem hal dalam wakiu 1 (sem) bulan: sejak ditcrimuanyn
mncengan Peraturan Daergh tenfang pertanggungawaban
pelakssnaan Angearan Pendapatan dun Belanja Daerah dari
Wali Kota, DPRD tfidak mengambil keputusan bersams
detigan Wall Keta terhadep raneangan Perottiran Daeerah
tentang  perianggumgawaban | pelaksanaan  Anggaran
Pendaputan dan Belanje Daesrah, Wali Kota menyusun dan
menelapkan Peraturan Wal Kota rentang
pertanggungawaban pelaksanaogn Anggaran Pendopatan don
Belanja Daerah,
Rancangan Peruturan Wali Kots sehagaimana dimaksud pada
ayat (1} ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari
Cubernur sebagai wakil Pemerintah Plsal
Unmik memperoleh pengesahan sebagaumansa dimaksud pads
gyat (2}, mancangen  Peraturan Wali  Kota umntang
pertangpungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah beserin lampirennva disampoilesn puling.
lambat 7 (tujul)] Hari terhitung wejak DPRD tidak mengnmbil
keputiissn bersama densan Wali Kota rerhadap rancangan
Peraturan Daerah tentang perinnggungiawnban pelaksanaan
Angguran Pendepdian dan Belanja Dasrah.
Dalam lial dalam balos wilktia 15 (lima belag) Harl Menhteri
gy Gubermur schagni waokil Pemerintgh  Pusat  rtidak
mengesahloin mncangsn Peraturan Wali Kola ssbugnimana
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dimaksud pada ayvet [3), Wall Kota menelapksn rancangan
Peraturan Wall Kot tersebint menjad| Peraturan Wali Kota,

BAB X
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Fasal 213

{1} Setinp pejabar yang  diberi lass  uniuk  mengelola
pendapatan, helanja, dan keksyaan  decrsh wajib
mengusahakan ager setap Putang Dacrah disclesaikan
scluruhnya dengen tepat waktu,

12} Pemermioh Deerah mempunysi halk mendahuiui atas piuteng
jenis tementu sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undungan,

(3] Piutang Pacrah yang tidak dapat disclesailun selurihnya dan
tepat walktu, disclesaiksn scsuai dengan kelentuan peraturen
perundung-undangsn,

{4) Penyelezalan Piutang Dasrdh yang mengakibathnn masalah
perdata dapat dilakuksn melaiol  perdammian, keocuab
mengena: Pittang Beerah yang cara penyclesaisnnya sesusi
dengan ketention peraturan porundang-undangan,

Pasal 214
Prurang Daerah dapat dibapusikan secara mutlak alsg bersyarar
dan pembukuan sesuai dengan ketentusn peratiuran perundang-
undangan yang meogatur mengensi penghapussm  piutang
regata dan Dacrah, kecuall mengenai Piutang Daerah yang cara
penyeiesmonnyn dilnkcn sesusi dengan ketontuan perataran
perundeng-undangan.

Pasal 215
Ketentunn lebth lanjfur mengenai penvelesaian Pittang Daecreh
yang- mengakibatkan masalah Perdats sebagaimang dﬁﬂks.ud
dulam Pasal 213 avat (4] dan penghapusan Piutnng Daerah
sebapnimana dimeksud dalam Pasal 214, diatur sesuai dengan
keteritunn peraturan perubdang-undangamn.




Pasal 216
{11 Pemerintah Daerah dapat melakikan investas: dalam
rangks memperolel manfaat ekonomi, sesial, dan/atau
muanfaat latnoya.
[2) Pelaksaraar Investas: Pemerintdh [Dasrah sebagnrmains
dmeksud  pada avat (1) dilaksanaken sesual dengan
ketentuan peratiran perundeng-undangasn,

Pugal 217
Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Ksgiatan pengaiolaan BMD
sesuai dongan ketentunn pernturan porundang-undeangan.

Posal 218

(1) Wali Kota dapht melslulkan pengelolaan Utang sesunl diigan
keterituan peraturan perundangundangan.

(2) Pemerimah tidak memberikan jaminan atas Pembiayaon
Utang Darsmah.

(3) Pemerintah Daerah dilarang melakulan Pembiayaan
langsung darl pihak luar negeri.

{4] Nilai bersih maksimal Pemblayaan Uiang Deernh
sebagaimana dimaksud pada syat (1) dalam 1 (sar) tahun
anggaran terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

(5] Persetitjuan DPRD scebagaimana dimaksud poda avat [(4)
diberikan pada szat pembahasan AFBD,

() Dalam hal tertentu, Wali Kota dapat melakuksn pembiayasn
melebibl nilal bergih maksimal vang teloh disstujui DPRD
sebagaimana dimaksud padi ayvat (5] dan dilaporkan sebagal
perubahan APBD tahun vang bersangloitan.

(7} Wali Kota dapat melalukoan pinjemen sesusi  dengan
kelentuan pemmturan perundang-undangan,

(8) Biaya yang timbul akibkat pengelolaan Ulang dan Pinjaman
Dasvah dibebankan puda anggaran Belanjn Dasmah,




BAB X1
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 219

(1) Pemerintah Deergh depat membentuk BLUD dalam rangka
meningicatken pelovanan kepads masyarnkat sesua dengan
keteniuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangks meninghatkan pelayanan kepads masyaraksat
schagaimana dimaksud pada avat (1), Wali Kota menetapkan
kebijpkan Neksibilitas BLUD dalam Peraturan Wali Kota vang
dilaksunakan cleh pejabal pengelola BLUD.

() Pelayvanan kepada masyarikat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) melipu:

a. peavedigan barang dan/stau ipsa layanan umum;

I pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi
dan/atan layanan kepada masyarakat; dan/atau

c. pengélolann  wilayah/kawasin  tertenta untuk  tujuan
meninglatksn perckonomian masyveralial atau layanan
Lirmim.

(4] Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 2]
bertanggung jawal atas pelaksanaen kebijakan Neksibilitas
BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutame
pada aspek manfsat dan pelavanan vang dibhasilleah.

Pasal 220

(1) BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) BLUD merupakan kekavaan daernh vang tiduk dipisabilkesn
yang dikelola untuk memyelmggarikan Kegiatan BLUD yung
hersangkutan  sesumi  dengan ketentuan  perataran:
perundang-undangan

(3) BLUD menyusun rencans bisnis dan angearan.

%) Laporan kevangan BLUD disusun berduserken SAP.

Pasal 221
Pembinaan keuwangan BLUD  dilakukan oleh PPED  dan
pembingan teknis BLUD dilakukan oleh kepula SEPD vang
bertargging jawab  atas Unisan Pemerintsghan  vang
berssungiutan.
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Posel 222
{1} Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk
membisyal belanjs BLUD vang bersangkutan,
(2} Pendapatan BLUD scbagaimans dimuksud pada aysl (1)
meliput  pendapatan  vang  dipercleh  dar aktivitas
peoingkatan kualites pelayanan BLUD sesuai kebutuhan,

Pasal 223
Rencang bisnis dan anggaran’ serls laporan keuarigar dan
Kinerja: BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak
terpisabdean don rencans kerje dan anggsran, APBD serta
lsporan keusrigan dan Kinesjs Pemerintah Dadrah,

Pazsnl 2249
Pengeturnn mengenad . BLUD  berpedomnn  pada kotentusan
peruturan perundang-undangan.

BAB XII
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANCGAN DAERAH

Pasul 235
Setiap kerogian' Kewangan Déerah yang disebabkan oleh
tmdakan  melovggar hukom otan  kelalain  seseorung waphb
segerpn  displesailkan  sesuni dengan  ketentuan peraturan
prerundang-undangan.

Pisal 226

il) Scoap bendabaoma, Pegawai ASN bukan bendahara, atau
pejabat lain yang karena perbuatannya melsnggar hukumn
otau melalaikan kewsdjlbannya, baik lengsung atau tidak
latiggung ‘merugilenn Daernh wajib mengganti kerugian
dimeaksud.

(2} Ketentusn mongenai  penyelessian kerugian  Daemh
sehagaimana dimaksud dulpm Pasal 225 berlaky secam
mutatis mutandis terhadnp penggantian kerugian,




{3) Teta cers penggantian  kerugstan Daecrah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} sesuai dengan ketentuan persturan

BAE XITT
INFORMASI KEUANGAN DAEREAH

Pagal 327

(1) Pemeriniah Dasrah waflb menyediakan informasi Keuangon
Daerith dan ditmumbon kepuds masyarakat.

[d] Informasi Keuangan DNDaerah sebagaimena dimaksud pada
ayar (1) paling sedilkit memuat informasi penganggaren,
pelak=anaan anggaran, dan laporan keunngan.

(3] Informosi Kebangan Dderah scbagaimons dimakesud piado
ayat [1] dipumakan wntok:

g, memhbantu Wali Koma dalam menyusun anggaran daerah
dun lnporan Pengelolaan Keyangan Daerahy;

b, membant Wali Kota dalam merumuskan kebijakan
Reusngan Daerdh; |

o, membanty Wali Kota dalam melakukan evaluzasi Kinega
Keuangan Dasrah;

d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
menduleing keterbikaan informasi kepada masyarakat;

f. mendukung penyelenpgaraan sistem mformas: Keuangan
Daeral; dan

g meiakukan svaluasi Pengelolaan Keusngan Duerih.

%) Informasi Keuangan Daerih sebiagoimana dimaksud padas
ayat f2] haras mudseh diakses oleh mesyarakst dan wajib
dissmpaikan  kepada Menteri dan  menteri  yeang
menyelenggaralan . Urusan  Pemerintahan i bidang
kousngoan.

Pusal 228

Wali Kots yane tidak mengumumbkan informas: Keusngan Dacrah

sthagaimann  dimaksud  dalam  Pagal 227 dikenai sanksd

administratil sesuai dengan ketentuan periituran  perundang-
undangan.
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Pasal 229

(1) Pemerintah  Dacrah menerapkan «istem  pemerintahan
berbasis elekironik datam Pengelolaan Keummgnn Dacroh.

[2) Penerapan ‘sistsm pemerintahan  berbasis  elektronik
sebagmimang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara
bertahap disesusikun denpan kondist dan/atan kapasitas
Pemerintah Daerah.

[3) Pemerinluh Duersh waiib menerapkan sistem pemerintabian
perbasis elektromk di indang Pengelolean Keusangan Daerah
secary terintegrasi paling sedikit mellpan;

a. penyusunan Program dan Kegintan dard Rencana Kerja

Pemerintih Daerah;

penyusunan rencana kerja SKPD;

peoynsunan angEaran;

pengelolaun Pendapatan Daerah;

pelakesnaun don penalausshasn Eeuanvan Daerah;

alountansi dan pelaporafy; dan
g pengadaan barmng dan josa.

4] Pelaksanaan penerapan  sigtem pemerintahan  berbzsis
clekironik  di  bidang  Peneelolsan  Eeuangan  Daerph
sebagalmnnn dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada
ketentuan pormturan perumdang-undengan.

&

- P s

Pasal 230

Penerapan sislom pemeriniahian  berbasis  clektronik  dalam

Penpelolann Kevangnn Daoerah sebagaitiana dimeksud delam

Pa=al 229, diserat dengan;

a. pengembangan kapasitas Kompetensi digitel dan budsys
digital di semua lapisan pengolola Keuangan Daerah; dan

b. pengeimbangan proses bisnis berbasis elektronik sebagai
HOUNn pooyusunsn pernjuk teknis Pengelolasn Keunhgan
Daersh, pengembangan sistem informasi, audit, pengawssgn,
dian evalilasl.




BAB XIV
PEMBINAAK DAN PENGAWASAN

Wali Kola mielsksanakan pembiraan dan  pengawasan
Pengelolasn Keuangan Duerah Kepada SEPD.

i1

i1

(2

8]

(2]

Pnsal 232
Pembinasn  sebagaimans dimaksud  dalam  Pagal 231
dilakukan dailam bentulk:
n. fasililbs;
b, lonsultansy
¢ pendidikan dan pelatihan; dan
d. penelitian dan pengembangan,

Pasal 233
Pengawssan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 231
difakukan dulam bentuk:
& audit;
reviu;
ovitliEsl;
PrmEnLE LET;

&

bimbingan teknis; dan
Bentuk perigawasan lainnyn sesual dengan keientuan

moa o

peraluran perundang-undangan.
Pengawusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pleh aparat pengawas ntemal Pemerintah Daerah,

Pasal 234

Untuk menceapsi  Pengelolasn  Keuangan Daerah yong
ckontmis, efekdf, efisien, transparan, dan akuntabel, Wali
Kota wajib menyelenggarakan sistom pengendnfian inlernal
atas pelajcsanann Kegiston Pemerintahan Daersih.
Fenyelenpeamasn sistem pengendalinn mternal sebagpimena
dimuaksud pada ayat (1) sesusi dengan ketentusn peraturan
perundeng-undangarn.




Pasal 235

{1) Pembinasn dan pengawesan {zrhadsp penggunsan DBEH,
DAU, dan DAK dalam APBD dilakukan dengan carn supervisi,
pemantguan, dan pengeviluasian,

(2} Supervisi, pemantanan dean  pengeveluasinn pengsuriasn
DBH, DAL, dan DAK sebasaimani dimaksud pads ayot (1)
bertujusn untuk:

&, memesiikan bahwa DBH sudsh dimanfantkan secara
optimnl dntuk membiayal Urusan Pemerintzhan yvang
merjadi Eswenangan Daerith dan  sesual  derngan
prioritas Dacrah termasuk Brusan Pomenntghan tertentu
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b, memastikan bahwa DAU sudak dimanfantlan sccara
optimal wntile membiayai Urigsan Pemerimtghan yang
miengaci kewenangan  Daersh  terulams uniak
penvediasn peluayanan publik sesuai dengan kelenmuan
peraturan perundang undangan; dan

c. memastikan’ balbwa DAK sudih dipsnfastkan scecui
oplimal unmk membiaval Urusan Pemerimtahan pads
Kegiatan khusus yang menjadi kewenangan Docrah dan
sesuni dengan priorilss nasional pada tahun anvesren
Herleennan,

[3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksansan  supervisi,
pemantsuan, dan pengevaluesinn sebpgaimans dimaksud
puds ayal (1) dilnksanaksn sesusi dengan  ketemtuan
peraturan perumdung-undangan,

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 236
Patli sadt Petatiiran Daerah int mulai berlakng, Peraturan Dacrah
Kota Solok Nomor @ Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangsn Dacrah (Lembaran Dacrah Kotw Solok
Nomoer 9@ Tahun 2008, Tambshan Lembaran Dasrah Nomor 8],
dicibiit dan dinvatakan tidak berlaku
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(1]

(2

Pasal 237

Peraturan pelaksanaan darl Peraturan Daerah Kota Solok
Nomor 9 Tshun 2008 tentsng Pokak-pokok Penpelolasn
Keusngan Daerah (lembaran Deasrall Kota Solok Nomor 9
Tahun 2008, Tambahan Lembaran Dacrsh Noror 8)
dinvatnkan masih  {octap  beripku scpanjang udake
berrentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Dezemh ini.
Perasturan pelakssnssn dari Peratusan Deersh ini harus
ditetupkin paling lomn 2 {(dug) tahun terhitung scjak
Peraturan Daerah ini dintidangkan.

Passl 238

Preraturan Daerah ini mulal berlaku pada (angeal diundanghkan.

Agar setinp GTang mengetahuinym, mé]ﬂfﬁﬂtﬂiim

penpundangan Peratiuran Daerall ini dengan pencmpatannya
daldm Lembaran Dasrah Kota Salisk.

Ditetapkan di Solok

pardy tangga! |S Mei 20§
T WALL BOLO

&
8 ZUL ELFIAN UMAR

Diundangian di Sclok
pada mngzal |SMei 2023

SEKRET#

DAERAH KOTA SOLOK, -

| gl

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR. 2[33 | 9033

LW




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DABRAH KOTA SOLOK
NOMOR ... TAHLUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN HEUANGAN DAERAH

L UNMUM

MNegura Keshtunn — Regublik Indonesia  menyelenggarakan
pemerintohan den pembengunan nasionn] untuk mencapal masyarskat adil,
makmur dan merata berdesarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Untuk meningkatkuan efisiensi dan efekrivitas
penyvelengiearaan pemerintahian dan pelayandn kepada masvarakat, negaran
dibegi atas provins), dan provinsl dibag dalam kabupatsn dan ketn. Setinp
docroh memilila hak dsn kewsjiban delam mengatur dan mengueus sendin
urusan pomerniehannys.

Otonomi dasrah merupakan kehijakan vang dismbil aleh Pemerintah
Pusat agar Pemerintah Dacrah dapat mengelola pemerintahannya sendin tanpa
canpuir tangan dari pemerintah pusat. Dengan otonomi daeral, Pemennioh
Naergh diharapkan semakin mandir, mengurangi ketergantungan terhadap
pemerinitih pusal, balk dalam hal pembigyaan pembangunan maupun dalam
hal penpelolean keudanegan dacrali.

Pada dasamys kckunssan pengelolann keusngan negars menipakan
buginn dari kekussasn pemerintah pusal karens kewenangan. pengelnlaan
perbendaharann dan kas negara berada pada Presiden: sebogai kepala negara
kemuidian sebagai implikasi adanys  descntralisasi  menverahkan
pengetolannnya kepada daerah otonmom dalam ha! ini kepada kepads decrah
sehingea kamudian Kepala Daerah memlliki otorites dan tanggung jawab atas
pengelolsan keusngan dasrah,

Dalam rangkas mewdjodkan Pengelolaan Keuangan Dacroh yang
clisien, ckonomis, elekif, transparan, dan bertanggung jewab tersabut,
Pemerinteh kemudisn menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 entang Pengelolaan Kelangan Duerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolasn Keuanpgan
Dacrah. Kemudian dengan disahkan Undeng-Undang Nomor 1| Tahun 2022
tentang Hyuybungan Keuangan Antem Pemerintab Pusat dan Pemerintahan
Daeruh juga berdampak pada pengelolaan Keusngsn Dacrah,
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Padas  kenyataanoya, dalam melskukan Pengelolsan  Heuangan
Daerah, Pemerintah Daerah masih mengalami berbagni kendala dan hambatan
schifippn pelaksunaannya belum optimal. Kerdala dan hamibatun dimeksod
antara lam adalah berups keadoan, kendisi dan kebutohan Daerah yang belum
diskomodir dalam kerentuan peraturan perundang-undangan Pengelolaan
Keuangan Dasrah yang ada pada saat ini.

Peraturan Dacmah Kola Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah vang menjadi dassr hukum Péngelolsan
Keuangan Daerah masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tehun 2005 tontang Pengelolaen Evuangan Dacrah yong mans felah dicabut
dun diny=takan tidak berlaky oleh Peraturun Pemerinteh Nomor 12 Tahun
2019 tentang Penzgelolaan Keuangan Daerah. Lebih lanjut, Pemerniniah Puosat
rielaluy Kemeriterian Dalam th,t:ﬂ Juga telah menesthpkan Pernturan Menten
Datam Negeni Nomor 77 Tohun 2020 tentang Pedoman Telnis Penpelolasn
Keuangan Daerut.

Peruturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ind adnlab
dalam rangka untuk mengatasl berbagel permaselaban hukium sktara ldin
helosongan hukum dan kebutunhan hubum, dan untulk menyesusikan dengan
ketemtuan peraturan perundang-yndanga yang lebih tinggl. Pereturan Dacrah
tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah inl dihampkan akan memberikan
kepastian hulomi dalam Pongelolaan Keuangan Dasrah yang tertib, taat pads
ketrnitupn  peraturan pﬂﬂjﬁﬂmg—undﬂngﬂn1 ciisien, ﬂ!\;mnm:lﬂﬂ, efekiif,
transparan, dan bertanggung jewab dengen memperhstikan rasa keadilan,
kcpatutan, dan manfanl untuk masyarmkat sehingga mampu mengatasi
berbagni persoalon vang sclama ini tmbul dalom Pengelolosn Keusngsn
Daerah di Darrah.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip asas, dan landasan umum
penyusunen, pelabsansan, penatausahssn, pelaporan, pengawasan  dan
pertanggungiawaban Keuangan Daerdh vang diatur dalam Peraturan Doerah
mi, Pemerinteh Daersh dibarspkan mampu meneiptakan sistem Perigelolann
Krusngan Decrab yung sesuni dengan keadaan dan kebutuhan dengan tetap
mensati peraturan perundangundangan yang lebil tingel serta meningay
sistem terschut secara torus menerus dengan wjuan mewujudkan Pengelolaan
Keuangan Dacrah vang efektll, efisien, dan transparan. |

Securn wmum  Peraturan  Daerph  ini memuat materi  vakor
menyunghut Pengelola Keuangan Dasrah, Angguran Pendapatan dun Belania
Dersh, penyusunan HEencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah,
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penetapan Anggaron Pendapatan dan Belanje Dasrah, pelakzansan dan
peostsusahssn, lmporan reallsesi semester pertama Angesran Pendapatan dan
Belanja Daernh dan perubmhan Ansparan Pendapatan dan Belanja Daerah,
sgluntensl  dan  pelaporan ireunngaﬁ Peimeritah  Daerah, penyusihan
rancangan pertangmungawaban Anggaran Pendapatan dan Belama Dacrsh,
kekayaan dscrah dan utang dacrnh, Badan Laypnan Umum Baerah,
pernvalessisn kerugiun keusngsn deerah, informasi keusngan daersh dan
pembinaan dan pengawasan.

1l PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Culkmp jelas.
Pasal 2

Cukup ielas:
Pasal 3.

Cukup jelas.
Pa=al 4

Cukup jelas
Pasal 5

Culap jelas,
Pazai 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Ayal {1

Cukup jelss,

Ayt (2)

Cukup jelas,

Ayat (3]

Cukup jelas.

Aval [4)

Buruf 5

Yang dimaksud dengan “koordinator” adalah torkait
dengan peran dan fungsi sekretaris dacrah membantu
Bupati dalam menyusun kehijakan dum
mengoordinasikan penvelanggarann Urusan
Pemerintalmn daersh termasuk Pengelolasn Keusngan
Daemh,
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Hurul b
Cukup jelas.
Hurufc
Cubcup jelas,
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayut (6]
Cubiuip jelas.
Pisal &
Cukup jzlas,
PPasal 9
Cdenp delas
Pasal 10
Ayt (1)
Cukup jelas.
AvaL [2) "
Huraf a
Cukup jelas.
Hurul b
Culap jeias,
Huruf e
Huruf ¢
Cukup jelas,
Huraf o
Cukup jelas.
Huraf e
kewenangan BEPKD sesuai  keétentuan peraturan
perundang-undsngar.
Huruf [
Cukeurp jelas,
Hurul g
Cukup jelas,
Huruf h
Culeny jelas.
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Hurufi
Cukup jelas.
Hurf
Culelip jelas.
Avar (3]
Cukup jelas.
Avat {4)
Culeup jelas,
Ayat (5)
Culcup julas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2]
Cukup jelas:
Avat |3)
Huruf a
Cukup jrlas:
Huruf b
Culcup jelas.
Hurul ¢
Culkup jeine
Huruf ¢
Culoup jelas.
Huruf d
Cukup j=las.
Muraf e
Culup jelas:
Huruf f
Culup jelas.
Hurul g
Culeup jelas:
Hurufh
Cukup jelas,
Huruf |
Yang dimaksud dengan “melaksanskan  Pemberan
Pirjarnan Daerah ates nama Pemerintah Doernh” adalah




hanya terkait ekselousi Pemberlan Pinjaman Daerdh
bulmn kebijakan Pemberian Pinjaman Daerah.
Husif
Cukup jelas.
Aval {4
Cukup jelas,
Aval (5)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat {3)
Cukeup jelas
Ayar (3)
Yang dimaksud dengan  Berhalangan  telap  adalah
berhalangan karena pensiun, meninggal dunia, perplndsahan,
diberhentkan dalam jabilin, thgas kelusr neperd yang
melebih) 6 ([enam) bulan, dan cun i luar tanggunEsan negara.
Ayel 14)
Yang dimaksud dengan Berhalangan sementara adainh
berlalenpan karena cuti @hunan, cutl besdar, cuti bersalin,
cuti karenn algsan penting, cuti sakic; den rugas kedinasan di
dalsm mseupun lusr neger yung tidek meletihi 6 (ensm)
“bulsn.
Pas:l 13
Agat (]
Humaf a
Cukup jelas
Huraf b
Cultip jelos.
Hurui ¢
Cultup jelas,
Huruf e
Cukip ielas.
Huraf d
C‘uﬁ‘up Jelas.
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Huraf e
Cukup jelss.
Hurul |
Culip jelis.
Huraf g
Cukup jelas.
Hurul h
Cukup |elas.
Huraf i
Yang dimaksud dengan "mengelola Utang dan Plumng
Daereh yang menjadi tanggung Jjawab SKPD yang
digimpinnya" adalsh sebagsi akibat yang ditimbulkan

dari polaksansan DPA BKPD.
Huruf |
Cukup jelas.
Huaref k
Cukup jelux,
Murufl |
Cukup jelas.
Hurufm
Culcup jolds,
Huraf n
Culkup jelos,
Avat (2)
Cukup jelas,
Ayat (3]
Cukup jelas.
Ayal{a)
Cukup jelas.
Ayal [3)
Cuikup jelas.
Puanral 14
Cubkup jelas,
Pasal 15
Awat [1]

Yang dimsksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan
menctapksn pejabat pada SEPD/Unit SKPD sclaku PPTR
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adalah PA/KPA menetiphkan PPTK melalui usulan atssan
lanigsung pejabit yang Lersangloian.
Avat (2]
Yang dimasksud dengan “membanty tuges” adalnh tugas yang
ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka mela4sanakan tindakan
yang mengakibatkan pengelustan atss Bebin angparan belanja
vang melakssmakan anggmran SKPD yang dipimpinnya, 1.11113..!.11[»-1
a4  mengendalikan pelaksanast] Kepinlan,
b melaporkan perkembangan pelnkssnnan RKegiotan
¢, menyiapkan dokumen: dalam  mangka  pelsksangusn
aniguaran ales Beban pengelusran pelaksansan Eegiatan;
dan
d.  melaksanakan kegiatan  pengadaan boarang/jess sesual
dengan ketentyan peraturan penidndang-undangan yang
mengatur pengailaan barang/jasa.
Avat (3)
Culeitp jelss.
Ayat (4]
Cukup jelas.
Avat (5
Cukup jelas.
Avat O}
Cukup jelas.
Pasal 16
Culkiap jelas
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 1B
Cukup jelis.
Pasal 19
Cukup jelas,
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jclas,
Pasal 22
Cuikisp jolas.
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Pasal 23
Cukup jelas.
Pazal 24
Culkupjelas.
Pasal 25
Cultup jelos.
Pasal 26
Culcup jelix.
Pasn] 2T
Culcup jelas.
Pasal 28
Cubup jrlas.
Pasal 29
Cukup jelas:
Pasal 30
Cukup jelus.
Posal 31
Cukup jelas.
Pnsal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Culgup Jelas
Ayat (2]
Culeirp Jelus
Avat (1)
Culup Jelas
AyaL (4]
Huruf a
Yang dimaksud dengan "fungs otorisasi™ adalah ahgearan
dacrsh menjadi desar umuk melaksanakan pendapatan
dan belanja pads tahun berkenaan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "fumgsi perencanasan” ‘adalah
anggaran daernh menjadi pedomsn begi manajemen
dalam mercencannian Kegiatan pada shun berkenasn.
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Ayat (5)

Pissal 34
Ayat (1)

Ayat (2)

Avst {3]

Avat (4)

Ayar (5)

Avat (6)

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan ‘fungzsi pengswnsan® adalah
snggaran daerah menjadi pedoman untik menilas apakah
Kegiatan penvelengearaan Pemerintuhan Daeral sesuai
déngian ketenituan vang teluh diteaplen.

Huaraf «

Yang dinmlﬁuﬂ_ dengan “fungzl alokasl” adalah anggaran
doerah harus diarahkan untuk menciptaksn lapangan
kerja/mengorangi pengangguran dan  pemborosan
sumber  dayn  serta  moemnghkotken  efisionsi dan

perekonomman.

Hurmsd ¢

Yang dimaksud dengun lungsi  distdbusi’  adalah
kebijakan angesran decrsh herus memperhatiban rasu
keadilan dan kepatumn.

Huraf§

Yang dimaksud dengan “fungsl stabilisasl® adalah
anggeran  Pemerintah  Daerdh menjadl  alat ok
memeliiura dun mengupsyvakan  keseimbmngan
fundamental perekonomian Dacrah,

Cukip Jelas

Cukup lefas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Culup jelas

Cukup jelas
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Ayat{7)

Yang dimaksud dengan "dianggarkan secars brute" adalah
jumlanh Pendapatsn Daersh yang disnggerksn iidsk boleh
dikurungi dengasn belanja yang digunaksn dalam  rangka

menghasilkan pendapatan tersebut dan fatau dilkurang 'dnnﬁnn

bagian Pemerintah Pusat/Dserah lain dalam rangka bagi hasil

Pasal 35

Cukup jelas,
Pasal 36

Cubup jefas.
Pasal 37

Cukup jelas,
Pasal 38

Ayat (1]

Yang dimaksud dengan “ckuitas" sdalah selisih antaras aset

lancar dengun kewajiban jangka pendek,

Ayt (2]

Cukup jcias.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39 |

Cukup jelas,
Pasal 40

Clikup |cias,
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelns.
Pasal 43

Cukup jeliss,
Pasal 44

Cukup jelas.
Pagal 45

Cukup jelas,
Pasgal 46

Cubup jclas,
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Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelrs.
Pasal 40

Cukup jelas;
Pasal 50

Culaip jelas,
Pasal 51

Cdoup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas,
Pazal 53

Cukup jeias.
Pasal 54

Cukup jelas,
I'asal 55

Cukup jelas
Pasal 56

Huruf &

Hibah baik daldm bentuk devigi, rupiah, barang, dan/atau jasa,
rmasuk tenaga anli dan pelatiban yvang tidak perlu dibayar

kemball.

Hurul b

Dang daruratl merupakan dana yang berasal dari APBN yang
diberilan kepada Duerah pada tehap pascs bencana untuk
mendanad keperiuun mendesak yang diskibatkan oleh bencana

yang tidsk mampu ditanpgulang

pleh Dasrah  dengan

menggunakan  sumber AFBD  sesupl  dengan ketentuan

poraturan p:rmdh;ug—undnngun.

Huruf o

Lain-lnin. pendapatan  sesuai denpan ketentuan prraturan
perundang-undangsn antara lain Pendapatian Hibah Done
Hantian Oprrasionsl Sskoinh, dan Pendapaton Pengeribalian

Hibah tahun sebelumnya.

Pasal 57
Cukup jelas,
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Pasal 58

Cukup jelas,
Pd=al 59

Cukiup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas,
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas,
Pasal B

Cukup |eias.
Pasal 65

Culup jelas,
Paz=al 66

Avat 1)

Huruf a

Cukup jelas.

Hurul b

Yang dineksud dengan “belanfs modal” antara nn
berupa belanjs modal tanah, belanja modal perajatan dan
mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belania
maodal jrlan, itigasl Ii'énjﬂﬁngiié:t'n. dan gset tetap lalnnya.

Hurul ¢

Culiup jelas

Hurdl d

‘Ayat [2)

Culeup jelan

Culcup jelas

Avat (3)

Cukup jelas

Aval (3]

Culcup jelas

Ayar (S}

Culeup jelas
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Pasal 67

Ayat [1)
Hurifa

Yang dimeksud dengan 'belunja pegawnl® antarn lain
berupa gaii dan tunjangan, tambeban penghasilan
Pegawal ASN, belanja pencrimasn lainnye plmpinan dan
anggota DPRD serta Wali Kot/ Weikil Wali Kota, imsonti
poemufiguEan pajak deersh dan retribusi decrsh, dan
honorarim,

Huruf b
Culeup jelas.

Hurul e
Cukup jelas:

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas
Hurul f
Cukup jelis
Ayat (2
Culcup jelns.
Ayatr {3
Culup jelas.
Aymr (4)
Cukup jelas:

Puxal 68
Cukiip jelss.
Pasal 69
Ayat (1)
Persetujuan DPRD dilakulkan bersamaan dengin pembahassn
KLJA
Ayat (2]
Hurul'a
Tambahun penghasilan  berdasackan  beban  kerla
diberilan kepada Pegawai ASN veng dibebani pekerjaan
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untuk menyelesaikan tugas vang dinilai melampaui beban
kerjn normal
Huruf b
Tambahan penghasilan berdassrkan (empat bertugas
diberikan kepada Pegawal ASN yang dalam melaksanakan
rugasnyr berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan
tinggi dan Daerah térpencil
Muruf ©
Tambahan penghasilan  berdasarkan  kondisi  kerja
dibsrikan kepuda Pegawai ASN yang dalam melaksanakan
tugasnya berada pada lingkungun keda yang meiniliki
resike tingsi,
Huruf d
Tambatian penghasilan berdusurkan kelangkaan profesi
diberikan kepada Pegawal ASN vang dalam miengemban
tugaE mermilikl RETET!E;MF]]EH khinwiis dan langksi-
Huruf e
Tembahan penghasilin  berdasarkan prestasi  lerfa
diberikan kepada Pegowai ASN yang momilild prosias
kerja yang tinggl dan fatau inovasl.
Fiarad |
Tambahan penghasilan  berdasarkan  pertimbangen
objekiil lalnnya diberikan kepada Pegawal ASN sepaniang
diamaniikan olch peraturan perungang-undangan.
Aval (2 |
Cukup jelas.
Ayl (3)
Culcup jelas.
Pasal 70
Ayat (1]
Yang dimaksud dengan “belanja barang dun jass’ antura lain
berupa belanjs barang pakal habis, bohon/meterial, jasa
kantor, jesq ssuransi, perawatan kendaraan  bermotar,
cetak/ ponggandaan, sewa rumah/ gedimng/ gudang { parkir, sewa
serana mobilitas, sewa alat bemat, sewy perlenghopan dan pera-
ltan kantor, makanan dan' minuman, pakaiot dinas doan
atribumys, pohkainn kegjs, pakmisn khusis dan hari-hari
149




Ayat (2)

Avat (3]

Avat [4)

Ayat (3]

Pazal 71

tertenty, perjalanan dines, perialanan dinas pindah tugss,
pemulargan pegawai, pemeliharaan, jasa kohsultansi, jasa
ketersedingn pelavetisn  (availability  payment), lain-fain
pengadaan barang/josn, belanja lnimnya yang scjenis, belanja
barang. danfatau  jasa yang  diserahkan  kepads
magyarakat/pibak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang
dijual kepads masyarakat atau pihak ketiga, belanjs beaslawa
pendidikan PNS, belanja kirses, pelatiban, gosinlisas] don
bimhingan reknis PNS, dan belanja pemberian uang yang
diherikan kepada pihalk ketiga/ masyarakat

Yang dimaksud dengan "barang/jasa vang gken diserahlan
ativs  difunl kepadn masyaraket/pilnk  ketign' adalah
berang/jasn vang terkail dengan poncapaisn Sassran prioritas
Daserah yang lercantum delam RPIMD.

Culmip jelas.
Cukup jelas.
Qudatp jelas:

Cukup jelas.

Cukup jelas:

Pasal 72

Cukup jelas,

Pasal 73

Cukup jelag,

Pagal 74

Cukup jclas,

“Pusal 75
Ayat [1)

Yang dimaksud dengan “belanja medal” anmara lain berups
helnnje modal tanah, belanje modal peralatan dan mesin,
Lbelanja modal gedung dan bangunan, belanja medal jalan,
irigasi dan jaringan, dai aset letap lamnya

=0




Ayat (2}

Cukup jelas
Aynat (3]

Culctip jelas
Avat (9)

Culeup jelas.

Pasal 76

Culéiip jelis,

Pusal 77

Cukup jelas:

Pu=nl 78

Cukup jelus.

Pasal 749

Cubup jelas.

Pusagl 80

Ayat (1)

Yang dimaksud déngan “myjuan terenm lalnove"  guna

memberikan manfasr bagi  pemberi dan/atau
bantusn keuuangsn

Ayl [2)

Culup jelas

Aval (3)

Cukup jelas
Avat (4 |

Cukrup jelas,
Ayut |5)

Culcup jelas.
Avat |6)

Culoup jelas,
Ayt (7)

Culeup jelas,
Ayalt [B)

Culrup jelas:
Avnt (9)

Culoup jelas.

Pagai 81

Cukup jelas.

PENErIma
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Pasul 82
Cukup Jelas.
Pasnl] 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jeias,
Pasal 85
Culeup jelas,
Pasal &
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Posal 88
Cukup jelas.
Pasal 80
Culkup iclas.
Pasal 90
Cukup jelas.
‘Punul 04
Cukup jelas.
Pazal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup |elas.
Pasal 94
Cukup jeas.
Pasp| 95
Ayat (1)
Yang dimiksod dengan “surplus APBD" adalah selisih lebih
antara Pendapatan Dacrah dan Belanja Deerah.
Yang dimnsksud dengan “defish APBD® adalah selisih kurans
untam Pendapatan Dacrah dan Belanja Dagrah,
Ayat (2]
Cukup jelas.

Ayt (3)
Cukup jelis.




Pasal 96

Hurul a
Yang timalsud denpgan "pembayaran cicilan pokok Utang yung
jahih tompe” sdalaly pombeayersn pokok Ulsng vang beham
eulqup tersedin anggaran dalam pengeluaran Pembiayaan sesuai,
dengan perjanjian,
Hunif b
Culeup jelas.
Huraf ¢
Culcup jelas,
Hurul d
Cukuap jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Pasai 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Culup jelas.
Pasal 4y
Cukup jelas.
Pasdl 100
Cukup jeles
Pazal 101
Cukup jslas.
Pisal 102
Culcup jelas.
Pasal 103
Cukup julas,
Pasal 104
Culkup jelas.
Ayat (1)
Cidkup jelas,
Avat [2)
Humaf a
Hegiatan Tahun Jamsk mengacy pada Program yvang.
tereantum dilam RPIMD,
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Hurul b
Yang dimaksud dengan "pekerjasn aws pelaksanaan
Kegiatan vang menurual siféinva haris tetap berlangsung
padn perganton tnhun-aogearon” antora lain penenaman
benih /bibit, penghijsuan, pelivanan perintis laut/ udara,
makanan dan obat di rumah sakit, pelavapan
pemblbngin sampah, dun pengadein jass pelayanan
kebersihan |cleaning siitvies),
Ayat (3]
Culcup jelas,
Avat (4]
Cukup jelas
Avar ()
Cultup jelas
fivat (f)
Cukup jelas.
Pasal 106
Ayat (1]
Penyusunen RKA SKPD  denpan  pendeletiun Eerunigks
disesuinilaan dr_ng'n.n kebutinhan.
Ayt (2]
Cuikup jelay,
Ayat {3)
| Culctip jelan
Pasal 107
Cukup }Eir;m.
Pasal 108
Cuilelip jelis,
Pasgal 10%
Culcup jelas,
Pasal 110
Cukup jelas,
Pasal 111
Cukup jelas,
Pasal 112
Cuklp jelas.




Pasal 113
Culup jelnk.
Pusal 114
Cutkeup jelus:
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukip jelas:
Pasal 117
Ayat (1)
Rancangan Peraturan Dasrah tentang APED memuat informasi
Kinetjs berdasarksn Sasaran capuiiti Kinetje dian indikator
Kinerju muasmg-masing Program dan Kegiatan.
Ayat (d)
Cukup jelas.
Aval (3)
Cukup jelas
Ayvat (4]
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas,
Pasal 119
Cukup jelus,
Pasal 120
Cukip jelas.
Pasul 121
Cukup jelas.
Pasu] 127
Ayat (1)
Yeng dimeksud dengan Cenghn APBD  tmhun snggaren
sebelumnys” adalah FHEH jumlah pengeluaran APBD yang
ditetaphan dalam perubabian APBD whun sebelumnya.
Avar (@)
Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifar mengkat” sadalsh
belanja vang dibutuhkan secara Teris menenis dan harus
dialokasikan oleh Pemerintah Datrah dengan jumlah yang
cukup untuk keperlian setiap bulan dalam @mhun anggaran
155




Avai (3]

Pa=al 123

berkenusn, seperti belanje pegawai, dan belanja barsng dan
s,

Yang dimaksud dengan' “belanje vang bersilat wajib' adaluh
belanja  untuk terjumnnyea kelangsmungan  pomenuban
pendanoan  Pelayanan  Dasar  masyarakar antara  lgin
pendidiken, kesehatan, melaksanakan kewsjibon kepads pihak
ketiga, kewsjiban pembayuran  paleok pinjeman, bunga
pinjaman yang telal jatuh tempo, dan kewajiban lainnyn sesuai
dengan ketentuun pu.ratumn perundang-undangan.

Culup jelas,

Cukcup Jelns.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup |elas,

Pasal 126

Cultup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas,

Paral 128

Cykup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas,

Paszal 130
Avat (1]

Ayat (2)

Pasal 131

Cukup jelas,

Contoh  Penstimaan dan Pengelueran Daerall yang tidak
dilakakan melalni Rekening Kas Umum Daerah, antaras iain
sumber pr.ucriﬂia.un vang berasal dart Permblaysan pinjaman
danfatau hibah luar negeri ddak harus dilakukan melalai
Rekening Kas Umu'ﬁ Daerah niamun tetap I:lELl':LIE. dibakukan
dalam Kekemng Kas Umum Daerah.

Cuitup jelas.




Pasal 132

Cukup jelas,
Pasal 133

Culkup jetas.
Pasal 134

Ayar (1]

Cukup jelas.

Ayat |2)

Yang dimaksod derigan "dokumeh lain vang dipersamalar

dengan SPD’ antura lam ‘keputusan tentang pengangkatan

pegawal,
Ayat (3)

Cukiup jelas,

Pasal 133

Cukup jelas.
Pasal 136

Avarlil)

Yang dimaksud dengan "bank tmom yeng sehat” adalah bank
umurm di indonesia vang aman/ sehat sesuai dengan ketentusn
pemturan perundang undangan yang mengafur mengenai

perbankan.
Aypat (2]
Cukup jelas.
Ayt (3)
Culkup jelas
Puaeal 137
Cukup jelns.
Pasul 138
Culsup |elas.
Passl 139 |
Culup jetas.
Pasal 140
Cukup jelas,
Pasal 151
Cubknup jetas.
Pasal 152
Cukup felas.
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Pasal 143
Cukup jelas,
Paxal |44 |
Cukup jelas.
Paggl 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas,
Pasal 147

Cukup jelos.
Pasal [48

Cukup jelus.
Passl 149

Cukuyp jelas.
Pasal 150

Ayal (1)

Yumy dimsksud déngin "Ponerimasn Daerdh yang sifatnya

berulang” -scdalah

peneruTaan  vang selap shun i

dianggarkan, seperti pendapatan pajak, pendapatan retribmsi,

dan lainnya.

Agar (2)

Yang dimaksud dengan "Penerimaan Deerah yvang sifatnys fidak

berulang”

aclalah  penetimaan yang tidak setiop tahun

diunggarksn, scperti pendaputsh  tuntutan  gandi  rigi,
peudapatin penjudlan kekayann daergh vang diplaahken, dan

lainnys.

Ayat (3)

Culkup jelas.

Pasal 151

Culkup jelas.
Pasul 152

Cukcup jelas,
Pusal 153

Culcup jelas.

Bamal 154
Culeup jelas,




Pasal 156
Cukup jelas.
Pusal 156
Clubcup jelas,
Pasal 157
Culup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas:
Pasal 194
Aynt (1]
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas:
Ayar (3]
Huruf a

Cuup jelas,

Hurof b

Yeiripe dimaksud dengan “perintah  pembayaran” a&dalseh

penntabh membsyarkan dan PA/RPA.

Huruf ©

Cuknp jelas.

Hruif =

Cukup jelas:

AyarT (4)
Culeup jiclis,

Avat (3]
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jolas.

Pasal 161

Culkeup Jelas.
Pasnl 162

Cukup jelas:
Pasal 163

Cukup jelas.
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Pasal 164
Cukup jelas.
Pasnl 165
Culbcip jelas.
Pasal 166
Cukup jelns.
Pasal 167
Cukup jeias.
Przal 168
Cukup jelus.
Pasal 169
Cukup jelas,
Paral 170
JAvat (1)
Yang dimaksud denpgan “progonosis” sdeleh pralorasn dan
penjelasannys yang akun diredlisic dalsm 6 (enam) bulan
Aval [Z)
Culoup jelas.
Avst (3)
Cuktip jelas:
Paisal 171
Cukup jclas,
Paual 172
Culkip jelas,
Pagal 173
Cukup jelas
Pézal 174
Cukup |elas
Pasal 175
Cukup jelas,
Pasal 170
Cukup jelas,
Pasal 177
Cukup jclas.
Pasul 178
Cukup jelas,
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Pasal 179
Cukup jolas.
Pasal 180
Culcup jelns:
Pasal 187
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Yang dimaksud dengan "lebih besar dar 50% [lima pulab
persen|” adalah batos persantase minimal selisih (gap] kemaikan
sntura pendsapatan don belania dalam APAD.
Pasal 182
Culizp jelns.
Pasal 183
Cukup Jelas.
Pasal 184
Cukup jelos,
Pusil 185
Cukup jelas:
Pasal 186
Culoup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Culzip jelas.
Pasal (2]
Cukup jelas.
Pasal 192
‘Cukup jelas.
Pasal 193
Culup jelas,
Parsl 194
Cukup jelas.
Pasal 195
Cukup jelas.




Pasal 196

Culcip jelas.
Pasal 197
Cukup jelas,
Pazal |98
Culeup jelas,
Pasal 1949
Cukup jelns
Pasal 200
Avat (1)
Cukup jelas.
Aval [2)
Hurmaf &
Yang dimaksud dengen ‘laporin realisas] angearan’
adalah laporan yang mengmambarkan perbandingan
BritER ANERATE fdengan realisasivye datam 1 {saly)
periode  pelaporan  sesuai  strukmur  AFBD vang
diklasifikasilkean ke dalam kelompok, jenis, obyek den
rineian obyck pendapatan, bolanija dan Pemibiaypan.
Huorul b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurul d
Cuboup jelns.
Huruf e
Cukup jelas,
Huraf [
Cukup jelas.
Hurul'g
Cukup jelas.
Ayar ()
Cubcip jelas.
Pasal 201
Cukup jelas.
Pasal 202
Cukup jelza.

162




Cukup jelas.
Pasal 204

Cuklp jelas.
Pasal 205

Culkup jelas:
Pagal 206

Culoup jelas,
Pasal 207

Cukup jelas:
Pazal 2058

Cukuop jela=s.
Pasal 209

Cukeup jelas
Fasal 210

Cukup jelas.
Pasal 211

Cukup jelas.
Pasal 212

Cukup jelas.
Pasal 213

Cukup jrlss:
Pasal 214

Cularp jelas.
Pazal 215

Cukup jelas:
Pasal 216

Ayat (1)

inveslasi  dilakukan sepahjang memberi  manfaat

bigl

paningkatan Pendnpatsn Doerah, peringlkntan Kescjahterasn
masyurphknt, poningkotan  pelavannn: masyarekat, dan/atau

tidak mengganggu I-iicuﬁdjma Keuangan Daeral.

Ayar ()

Cukup jelas.

Pasal 217
Cukup jelas.




Preal 218
Cukup jelas.
Pasal 219
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayut (2]
Cubup jelas,
Ay (3)
Huruf a
Yeng dimaksud dengen “penyvediaan borong dan/ atau
jass lavanan umum" antara lain tumsh salat deerab,
penyelenggarann  pendidikan, pelayanan lisensi dan
dokumen, pényvelenggaraan jasa penyiaratl publik, dan
pelnyanan jese penelitisn dan pengujian.
Hurui b
Yong dimasksud dengan Cdane khosus untuk
meningkatkan ckonomi dan/ateu  layenen  kepada
masvarakat” antard lnin dasts bergulic, usaha mikro;
kecil, menengah, dan tabimgan peruymmahan.
Hurul ¢
Cukup jelas.
Avat 4]
Cukup jelas.
Pasal 220
Culkup jelis.
Pazal 221
Cukup jelas,
Pasnl 222
Cukup jelas.
Cuolkup jelza.
Pasal 224
Cukup jelos.
Pasal 225
Culctp jelas.
Pasal 226
Cukup jelas.
164




Pasal 227

Cubiup jelas,
Pasal 228

Cuikiip jelis,
Pasal 229

Cakup jelas,

Culup jelus.
Pasal 231

Cukup jetrs.
Pusal 232

Cubup jelas.
Pasgal 233

Cukup julas,

Cubup jelas.
Pasal 230

Cukup jslas.
Pasal 236

Culeup jelas,
Pasal 237

Cukup jelss.
Basal 238

Cultup jelas,
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SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

)1, Lubisk Sikarah Nomar 89 Telp. (07553 20084 Salok

Salak, 2023

Nomar ; 100.3/ JHUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASHAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yih. !  Bapak Walilkota Solok
Mel=1id : 1. Bapak Sckrétiiris Darrah Kota Solok
2. Bapilk Asisten Pemerintahan dan Kesrn

Tentang :  Pengelolasn Keuangan Dacrah
OPD Pemrakurea : BED
Lampiran. v 1 {sat) Berkas
Untuk molion i Peraturan Daerah Kola Solok tentang Peneslolaan
tanda tangan atas Keunngan Paerah.

DISPOSIS] PIMPINAN KEPALA mm}: HUKUM

DENI _
'NIP. 19811201 12010




